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IMPLEMENTASI APLIKASI LAPOR! PADA KELUHAN BANTUAN
SOSIAL DI KOTA PEKANBARU

ABSTRAK
Oleh
Elisa
Kata kunci: Implementasi, Pengelolaan, Aplikasi LAPOR!, Bantuan Sosial.

Penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis Implementasi Aplikasi
LAPOR! pada Keluhan Bantuan Sosial di Kota Pekanbaru, indikator penilaian
yang digunakan meliputi Standar dan Sasaran Kebijakan, Sumber Daya,
Hubungan Antar Organisasi, Karakteristik Agen Pelaksana, Kondisi sosial, Politik
dan Ekonomi. Tipe penelitian ini menggunakan Deskriptif Kuantitatif, yaitu
memprioritaskan daftar kuesioner sebagai alat pengumpulan data dan data yang
terkumpul dengan kuesioner ini kemudian dijadikan bahan baku utama untuk
menganalisis kondisi empiris dan objektifitas keberadaan tujuan lokasi penelitian.
Adapun populasi dan sampel pada penelitian ini yaitu berjumlah 44 orang, jenis
dan teknik pengumpulan data yang digunakan terdiri dari, data primer yang
dikumpulkan dengan teknik daftar kuesioner dan wawancara, serta data sekunder
yang dikumpulkan menggunakan observasi. Sementara teknik analisa data yang
dipergunakan adalah dengan menggunakan teknik sampling dan insidental
sampling. Berdasarkan teknik analisis ini peniliti menilai dan menyimpulkan
bahwa Implementasi Aplikasi LAPOR! pada Keluhan Bantuan Sosial di Kota
Pekanbaru dikategorikan Kurang Terimplementasi. Sehingga hasil dan temuan
penilitian ini bahwa tidak adanya komitmen pemimpin yang membuat Sistem
Layanan LAPOR! ini tidak berjalan sesuai dengan standar operasional prosedur,
sehingga banyak munculnya hambat dari tidak adanya anggaran yang jelas untuk
melakukan sosialiasi, sehingga tidak bisa melakukan sosialisasi sejak tahun 2018,
tidak adanya struktur birokrasi yang jelas yang membuat aparatur dinas
melempar-lempar tugas keaparatur lain dengan alasan itu bukan dibidangnya, hal
ini juga membuat aparatur dinas dengan mudah pindah atau tidak bekerja lagi
didinas tersebut dalam jangkah waktu paling cepat 6 bulan sekali, dan membuat
masyarakat lebih banyak melakukan aspirasi dan pengaduan secara manual
dengan datang langsung ke OPD dan tidak melalui Sistem Layanan LAPOR!
karena masyarakat juga menilai aparatur dinas tidak cepat dan tanggap dalam
memposes aspirasi dan pengaduan masyarakat.
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IMPLEMENTASI APLIKASI LAPOR! PADA KELUHAN BANTUAN
SOSIAL DI KOTA PEKANBARU

ABSTRACT
Elisa
Keyword: Implementation, Management, Application of LAPOR !, Social
Assistance.

This study is to determine and analyze the implementation of the
LAPOR! Application. In the Complaints of Social Assistance in Pekanbaru City,
the assessment indicators used include Policy Standards and Targets, Resources,
Inter-Organizational Relations, Characteristics of Implementing Agencies, Social,
Political and Economic Conditions. This type of research uses quantitative
descriptive, which prioritizes the questionnaire list as a means of collecting data
and the data collected by this questionnaire is then used as the main raw material
for analyzing empirical conditions and the objectivity of the existence of the
research location objectives. The population and sample in this study were 44
people, the types and data collection techniques used consisted of primary data
collected by questionnaire and interview list techniques, and secondary data
collected using observation. While the data analysis technique used is by using
sampling techniques and incidental sampling. Based on this analysis technique
the researcher assesses and concludes that the Implementation of the LAPOR!
Complaints on Social Assistance in Pekanbaru City are categorized as Less
Implemented. So that the results and findings of this study are that there is no
commitment from the leader who made the LAPOR! This does not run according
to standard operating procedures, so there are many obstacles from the absence
of a clear budget for socialization, so that they cannot carry out socialization
since 2018, the absence of a clear bureaucratic structure that makes the service
apparatus throwing tasks to other officials on the grounds it is not in their field,
this also makes the service apparatus easily move or no longer work in the service
within the fastest time of every 6 months, and makes the community more
aspirations and complaints manually by coming directly to OPD and not through
the LAPOR Service System ! because the community also assessed that the service
personnel were not fast and responsive in processing public aspirations and
complaints.

XiX
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PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu arah perkembangan administrasi publik pada saat ini mengacu pada
kemajuan teknologi, informasi dan komunikasi (TIK) dalam meningkatkan
pelayanan publik dan pembangunan suatu daerah. Salah satunya pemerintah
menyediakan sistem layanan aspirasi dan pengaduan online rakyat (LAPOR!)
yang sudah berdiri sejak tahun 2016.

Sistem layanan LAPOR! merupakan sistem layanan penyampaian semua
aspirasi dan pengaduan rakyat secara online yang dikelola oleh Kantor Staf
Kepresidenan (KSP). LAPOR! Telah ditetapkan sebagai Sistem Pengelolaan
Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N) berdasarkan peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2015.
Ketentuan ini mengamanatkan agar seluruh pemerintah daerah yang telah
menyelenggarakan pengelolaan pengaduan pelyanan publik berbasis teknologi,
informasi dan komunikasi (TIK) terintegrasi dengan LAPOR! Baik pengaduan
publik antar intansi, lintas intansi, dari unit terbawah sampai unit teratas. Untuk
mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik dan meningkatkan efektifitas
pengelolaan pengaduan.

Berbagai peraturan perundangan yang relevan dengan pelaksanaan SP4N-
LAPOR! adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

2. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik



4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-

Undang Keterbukaan Informasi
5. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-

Undang Pelayanan Publik
6. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan

Pealayanan Publik Nasional
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan RB Nomor 24 Tahun

2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan

Publik Secara Nasional
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan RB Nomor 3 Tahun

2015 tentang Roadmap Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik

Nasional

Sistem Pengelolaan Pelayanan Publik Nasional (SP4N) dibentuk untuk
merealisasikan kebijkan “no wrong no policy” yang menjamin hak masyarakat
agar aspirasi dan pengaduan dari manapun serta jenis apapun aspirasi dan
pengaduannya akan disalurkan kepada penyelenggara pelayanan publik yang
berwenang menangani. Berdasarkan prinsip ntersebut SP4N dibentuk dengan
tujuan agar:

1. Penyelenggara dapat mengelola pengaduan dari masyarakat secara

sederhana, cepat, tepat, tuntas, dan terkoordinasi dengan baik:

2. Penyelenggara memberikan akses untuk partisipasi masyarakat dalam

menyampaikan pengaduan; dan

3. Peningkatan kualitas pelayanan publik.

Dan Pemerintah Daerah Provinsi Riau juga sudah menyediakan beberapa kanal
layanan pengaduan online, masyarakata yang ingin membagi atau mengeluarkan
aspirasi dan pengaduannya bisa diakses melalui beberapa metode di LAPOR!
Yang pertama, mengeluarkan aspirasi dan pengaduannya secara langsung kepada

pengelola LAPOR!-SP4N. Kedua, melalui sms yang berisi “Riau (spasi) isi lapor”

pengaduan lewat sms ini bisa dikirim melalui nomor 1708, yang kita ketahui



bawah 1708 merupakan ulang tahun kemerdekaan Indonesia. Sistem layanan
aspirasi dan pengaduan online rakyat ini sengaja disediakan pemerintah daerah
melalui sms karena tidak semua masyarakat mempunyai smartphone android dan
jaringan internet yang memadai maka dengan sengaja disediakan metode
pengaduan melalui sms agar masyarakat dapat menyuarakan haknya serta
membagi atau mengeluarkan aspirasi dan pengaduannya melalui metode sms.

Ketiga, melalui website LAPOR!-SP4N (www.lapor.go.id) atau melalui aplikasi

LAPOR! Itu sendiri yang sudah disediakan oleh pemerintah secara resmi. Aplikasi
LAPOR! Ini bisa didownload melalui smartphone android di app store atau play
store. Dengan tata kerja pengelolaan pengaduan dalam SP4N-LAPOR!, sebagai
berikut:

1. Penerimaan

Laporan yang dikelola adalah Ipaoran yang diteruma melalui aplikasi
LAPOR!-SP4N dan oleh pengelola pengaduan
Kementrian/Lembaga/Pemerintah daerah, Korporasi dan badan hukum lainnya
yang disampaikan melalui:

a. SMS

b. Website (www.lapor.go.id)

c. Aplikasi LAPOR!

2. Telaah Awal Dan Klasifikasi Pemgaduan Pelayanan Publik
a. Pada saat pengaduan diterima pengelola melalukan penelaahan awal
laporan yaitu mengklasifikasikan laporan, menunda (pending) laporan
jika masih diperlukan informasi tambahan, menyimpan (arsip) jika
laporan tidak perlu diteruskan.
b. Laporan yang termasuk dalam kategori pengaduan ditelaah untuk melihat

kelengkapan dengan kriteria:


http://www.lapor.go.id/
http://www.lapor.go.id/

C.

b.1. Identitas pengadu yang terdirin atas nama dan alamat lengkap
b.2. Uraian keluhan atas pengaduan
b.3. Tempat, waktu penyampaian

Jika pengaduan dinilai belum lengkap maka pengelola meminta pengadu
melenbgkapi pengaduan dan laporan dinyatakan dalam status tertunda
(pending).

Jika dala, jangka waktu 30 hari pengadu tidak melengkapi pengaduan
maka pengaduan akan diarsipkan. Demikian juga dalam hal pengaduan
hanya bersifat aspirasi yang tidak perlu dijawab, maka laporan dapat

langsung diarsipkan.

3. Penyaluran atau Disposisi Pengaduan

a.

Jika pengaduan telah dinyatakan lengkap oleh pengelola, maka
pengaduan dapat disalurkan kepada penyelenggara yang brewenang yaitu
Satuan Kerja Pembina dan Instansi di tingkat Kementeruian atau
Pemerintah Daerahh yang membawahi Unit Penyelenggara terlapor.

Jika pengaduan ditujhukan kepada penyelenggara yang belum terhubung
dalam system LAPOR! Maka pengelola akan memberikan informasi
Kjepada pengadu kontak dari penyelenggara layanan. Namun pengelola
tetap akan meneruskan kepada penyelenggara melalui kanal pengaduan
lain yang paling memungkinkan.

Dalam hal terjadi keliruan dalam mendisposisikan pengaduan, maka
penyelnggara layanan public dapat mengembalikan disposisi tersebut
kepada Admin untuk didistribusikan ulah ke intansi yang tepat.

. Disposisi pengaduan dapat disalurkan ke lebih dari satu penyelenggara

layanan, dalam hal demikian maka beberapa penyelenggara layanan yang
terkait akan menerima semua pemberitahuuan dari sistem terkait proses
dan status sehingga pengaduan dinyatakan selesai.

. Penyelenggara layanan meneruskan kembali laporan yang bukan berada

dalam kewenangan Instansinya kepada LAPOR!-SP4N tingkat Nasional.

4. Status dan Tindak Lanjut Pengaduan



. Pengelola menyampaikan respon pertama berupa informasi status

pengelolaan yang telah disalurkan paling lama 3 hari kerja.

. Pengelola menyampaikan informasi status tiap tahapan pengaduan kepada

pelapor segerab setelah pengelola menerima informasi status pengaduan
dari penyelenggara .

. Pengelola bertugas untuk memonitor tindak lanjut laporan dan melakukan

langkah-langkah yang diperlukan untuk mendorong ketuntasan setiap
laporan.

. Jika pengelola tidak mendapatmtanggapan yang layak dari penyelenggara

yang berwenang, maka pengelola wajib menanyakan kembali status
pengaduan kepada penyelenggara.

. Respom dan Informasi status pengaduan dianjurkan untuk disusun sesuai

dengan konteks dan kebutuhan pengelola dan pengaduan, dan tidak
menggunakan template atau format. Tujuannya agar pengadu merasa
diperlakukan dengan baik dan personal oleh pengelola.

5. Penyelesaian Laporan Pengaduan

a.

Laporan termasuk dalam pengaduan non pelayanan publikmisalnya
pengajuan keberatan permohonan informasi public kepada KIP, atau
pelanggaran etika penegak hokum, disalurkan kepada Lembaga yang
berwenang dan dianggap selesai. Pengelola wajib memberitahukan status
pengaduannya tersebut beserta alasannya.

. Kegiatan penyelesaian pengaduan mengacu pada sistem, prosedur dan

ketentuan serta arah dan kebijakan pengelolaan pengaduan public pada
setiap instansi penerima pengaduan untuk memperoleh keterangan, bukti
fisik, bukti dokumen, atau bukti lainnya mengenai kebenaran suatu
laporan.

. Tindak lanjut dilakukandengan cermat, cepat, dan tidak melebihi jangka

waktu maksimal penyelesaian, yakni:
c.1. 60 hari untuk laporan beruapa pengaduan dan pemeriksaan lapangan

c.2. 14 hari untuk laporan berupa pengaduan sengketa dan pelanggaran
tanpa memerlukan pemeriksaan lapangan

¢.3. 5 hari untuk permintaan informasi dan keluhan

. Dalam hal laporan berupa pengaduan untuk memperoleh hasil yang dapat

dipertanggungjawabkan, Pembina/penanggung jawab ditiap organisasi

penyelenggara/satuan kerja menetapkan tim pemeriksa untuk:



d.1. Menentukan metode atau prosedur pemeriksaan
d.2. Menentukan para pihak yang perlu diminta keterangan.

d.3. Menentukan validitas dan kecukupan bukti-bukti yang telah
diperoleh

d.4. Merumuskan hasil pemeriksaan

e. Pengelola menyampaikan informasi penyelesaian pengaduan kepada
pelapor segera sejak status penyelesaian pengaduan diperoleh dari
penyelenggara layanan.

f. Jika dalam waktu 60 hari pengelola belum juga mendapatkan tanggapan
yang layak, maka pengelola menanyakan kepada pelapor apakah bersedia
untuk dibantu menyalurkan laporan tersebut kepada Ombudsman.

g. Jika pelapor bersedia maka pengelola akan memberitahukan Kkriteria
laporan yang ditindaklanjuti oleh Omnudsman dan meminta pelapor
melengkapi laporannya jika diperlukan. Selanjutnya pengelola
menyalurkan laporan tersebut kepada Ombusdman.

h. Pengelola menyampaikan hasil penyelesaian pengaduan dan meminta
tanggapan pelapor melalui LAPOR!-SP4N. Apabila pengadu menyatakan
puas atas hasil, maka pengaduan dinyatakan selesai. Apabila tidak, maka

pelaksana dapat mendalami kembali bdengan temuan baru atau
menyalurkan ke Satuan Kerja Pembina/Penanggung Jawab di atasnya.

6. Pelaporan, Monitoring dan Evaluasi
a. Pengelola wajib menyusun dan melaporkan pengelolaan pengaduan
kepada Pembina pada Pemerintah Daerah berkala meliputi setidaknya:

a.1l. Materi pengaduan
a.2. Kategori pengaduan
a.3. Waktu penerimaan

a.4. Status penyelesaian



a.5. Hasil penanganan
a.6. Tanggapan pengadu
Dalam hal K/L/D telah memiliki sistem LAPOR! Maka laporan dapat disusun

berdasarkan rekapitulasi laporan yang disediakan oleh sistem.
b. Pemebina/Penanggung jawab melalui Tim Ko ordinasi bertanggunj jawab
atas pencepatan dan kualitas output penyelesaian pengaduan melalui
langkah-langkah berikut:

b.1. Menetapkan indikator, target dan baku mutu output Kkinerja
pengaduan pengelolaan pengaduan

b.2. Melakukan pemantauan secara berkala atas kinerja pengelola dan
penyelesaian pengaduan disatuan kerjanya, berdasarkan indikator
dan target yang ditetapkan

b.3. Melakukan koordinasi dengan pejabat penghubung untuk mengatasi
kendala dalam penyelesaian pengaduan apabila indikator dan target
status pengaduan terlihat lamban

b.4. Melakukan evaluasi atas kinerja pengelolaan pengaduan

c. Penyelenggara bersama dengan Tim koordinasi melakukan evaluasi atas
penyebab pengaduan dan penyelesaiannya, serta menetapkan tindakan
korektif dan rekomendasi atas tindak lanjut penyelesian pengaduan
bersama dengan Unit Pelayanan Publik serta pemangku kepentingan lain.
APIP sesuai materi pengaduan.

d. Pembina pada Pemerintah Daerah wajib melakukan pemantauan dan
evaluasi terhadap pengelolaan pengaduan secara berkala. Kegiatan
pemantauan dan evaluasi terhadap pengaduan dilakukan setiap minimal
sebulan sekali, pada rapat pimpinan dengan memaparkan rekapitulaasi
pengaduan dihadapan pimpinann.

Namun dari fakta yang penulis temukan, persoalan yang terjadi saat
masyarakat melakukan aspirasi dan pengaduan yang sudah masuk dalam sistem
layanan LAPOR! tidak dapat diteruskan oleh pihak pengelola sistem layanan
LAPOR! kepada OPD terkait sesuai dengan aspirasi dan pengaduan yang

dilakukan masyarakat, sehingga aspirasi dan pengaduan masyarakat tergantung,



ini membuktikan bahwa tidak adanya koordinasi yang dilakukan sesuai dengan
tata kerja pengelolaan pengaduan dalam SPAN-LAPOR!. Hal ini juga dikarenakan
OPD-OPD vyang terkait pada sistem layanan LAPOR! tidak mendapat sosialisasi
semenjak tahun 2018 terakhir dilakukannya sosialisasi dan dikarenakan juga
aparat dinas yang berada pada OPD tersebut tidak aktif, naik jabatan, dan
pergantian pegawai di instansi tersebut yang menyebabkan terputusnya akses
sistem laynanan LAPOR! Di Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
Provinsi Riau dengan instansi-instansi lain.

Gambar I.1: Standar Operasional Prosedur LAPOR!-SP4N Bersifat

Pengaduan.

N UPP LAPOR Wakt

o K/L/D UPT 1-SPAN Input ¥ Output

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1. | Penyaluran Hasil

prngaduan D telaah

2. | Telaah lanjut Data 3 hari | Hasil Dikoordinasikan
lapora telaah oleh Ketua Tim
n lanjut Koordinasi

|::| K/L/D

3. | Mengonfirmasi Hasil 3 hari | kelengk | Dikordinasikan
dan telaah apan oleh Ketua tim
mengklasifikasi data pelaksana pelapor
kan laporan dan laporand | diminta untuk
kelengkapan an melengkapi
data untuk penduku | dokumen/laporan
tindak lanjut ng tindaklanjuti
pengaduan Hasil dari telaah

lanjutan,

konfirmasi dan

|: klasifikasi berupa
kesimpulan
tentang perlu atau
tridaknya
pemeriksaan atas
permasalahan
yang dilaporkan




1 2 3 4 5 6 7 8 9
4. | Menyalurkan Hasil Maks Lpaoran | Laporan
laporan hasil telaah | 60 hasil diteruskan kepada
telaah untuk dan hari tindak admin LAPOR!-
ditindaklanjuti data 14 lanjut SP4N
pendu | hari UPT/Inspektorat

I_I I_I kung untuk

ditindaklanjuti
dalam 60 hari
diteruskan
LAPOR!-SP4N
Nasioanal
5. | Melaporkan Lapor | 30 Dokume | Statistik kinerja
hasil an menit | ntasi pengelolaan dan
penyelesaian hasil kinerja penyelesaian
pengaduan penyel pengelol | pengaduan dan
esaian aan dari | penyelesaian
penga penyeles | pengaduan
duan aian diinformasikan
| I Pengadu | dalam LAPOR!-
an SP4N dan SIPP

Sumber: Adopsi dan Intergrasi LAPOR!-SP4N Untuk Pelayanan Publik yang
Lebih Baik, 2020.

Dari gambar diatas membuktikan bahwa Standar Operasional Prosedur dalam
suatu program yang dilaksanakan sangatlah penting salah satunya sistem layanan
LAPOR!, karean SOP itu sendiri sebagai acuan melaksanakan tugas sesuai dengan
fungsi dan alat penilaian kinerja instansi pemerintah, apakah suatu program yang
dilaksankan sudah terlaksana dengan baik sesuai dengan SOP yang berlaku.

Dalam aplikasi LAPOR! Masyarakat bisa mengeluarkan aspirasi dan
pengaduannya dalam area pengaduan dibeberapa bidang. Area pengaduan

dibeberapa bidang tersebut antara lain:

- Pendidikan dan Pengajaran - Perbangkan

- Tempat tinggal - Perhubungan

- Komunikasi dan Informasi - Jaminan Sosial
- Lingkungan Hidup - Infrastruktur

- Penanggulan Bencana - Pariwisata

- Pembangunan Desa - Energi

- Ketenagakerjaan dan Usaha - Kemaritiman
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- Kesehatan - Reformasi Birokrasi
- Pertanian - Sumber Daya Alam
- Hukum dan Keamanan - Bantuan Sosial

Namun dari banyak bidang aspirasi dan pengaduan diatas, yang penulis
temukan mengenai persoalan yang terjadi hanya sedikit yang melakukan aspirasi
dan pengaduan di sistem layanan LAPOR! sehingga aspirasi dan pengaduan yang
masuk sekaligus dikelola 1 harinya hanya 1 aspirasi dan pengaduan dan paling
sedikit dalam waktu 5 hari hanya 1 aspirasi dan pengaduan yang masuk sekaligus
dikelola pada sistem layanan LAPOR!, hal ini juga dikarenakan masih banyaknya
masyarakat yang belum mengetahui akan sistem layanan LAPOR! dan yang
penulis temukan alasan mengapa masyarakat masih banyak yang belum
mengetahui akan sistem layanan LAPOR! karena tidak adanya sosialiasi
dilakukan kepada masyarakat, sosialisasi terakhir dilakukan pada tahun 2018.

Adapun data laporan masuk perbidangnya dalam aplikasi LAPOR! Yang
tervirifikasi, belum terverifikasi, menunggu kelengkapan informaasi, menunggu
evaluasi kelengkapan informasi, diarsipkan oleh admin, diarsipkan oleh pelapor,
ditutup oleh sistem, ditutup oleh pelapor, dan instansi belum terhubung pada
periode masuk Tahun 2020 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 1.1: Data laporan masuk yang “Terverifikasi” Mengenai Bantuan
Sosial dalam aplikasi LAPOR! Periode masuk Tahun 2020.

Sumber Status
No Klasifikasi Laporan Kategori disposisi | laporan
aporan e
(Terverifikasi)
1 2 3 4 5
1. Pengaduan berkadar Bantuan sosial Android
pengawasan
2. Permintaan Ekonomi Bantuan Sosial Website 1
Pengaduan berkadar Dana desa/Alokasi .
3 pengawasan dana desa (DD/ADD) Website 2
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1 2 3 4 5
Pengaduan berkadar Dana desa/Alokasi .

4 pengawasan dana desa (DD/ADD) Android 1
Pengaduan berkadar Corona-bantuan untuk .

> pengawasan masyarakat Website 1
Pengaduan berkadar Bansos daerah .

6. pengawasan (Pemprov, Kab/Kota) Jiensite 4

7 Pengaduan berkadar Corona-dampak Website 4
pengawasan ekonomi
Pengaduan berkadar Dana desa/Alokasi ;

8. pengawasan dana desa (DD/ADD) Wensg 1
Pengaduan berkadar ] .

9 pengawasan Bantuan sosial Website 3

10. Pengaduan berkadar Jaminan sos!al Website 5
pengawasan ketenagakerjaan

Jumlah 21

Sumber: Kantor Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Provinsi Riau

2020

Berdasarkan tabel 1.1 masyarakat yang melakukan aspirasi dan pengaduan pada

sistem layanan LAPOR! pada periode tahun 2020 mengenai Bantuan Sosial
berjumlah 21 aspirasi dan pengaduan yang masuk dengan status terverifikasi yang
menggunakan sumber laporan yaitu Website dan android.

Tabel 1.2: Data laporan masuk yang “Belum Terverifikasi” Mengenai
Bantuan Sosial dalam aplikasi LAPOR! Periode masuk Tahun

2020.
Status
No Klasifikasi Laporan Kategori Disposisi ISumber laporan
aporan (belum
terverifikasi)
1 2 3 4 5
Permintaan informasi Bansos daerah Website
1. (Pemprov, Kab/Kota) 1
Permintaan informasi | Umum (semua JPS Website
2. covid atau skema 1
bansos yang lain)
Jumlah 2
Sumber : Kantor Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Provinsi Riau,

2020
Berdasarkan tabel 1.2 masyarakat yang melakukan aspirasi dan pengaduan pada

sistem layanan LAPOR! pada periode tahun 2020 mengenai Bantuan Sosial
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berjumlahh 2 aspirasi dan pengaduan yang masuk dengan status belum
terverifikasi yang menggunakan sumber laporan yaitu Website.

Tabel 1.3: Data laporan masuk yang “Menunggu Kelengkapam Informasi”
Mengenai Bantuan Sosial dalam aplikasi LAPOR! Periode masuk

Tahun 2020.
Status
Laporan
No Klasifikasi Laporan Kategori disposisi Eumber (menunggu
aporan
kelengkapan
informasi)
1 2 3 4 5
1 Pengaduan berkadar Bantua langsung tunai | Website 5
" | pengawasan dana desa (BLT DD)
Jumlah 2
Sumber: Kantor Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Provinsi Riau,
2020

Berdasarkan tabel 1.3 masyarakat yang melakukan aspirasi dan pengaduan pada
sistem layanan LAPOR! pada periode tahun 2020 mengenai Bantuan Sosial
berjumlah 2 aspirasi dan pengaduan yang masuk dengan status menunggu
kelengkapan informasi yang menggunakan sumber laporan yaitu website.

Dan dari keseluruhan tabel diatas yang menjadi tempat layanan aspirasi dan
pengaduan online rakyat adalah aspirasi dan pengaduannya mengenai Bantuan
Sosial. Karena disetiap tahunnya masyarakat sangat membutuhkan kepedulian
atau kepekaan pemerintah mengenai bantuan sosial, terlebih lagi ditahun 2020 ini
banyaknya masyarakat yang mengalami kesulitan dalam masalah pemenuhan
kelangsungan hidup dan menurunnya perekonomian masyarakat.

Pemberian bantuan sosial kepada masyarakat sebenarnya bukanlah hal yang
baru dilakukan oleh pemerintah. Dengan keadaan adanya bencana disuatu daerah
atau wilayah. Contohnya, bantuan sosial ini sering dilakukan oleh pemerintah

pusat sekaligus pemerintah daerah tetapi respon masyarakat atas kegiatan bantuan
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sosial yang terjadi ini masih banyak menimbulkan kekecewaan atau tidak sesuai
dengan yang diharapkan oleh masyarakat. Bahkan, kegiatan bantuan sosial ini
dilakukan sesuain dengan tingkat kemiskinan masyarakat sebagai penerima
bantuan sosial.

Dimasa pandemi COVID-19 yang terjadi ditahun 2020 ini, pemerintah pusat
sekaligus pemerintah daerah kelimpungan dalam penyaluran bantuann sosial
kepada masyarakat (Ihsanudin, 2020). Sebagai contoh, dibeberapa informasi
pemeberitaan adanya masyarakat yang mengembalikan bantuan sosial tersebut
karena mereka merasa bantuan tersebut tidak tepat sasaran., selain itu ada lagi
yang terjadi dalam proses bantuan sosial dimana masih adanya masyarakat yang
tidak terdata padahal mereka layaka untuk mendapatkan bantuan sosial dari
pemerintah.

Pemberian bantuan sosial oleh pemerintah, yakni pemerintah pusat sekaligus
pemerintah daerah terkesan membingungkan, lamban diterima oleh masyarakat
yang terkenan dampak dan yang tidak tepat sasaran. Permasalahan bantuan sosial
ini sudah menjadi ciri khas turun temurun dalam proses pemerintahan pusat
sekaligus pemerintah daerah, hal ini bisa saja terjadi karena kurangnya koordinasi
baik dari antar intansi maupun masyarakat ittu sendiri. Pada tahun 2020 ini sudah
15.625 KK diantaranya sudah menerima bantuan pada pendistribusian tahap satu,
lalu sisanya 30.000 KK sedang jalan paketnya pada tahap kedua, dan 45.625 KK
adalah rumah tangga yang terdampak COVID-19, mereka menjadi miskin baru

(Ingot Ahmad Hutasuhut, 2020).
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Dari fakta yang penulis temukan, masyarakat melakukan aspirasi dan
pengaduan mengenai bantuan sosial lebih banyak melakukan aspirasi dan
pengaduan secara manual datang langsung ke OPD terkait yaitu Dinas Sosial dan
Pemakaman Kota Pekanbaru, sehingga aspirasi dan pengaduan yang masuk
mengenai bantuan sosial perharinya 60 aspirasi dan pengaduan.

Dengan demikian, tujuan dari mengapa penulis tertarik pada penelitian ini,
karena terdapat beberapa fenomena yang menjadi salah satu acuan penulis tertarik
untuk meneliti ini dan juga agar mengetahui sejauh mana Implementasi dari
Aplikasi LAPOR! ini apakah sudah terlaksana sesuai dengan Standar Operasional
Prosuder (SOP) yang berlaku.

Adapun ditemukan beberapa fenomena dan informasi yang penulis temui
dilapanagan yang dapat menjadi acuan untuk melakukan penelitian ini, bahwa
terdapat:

1. Dalam aplikasi LAPOR! Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
Provinsi Riau memiliki hubungan antar instansi lain untuk menyesuaikan
proses aspirasi dan pengaduan masyarakat, namun hubungan antar instansi
ini belum adanya ikatan yang kuat yang dikarenakan pegawai dari instansi
tersebut tidak aktif lagi, naik jabatan dan pergantian pegawai di instansi
tersebut yang menyebabkan terputusnya akses sistem laynanan LAPOR! Di
Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Riau dengan instansi-

instansi lain.
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2. Pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Riau yang
mengelola sistem layanan LAPOR! Di Provinsi riau tidak adanya struktur
birokrasi dalam penyelenggaraan sistem layanan LAPOR!.

3. Tidak diadakannya sosialisasi oleh Dinas Komunikasi, Informatika dan
Statistik Provinsi Riau kepada OPD-OPD yang ikut serta dalam sistem
layanan LAPOR! dan kepada masyarakat setelah tahun 2018.

4. Masih banyaknya masyarakat yang melakukan aspirasi dan pengaduan
secara manual dengan datang langsung ke Dinas Sosial dan Pemakaman
Kota Pekanbaru dengan 60 aspirasi dan pengaduan yang masuk perharinya,
dari pada melalui sistem layanan LAPOR! yang 1 hari 1 aspirasi dan
pengaduan yang masuk sekaligus dikelola dan paling sedikit dalam waktu 5
hari hanya 1 aspirasi dan pengaduan yang masuk sekaligus dikelola pada
sistem layanan LAPOR!.

Fenomena diatas berdasarkan pengamatan penulis secara langsung (observasi)
dan sesi tanya jawab langsung kepada admin atau pengelola aplikasi LAPOR!
(wawancara). Maka penulis tertarik meneliti tentang “Implementasi Aplikasi
LAPOR! Pada Keluhan Bantuan Sosial di Kota Pekanbaru”

B. Rumusan Masalah

Dari penjelasan fenomena dan permasalahan diatas dalam penelitian ini perlu
menetapkan perumusan masalah agar penelitian ini terarah maka penulis
merumuskan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana Implementasi sistem layanan aspirasi dan pengaduan online

rakyat (LAPOR!) pada Bantuan Sosial di Kota Pekanbaru?
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2. Faktor-faktor apa saja yang menghambat Implementasi sistem layanan
aspirasi dan pengaduan online rakyat (LAPOR!) pada Bantuan Sosial di
Kota Pekanbaru?

C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian
Adapun dari uraian yang telah dikemukakan dalam latar belakang dan

permasalahan diatas maka penulis dan pelitian ini mempunyai tujuan sebagai

berikut:

a. Untuk menganalisis dan mengetahui bagaimana Implementasi sistem
layanan aspirasi dan pengaduan online rakyat (LAPOR!) pada Keluhan
Bantuan Sosial di Kota Pekanbaru.

b. Untuk menganalisis dan mengetahui faktor-faktor apa saja yang
menghambat Implementasi layanan aspirasi dan pengaduan online rakyat
(LAPORY) pada Keluhan Bantuan Sosial di Kota Pekanbaru.

2. Kegunaan Penelitian
Adapun kegunaan yang bisa diharapkan dari penelitian ini adalah:

a. Kegunaan Teoritis, yaitu ini diharapkan dapat memacu perkembangan
llmu Administrasi, minimal dapat memperkaya investasi hasil-hasil
penelitian dibidang Administrasi khusunya dibidang Administrasi Negara
(Publik).

b. Kegunaan Praktis, yaitu menambah wawasan penulis dan pembaca
tentang judul Implementasi aplikasi LAPOR! pada Keluhan Bantuan

Sosial di Kota Pekanbaru.
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c. Kegunaan Akademik, yaitu penelitian ini diharapkan menjadi bahan
informasi bagi penelitian lainnya yang berhubungan dengan penelitian

ini.
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STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR

A. STUDI KEPUSTAKAAN
1. Konsep Administrasi
Secara etimologi atau asal kata, administrasi berasal dari Bahasa Inggris
“administration”, dengan bentuk infinitifnya to administer yang diartikan sebagai
to manage (mengelola). Administrasi juga dapat berasal dari bahasa belanda
“administratie”, yang memiliki pengertian mencangkup tata usaha, manajemen
dari kegiatan organisasi, manajemen sumber daya.
Dari pengertian tersebut, administrasi mempunyai pengertian dalam arti sempit
dan arti luas.
Dalam arti sempit administrasi sering diartikan dengan kegiatan ketatausahaan.
Tata usaha pada hakikatnya merupakan pengerjaan pengendalian informasi.
Tata usaha juga sering diartikan sebagai kegiatan yang berkaitan dengan tulis
menulis atau mencatat, menggandakan, menyimpan, atau yang dikenal dengan
clerical work (Silalahi, 2013 : 5)
Secara terimologi, sebagai mana yang dikemukakan oleh Faried Ali (2011 : 19)
apa yang disebut:
“Administrasi” adalah mengurus, mengatur, mengelola. Mengurus diarahkan
pada penciptaan keteraturan sebab pengurus yang teratur menghasilkan
pencapaian tujuan yang tepat atau pada tujuan yang diinginkan. Mengatur
diarahkan pada penciptaan keteraturan, serta mengelola diarahkan pada
kegiatan yang berlangsung secara holistik.
Menurut (Silalahi, 2010 : 8) Administrasi dalam arti luas diartikan sebagai
kerjasama,yaitu:
Istilah administrasi berhubungan dengan kegiatan kerjasama yang dilakukan

manusia atau sekelompok orang sehingga tercapai tujuan yang diinginkan.
Kerjasama adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh sekelompok orang
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secara bersama-sama, teratur, dan terarah berdasarkan pembagian tugas sesuai
dengan kesepakatan bersama.

Administrasi dapat dikelompokkan kedalam 3 (tiga) macam kategori definisi
administrasi (Hardiyansyah, 2017 : 10) sebagai berikut:

a. administrasi sebagai proses atau kegiatan. Menurut Soetarto dan Soewarno,
administrasi adalah suatu proses penyelenggaraan dan pengurusan segenap
tindakan atau kegiatan dalam setiap usaha kerjasama sekelompok manusi
untuk mencapai tujuan.

b. administrasi sebagai tata usaha. Harris Muda Nasution mengatakan bahwa
administrasi adalah suatu pekerjaan yang sifatnya mengatur segala
pekerjaan yang berhubungan dengan tulis-menulis, surat-menyurat, dan
mencatat (membukukan) setiap perubahan atau kejadian yang terjadi dalam
oganisasi itu.

c. administrasi dalam arti pemerintah/negara/publik. Nigro dan Nigro
mengemumakan bahwa kerjasama sekelompok pemerintahan bukan hanya
pihak eksekutif saja. Tetapi meliputi legislatif , eksekutif, dan hubungan
diatara mereka mempunyai peranan penting dalam perumusan kebijakan
pemerintah.

Administrasi dalam arti sempit merupakan penyusunan dan pencatatan data
dan informasi dengan maksud untuk menyediakan keterangan serta memudahkan
memperolehnya kembali secara keseluruhan dan dalam hubungannya satu sama
lain (Silalahi, 2011 : 5).

Menurut Sondang P. Siagian mendefinisikan administrasi sebagai keseluruhan
proses kerjasama anatar dua orang manusia atau lebih yang didasarkan atas
roalitas tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya
(Pasolong : 2014).

Syafri (2012 : 3) mengatakan administrasi dalam arti sempit adalah berupa
kegiatan pencatatan, pengelolaan, pengumpulan, pemeberian nomer atau kode

surat, pengetikan, penggandaan, penyimpanan (pengarsipan), pengiriman,
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berbagai informasi yang diterima atau yang dikeluarkan oleh suatu organisasi atau
insitusi.

Menurut Ali (2011 : 19) Administrasi adalah mengurus, mengatur, mengelola.
Jika dibubuhi awalan pe dan akhirnya an pada setiap arti, maka semuanya
mengandung maksud adanya pengaturan sebab yang menjadi sasaran dari
penguasaan, pengelolaan, dan apalagi pengaturan.

Administrasi menurut Sondang (2014 : 4) Administrasi ialah keseluruhan
proses pelaksanaan dari keputusan-keputusan yang telah diambil dan
diselenggarakan oleh dua orang atau lebih untuk mencapai tujuan yang telah
disepakati sebelumnya.

Dari uraian tentang administrasi diatas, dapat disimpulkan bahwa administrasi
merupakan kegiatan yang dilakukan secara berkelompok atau terorganisasi
dengan mengutamakan kerjasama yang tinggi untuk dapat menyelesaikan
pekerjaan yang telah ditentukan sebelumnya yang berupa tujuan dari organisasi
itu sendiri.

Administasi menentukan arah dan tujuan dari organisasi, karena administrasi
sangat penting dalam menentukan dan mengatur kegiatan organisasi. Aktifitas
organisasi yang baim akan menciptakan administrasi yang sehat dan dinamis,
begitu pula jika pelaksanaan administrasi yang baik akan menentukan
keberhasilan suatu Negara untuk menjalankan dan menentukan Kkualitas
administrasi yang dijalankan oleh Negara tergantung kepada sumber daya
manusia yang dimiliki. Kumpulan sumber daya tersebut membentuk kesatuan

yang disebuat Organisasi.



21

2. Konsep New Public Service

Menurut Miftah Thoha (2008) the new public service adalah konsep yang

menekankan berbagai elemen. Walaupun demikian tampaknya the new public

service mempunyai normatif model yang bisa dibedakan dengan konsep yang

lainnya. Lahirnya konsep ini tidak bisa dipisahkan dengan pendahulunya. Ide

dasar konsep ini dibangun dari konsep:

a.

b.

C.

d.

Teori democratic citizen ship
Model komunitas dan civil society
Organisasi humanism

Post modern ilmu administrasi publik.

New public servive meruapakan suatu paradigma baru dalam administrasi

publik yang berkaitan dengan pelayanan publik (Pasolong, 2016 : 141).

Konsep New Public Service mempunyai model yang bisa dibedakan dengan

konsep lainnya, seperti yang dikatakan Denhard&Denhardt (2007 : 549-559)

bahwa prinsip-prinsip New Public Service adalah:

a.

Membantu warga masyarakat mengartikan dan memenuhi keptingan yang
telah disepakati bersama dari pada mencoba mengontrol atau mengendalian
masyarakat kearah yang baru

. Administrasi publik harus menciptakan gagasan kolektif yang disetujui

bersama tentang apa yang disebut dengan kepentingan public

Kebijakan dan program yang dittujuan untuk memenuhi kebutuhan publik
dapat dicapai secara efektif dan responsive melalui upaya-upaya koletif dan
proses kolaboratif

Kepentingan publik lebih merupakan hasil suatu dialog tentang nilai-nilai
yang disetujui bersama pada agregasi kepentingan pribadi para individu

Para pelayanan publik harus memberikan perhatian, tidak semata pada pasar
tetapi juga pada aspek hukum dan peraturan perundangan, nilai-nilai
masyarakat, norma-norma politik standart professional dan kepentingan
warga masyarakat

Kepentingan publik lebih baik dikembangan oleh pelayan-pelayan publik
dan warga masyarakat yang berkomitmen memeberikan kontribusi terhadap
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masyarakat dari pada oleh manajer wirausaha yang bertindak seakan-seakan
yang adalah milik mereka.

Dapat ditarik kesimpulan dari new public service bahwa semua hal ini
menekankan pada partisipasi warga Negara dalam merumuskan program-program
layanan publik yang terfokus pada kebutuhan warga Negara, memiliki hak-hak
yang sama (adil), memberikan ruang bagi partisipasi publik, dan lebih
transparansi atau terbuka dalam penyedia layanan dalam mengahadapi warga
Negara, mampu menjelaskan keputusan yang diambil sesuai dengan program, dan
mampu nenjalankan program layanan public sesuai dengan norma dan
implementasi yang dijalankan selama ini.

3. Konsep Organisasi

Organisasi adalah meupakan sebuah sistem yang berdiri dari aneka ragam
elemen dan subsistem, diantara mana dan dimana terlihat bahwa masing-masing
subsistem saling berinteraksi dalam uapaya mencapai sasran-sasaran atau tujuan-
tujuan organisasi yang bersangkutan (Winardi, 2011 : 15)

Organisasi adalah suatu bentuk kerjasama manusia untuk pencapaian tujuan
bersama. Organisasi tidak lebih dari pada sekelompok orang berkumpul bersama
disekitar suatu teknologi yang digunakan untuk mengubah input-input menjadi
barang dan jasa yang dapat dipasarkan (Sunyanto, 2013 : 37)

Organisasi menurut Stephen Robbins (dalam Sopiah, 2008 : 2) adalah satuan
soaial yang berkoordinasi secara sadar, terdiri dari dua orang atau lebih yang
berfungsi atas dasar yang relatif kontinyu untuk mencapai suatu tujuan atas

serangkaian tujuan bersama.



23

Organisasi menurut Griffin (dalam Sule dan Saefullah, 2010 : 4) adalah
sekelompok orang yang bekerja sama dalam struktur dan koordinasi tertentu
dalam mencapai serangkaian tujuan tertentu.

Organisasi menurut Siagian (dalam Tarmizi dan Hendri Andry, 2015: 14)
adalah setiap bentuk persekutuan dua orang atau lebih yang bekerja sama serata
formal terikat daam rangka pencapaian suatu tujuan yang telah ditentukan dalam
ikatan nama terdapat seseorang atau beberapa orang yang disebut atasan dan
seseorang atau sekelompok orang yang disebut bawahan.

Sebagai suatu proses, organisasi berarti serangkaian aktivitas kolektif dari
orang-orang Yyangdiawali dengan penentuan tujuan, pembagian kerja dengan
perincian tugas tertentu, pendelegasian wewenang, pengawasan, dan diakhiri
dengan pengevaluasian pelaksanaan tugas (Zulkifli, 2014).

Menurut (Zulkifli, 2014) yang mengatakan bahwa sebuah organisasi sebagai
sistem apapun bentuk dan jenisnya adalah bersifat dinamis dan juga terbuka.
Terbuka karena tidak bisa menghindari berbagai bentuk pengaruh dari perubahan
yang sudah datang ke aspek lingkungan, terutama lingkungan eksternal.

Menurut Siswanto (2013 : 73) organisasi didefinisikan sebagai sekolmpok
orang yang saling berinteraksi dan bekerja sama untuk merealisasikan tujuan
bersama. Dalam organisasi mengandung 3 elemen, yaitu:

a. Sekolompok orang

b. Interaksi dan kerja sama

¢. Tujuan bersama

Organisasi selain dipandang sebagai wadah atau tempat kegiatan, organisasi

juga dapat dipandang sebagai suatu proses, terfokus pada interaksi diantara orang-
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orang yang menjadi anggota organisasi didalamnya. Keberhasilan dalam suatu
organiasi ditentukan oleh sumber daya manusia yang saling berinteraksi dan
mengembangkan organisasi yang bersangkutan dengan cara salah satunya
bekerjasama atau berkoordinasi dengan organisasi lain untuk mencapai suatu
program untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik secara keseluruhan, hal
ini juga dapat mewujudkan organisasi yang baik.
4. Konsep Manajemen

Menurut George R. Terry dan Leslie W. Rue (2010 : 1), “Manajemen adalah
suatu proses atau kerangka kerja, yang melibatkan bimbingan atau pengarahan
suatu kelompk atau orang-orang kearah tujuan-tujuan organisasioanal atau
maksud-maksud yang nyata. Manajemen adalah suatu kegiatan, pelaksanaanya
disebut manager atau pengelola”

Menurut Winardi (2010 : 76) mengemukakan manajemen sebagai berikut:

“Manajemen adalah merupakan sebuah proses khusus yang terdiri dari

kegiatan-kegiatan perencanaan, pengorganisasian, menggerakan (actuating),

dan tindakan pengawas (controlling), yang dilaksanakan untuk

menderterminasikan dan mencapai sasaran-sasaran yang ditetapkan

sebelumnya, dengan jalan memanfaatkan unsur manusia dan sumber daya

lainnya.”

Menurut Syafri (2012 : 2) hakikatnya manajemen adalah proses pencapaian
tujuan melalui orang lain:

“manajemen merupakan rangkaian aktifitas menggerakan kelompok orang

organisasi untuk mencapai tujuan melalui pelaksanaan fungsi-fungsi

manajemen. Organisasi baru akan bermakna jika telah berlangsung proses

manajemen. Fokus studi manajemen adalah menciptakan efektifitas dan
efisiensi.”
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Manajemen adalah seni dan ilmu dalam perencanaan, pengorganisasian,
pengarahan, pemotivasian, dan pengendalian terhadap orang dan mekanisme kerja
untuk mencapai tujuan (Siswanto, 2013 : 2)

Menurut Suswanto dan Doni (2014 : 16) manajemen merupakan ilmu dan seni
mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber daya
lannya secara efektif dan efisien.

Meneurut Hasibuan (2014 : 1) manajemen adalah ilmu dan seni yang mengatur
proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya secara
efektif dan efisien untuk mencapai tujuan tertentu. Dasar-dasar manajemen yaitu:

a. Adanya kerja sama antar kelompok orang dalam ikatan formal

b. Adanya tujuan bersama serta kepentingan yang sama yang akan capai

c. Adanya pembagian kerja, tugas, dan tanggung jawab yang teratur
d. Adanya sekelompok orang dan pekerjaan yang aan dikerjakan

Menurut Stoner, et. al. (Zulkifli, 2014 : 17) berpendapat bahwa manajemen
merupakan proses merencanakan, pengorganisasikan, memimpin, dan
mengendalikan pekerjaann anggota organisasi dan menggunakan semua sumber

daya organiasi untuk mencapai sasaran organisasi yang sudah ditetapkan.

Dari uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa manajemen merupakan salah satu
rangkain proses yang sangat penting dalam melaksanakan rutinitas kehidupan
kehidupan dalam berorganisasi. Karena manajemen merupakan sebuah proses
dengan tujuan mengatur aktivitaas yang dilakukan oleh organisasi atau
sekelompok orang dengan bekerja sama untuk mencapai tujuan dengan

memenfaakan sumber daya yang dimiliki.
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Hubungan anatar administrasi, organisasi, dan manajemen adalah administrasi
adalah kesekuruhan proses kerjasama dua orang atau lebih (kelompok) didasarkan
pada rasionalitas dan komitmen tertentu untuk mencapai tujuan yang telah
ditetapkan sebelumnya, organisasi adalah wadah atau tempat, dan manajemen
adalah ilmu,seni atau cara untuk mengendalikan atau mengelola prosess kerja
sama tersebut untuk mecaoai tujuan suatu kelompok tersebut yang sudah
melalukan kerjasama, jika rangkaian ini terpenuhi dengan baik dan jelas arahnya,
maka pencapaian tujuan akan berhasil sesuai dengan kesepakatan sebelumnya.

5. Konsep Sistem Informasi Manajemen (SIM)

Sistem Informasi Manajemen (SIM) adalah sebuah sistem yang menyangkut
metode dan upaya terorganisasi dalam melakukan fungsi pengumpulan data (baik
data-data dari dalam dan luar perusahaan) serta dengan menggunakan komputer
data-data yang telah dikumpulkann tadi diproses untuk menghasilkan dan
menyajikan informasi yang terkini, akurat, dan cepat bagi para pengambil
keputusan manajemen (Sule dan Saefullah, 2010 : 398).

Sistem informasi manajemen diartikan juga sebagai sebuah sistem yang selain
melakukan pengolahan transaksi yang sangat berguna bagi kepentingan
organisasi, juga banyak memberikan dukungan informasi dan pengolahan untuk
fungsi manajemen dalam pengambilan keputusan (Siswanto, 2007 : 188).

Menurut Hartono (2013 : 20) sistem informasi manajemen adalah sebuah
sistem, yaitu rangkaian terorganisasi dari sejumlah bagian atau komponen yang
secara bersama-sama berfungsi atau bergerak menghasilkan informasi untuk
digunakan dalam manajemen perusahaan.

Sistem informasi manajemen adalah suatu sistem informasi manajemen

menggambarkan ketersediaan suatu rangkaian data yang cukup lengkap yang

disimpan agar dapat menyediakan informasi untuk mendukung operasi,
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manajemen, dan pembuatan keputusan dalam suatu organisasi (Ais Zakiyudin,
2011 : 15).

Tujuan dibentuknya sistem informasi manajemen adalah supaya organisasi
memiliki sistem yang dapat diandalkan dalam pengelolaan data menjadi
informasi yang bermanfaat dalam pembuatan keputusan manajemen, baik yang
menyangkut keputusan-keputusan rutin maupunkeputusan-keputusan strategik.
Dengan demikian sistem informasi manajemen adalah suatu sistem yang
menyediakan kepada pengelola organisasi data maupun informasi yang
berkaitan dengan pelaksanan tugas-tugas organisasi (Wahyudi Kumorotomo
dan Subando Agus Margono, 2009 : 13).

Dari uraian diatas, dapat simpulkan sistem informasi manjemen adalah sebuah

sistem yang menyangkut metode dan upaya terorganisasi dalam melakukan fungsi
pengumpulan data dan diolah menjadi informasi yang akurat untuk pengambilan
keputusan manajemen. Informasi sangat menentukan keberhasilan kegiatan
organisasi dan informasi merupakan factor yang sangat dominan bagi
pengambilan keputusan. Informasi yang akurat dan cepat akan mendukung
keputusan yang tepat dan akurat pula, sebaliknya jika informasi yang tidak akurat
akan keputusan yang diambil menjadi keliru.
6. Konsep Kebijakan

Sebagai konsep public, makna kebijakan (Policy) yang senantiasa berubah
menuju kan kepada kita perubahan-perubahan dalam praktik kebijakan. Di Inggris
“policy” mengandung makna kompleks dan beragam. Dalam karya Shakespeare,
misalnya kita akan menjumpai empat makna yang berbeda, kehati-hatian,
sebentuk pemerintah, tugas, dan administrasi. Kebijakan mencangkup seni ilusi
politik dan duplikasi. Penonjolan, tampilaran luar dan tipuan (llussion) adalah
beberapa unsur yang membentuk kekuasaan (Power). Kekuasaan tidak dapat
dipertahankan hanya dengan kekuatan paksa (Force). Kekuasaan memerlukan
kebijakan (Policy) dan “policy” menunggangi keasadaran” seperti yang dikatakan
penyair Timon Of Athens dalam Parsons(2008 h. 15-16).

Winarno (2012; h. 19) dan Wahab (2010; h. 1-2) sepakat mengatakan bahwa

istilah “kebijakan” ini penggnaannya sering dipertukarkan dengan istilah-istilah
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lain seperti tujuan (goals), program, keputusan, undang-undang, ketentuan-
ketentuan, standar, proposal, dan grand design.

Menurut beberapa ahli istilah kebijakan (policy) itu sendiri berbeda-beda,
seperti yang disampaikan oleh Suharto (2010; h. 7) Kebijakan adalah prinsip atau
cara bertindak yang dipilih untuk mengarahkan pengambilan keputusan.

Menurut Korayati (2005 : 7), mengemukakan bahwa secara umu kebijakan
dapat dikatakan sebagai tumusan keputusan pemerintah yang menjadi pedoman
tingkah laku guna mengatasi masalah publik yang mempunyai tujuan, rencana,
dan program yang akan dilaksanakan.

Kebijakan merupakan ketentuan yang harus dijadikan pedoman, pegangan,
atau petunjuk bagi setiap usaha dan aparatur pemerintah sehingga tercapai
kelancaran dan keterpaduan dalam mencapai tujuan tertentu (Kansil dan Critine,
2008 : 190).

Menurut Iskandar (2012) Kebijakan dapat didefinisikan sebagai serangkaian

rencana program, aktivitas, aksi, keputusan, sikap, untuk bertindak maupun

tidak bertindak yang dilakukan oleh para pihak (aktor-aktor), sebagai tahapan
untuk penyelesaian masalah yang dihadapi. Penetapan kebijakan merupakan
suatu faktor penting bagi organisasi untuk mencapai tujuannya.

Lebih lanjut, kebijakan memiliki dua aspek (Thoha, 2012), yakni :

a. Kebijakan merupakan praktika sosial, kebijakan bukan event yang tunggal
atau terisolir. Dengan demikian, kebijakan merupakan sesuatu yang
dihasilkan pemerintah yang dirumuskan berdasarkan dari segala kejadian
yang terjadi di masyarakat. Kejadian tersebut ini tumbuh dalam praktika
kehidupan kemasyarakatan, dan bukan merupakan peristiwa yang berdiri
sendiri, terisolasi, dan asing bagi masyarakat.

b. Kebijakan adalah suatu respon atas peristiwa yang terjadi, baik untuk
menciptakan harmoni dari pihak-pihak yang berkonflik, maupun

menciptakan insentif atas tindakan bersama bagi para pihak yang
mendapatkan perlakuan yang tidak rasional atas usaha bersama tersebut.
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Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa, kebijakan adalah rangkaian
konsep yang menjadi pedoman dalam melakukan tindakan atau dalam
pengambilan keputusan didalam orgnisasi untuk mencapai tujuan. Kebijakan juga
merupakan salah cara dalam pengambilan keputusan dari sejumlah pelaku untuk
memecahkan suatu masalah.

7. Konsep e-Government

Menurut Bank Dunia (Samodra Wibawa 2009 : 113), E-Government adalah
penggunaan teknologi informasi oleh instansi pemerintah seperti wide area
Networks (WAN) internet, moble competing, yang dapat digunakan untuk
membangun hubungan dengan masyarakat, dunia usaha dan instansi pemerintah
lainnya.

Menurut The Worid Bank E-Government ialah sebagai pemanfaatan teknologi

informasi oleh institusi pemerintan melalui Widw Area Network, Internet,

Mobile Computing yang memiliki kemampuan untuk transformasi pelayanan

yang lebih dari pemerintah kepada masyarakat, dunia bisnis dan dengan

instansi pemerintah lainnya, serta dapat mengurangi korupsi, meningkatkan
transparansi kenyamanan, pertumbuhan pemdapatan, serta mengurangi biaya.

Menurut Dekomenfo (Samodra Wibawa 2009 : 114), mendefinisikan E-
Government adalah pelayanan publik yang diselenggarakan melalui situs
pemerintah dimana domain yang digunakan juga menunjukan domain pemerintah
Indonesia yakni (go.id).

E-Government secara umum dapat didefinisikan sebagai pengguna teknologi
digital untuk mentransformasikan kegiatann pemerintah, yang bertujuan untuk
meningkatkan efektifitas, efisiensi, dan penyampaian layanan (Forman, 2005).

Pengertian lain disampaikan oleh Hartono (2010) “e-Government merupakan

suatu proses sistem pemerintahan dengan memanfaatkan ICT (Information,
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Communication and Technology) sebagai alat untuk memberikan kemudahan
proses komunikasi dan transaksi kepada warga masyarakat, organisasi bisnis dan
lembaga pemerintah serta stafnya.”

E-government merupakan pemanfaatan teknologi, informasi dan komunikasi
(TIK) dalam aktifitas ruang lingkup pemerintah. Bahwa dapat disimpulkan,
dengan memanfaatkan teknologi, informasi, dan komunikasi (TIK) dalam ruang
lingkup pemerintah, ini merupakan suatu cara atau jalan dalam meningkatkan
kualitas pelayanan publik kepada masyarakat, sehingga pelayanan publik yang
ada dalam pemerintah lebih cepat, tepat, dan akurat.

8. Konsep Good Governance

Good Governance dapat diartikan sebagai prinsip dalam mengatur
pemerintahan yang memungkinkan layanan publiknya efisien, sistem
pengadilannya bisa siandalkan, dan administrasinya bertanggung jawab pada
publik (Mas’oed, 2003 : 150-151).

Menurut Hardijanto (dalam Pandji santoso, 2017 : 55 ), pengertian Governance
mengandung makna yang lebih luas dari pada governmnet, tetapi termasuk
didalamnya mencangkup mekanisme pengelolaan sumber daya ekonomi dan
sosial yang melibatkan sektor negara, masyarakat, sumber daya, dan swasta
(negara dan non negara).

Menurut Sedarmayanti (2003 : 2), menjelaskan bahwa good governance
nerupakan proses penyelenggaraan kekuasaan Negara dalam melaksanakan
peyediaan public goods and service disebut governance sedangkan praktek

terbaiknya disebut good governance.
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Good governance adalah suatu tata pemerintahan yang dijalankan secara
seimbang oleh pemerintah, swasta, masyarakat bukan hanya jalan melainkan
harus masuk kategori yang baik (Thoha, 2003 dalam Gafur, 2014).

Good governance menurut Lembaga Administrasi Negara (2000 dalam
Heriyanto, 2015) adalah penyelenggaraaan pemerintah negara yang solid dan
bertanggung jawab serta efisien dan efektif dengan menjaga kesinergisan interaksi
antar pemerintah, swasta, dan masyarakat.

Dapat disimpulkan bahwa, Good governance pada dasarnya merupakan suatu
konsep yang terfokus kepada proses pencapaian keputusan dan pelaksanaannya
yang dapat dipertanggung jawabkan secara bersama dan menciptakan
pemerintahan yang baik.

9. Konsep Implementasi

Menurut Mulyadi (2015 : 12), implementasi adalah mengacu pada tindakan
untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam sutu keputusan.
Tindakan ini berusaha untuk mengubah keputusan-keputusan tersebut menjadi
pola-pola operasional serta berusaha mencapai perubahan-perubahan besar atau
kecil sebagaimana yang telah diputuskan sebelumnya. Implementasi pada
hakikatnya juga merupakan upaya pemahaman apa yang seharusnya terjadi
setelah program dilaksanakan.

Menurut Grindle (Mulyadi, 2015 : 47), “menyatakan implementasi merupakan
proses umum tindakan administratif yang dapat diteliti diprogram tertentu”.

Menurut Awang (2010 : 78) menjelaskan bahwa implementasi adalah

memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program dinyatakan

berlaku atau dirumuskan, merupakan fokus perhatian implemntasi kebijkan,
yaitu kejadian yang timbul setelahnya disyahkannya pedoman kebijkan yang
mencangkup, baik usaha untuk mengadministrasikannya maupun untuk
menimblkan akibat atau dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-

kejadian.

Menurut Wahab (2004 : 72) menyatakan bahwa Implementasi adalah
memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program dinyatakan
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berlaku atau dirumukan. Yang merupakan fokus perhatian implementasi
kebijakan yakni kejadian-kejadian dan kegiatan-kegiatan yang timbul sesudah
disahkannya pedoman-pedoman kebijkasanaan negara, yang mencangkup baik
usaha-usaha untuk administrasinya maupun untuk menimbulkan akibat atau
dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian.

Implementasi merupakan sebagai apa yang terjadi stelah peraturan perundang-
undangan ditetapkan yang memberikan perioritas pada suatu program, manfaat
atau suatu bentuk output yang jelas (Azam Awang, 2010 : 32).

Hinggis (dalam Pasolong, 2007 : 57) mendefinsikan implementasi yaitu
sebagai rangkuman dari berbagai kegiatan yang didalamannya sumber daya
manusia mennggunakan sumbr daya lain untuk mencapai sasaran strategi.

Model pendekatan implementasi kebijakan yang telah dirumuskan oleh Van
Meter dan Van Horn disebut dengan A Model of the Policy Implementation
(1975). Proses implemntasi ini merupakan sebuah abstraksi atau performasi
suatu implementasi kebijakan yang pada dasarnya secara sengaja dilakukan
untuk meraih kinerja implementasi kebijakan publik yang tinggi yang
berlangsung dalam hubungan berbagai variabel. Model ini mengandaikan
bahwa implementasi kebijakan berjalan secara linier dari keputusan politik
yang tersedia, pelaksana, dan kebijkan kinerja publik. Dengan beberapa
variabel yang mempengaruhi kinerja kebijakan publik, yaitu:

Standar dan sasaran kebijakan

Sumber daya

Hubungan antar organisasi

Karakteristik agen pelaksana

Kondisi sosial, politik dan ekonomi.

P00 o

Dari uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa implementasi adalah cara agar
sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Maka untuk menetukan tercapainya
kebijakan itu ada dua langkah. Pertama, langsung mengimplementasikan melalui
program-program tertentu. Kedua, melalui formulasi kebijakan dan turunan dari

kebijakan publik tersebut.
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B. Kerangka Pikir

Kerangka pikir dimaksudkan untuk memberi gambaran yang lebih rinci
mengenai variabel penelitian beserta indikator-indikator yang terkait didalam
variabel penelitian.

Gambar I1.1: Kerangka pemikiran peneliti tentang Implementasi Aplikasi
LAPOR! Pada Keluhan Bantuan Sosial di Kota Pekanbaru.

Administrasi Implementasi
Aplikasi Donal S. Van Meter dan
LAPOR! Pada Carl E. Van Horn
Organisasi Keluhan
Bantuan Sosial 1. Standar dan
di Kota sasaran kebijakan
Pekanbaru. 2. Sumber daya
Kebijakan 3. Hubupgar_w antar
organisasi
4. Karakteristik agen
pelaksana
Manajoef b Kom_jisi sosial,
politik, dan
ekonomi
Implementasi
Kebijakan

Sumber: Modifikasi Penulis, 2020

1. Terimplementasi

2. Cukup
Terimplementasi

3. Kurang
Terimplementasi

C. Konsep Operasional
Untuk memudahkan pemberian pemahaman dalam menafsikar istilah ataupun
konsep terkait usulan penelitian ini, maka penelitian memberikan beberapa konsep

yang berhubungan langsung dengan penelitian.
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. Administrasi adalah keseluruhan proses pelaksanaan keputusan-keputusan
yang telah diambil dan diselenggarakan oleh dua orang atau lebih untuk
mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.

. New Public Service memberikan penegrtian bahwa pemerintah bergerak
bukan layaknya sebuah bisnis tetapi sebagai sebuah demokratis. maka New
Public Service berusaha mengembalikan peran pemerintah seperti awalnya
untuk memberikan pelayanan kepada masyrakatnya dan mengutamakan
kepentingan publik.

. Organisasi adalah setiap bentuk persekutuan antara dua orang atau lebih dan
sekolompok orang yang berkomitmen (persetujuan) untuk bekerja sama
dalam rangka mencapai suatu tujuan yang telah disetujui atau disepakati
bersama.

. Manajemen adalah sebuah proses dengan tujuan mengatur sesuatu atau
aktivitas yang dilakukan oleh organisasi atau sekolompok orang dengan
bekerja sama untuk mencapai tujuan dengan memanfaatkan sumber daya
yang ada dan dimiliki.

. Sistem informasi manajemen adalah suatu sistem perenecanan yang didalam
perusahaan tersebut melibatkan pengendalian internal seperti pemanfaatan
sumber daya, dokumen, dan teknologi.

. Kebijakan adalah rangkaian konsep yang menjadi pedoman dalam
melakukan tindakan atau pengambilan keputusan didalam organisasi untuk

mencapai tujuan.
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7. E-Government adalah pemanfaatan teknologi informasi oleh pemerintah
daerah, pusat, dan pemerintah federal untuk mendukung operasi pemerintah,
pelibatan masyarakat dan penyediaan pelayanan pemerintah.

8. Good Gorvernance adalah suatu konsep sekaligus tujuan yang ada didalam
pemerintah dengan memastikan layanan publiknya berjalan dengan efektif
dan efisien.

9. Implementasi adalah lebih kearah pada penerapan atau tindakan dalam
pengambilan keputusan dan diiringi dengan batasan-batasan kebijakan yang
telah ditetapkan didalam organisasi untuk mencapai tujuan. Dengan
beberapa variabel yang mempengaruhi kinerja kebijakan publik, yaitu:

a. Standar dan sasaran kebijakan
Standar dan sasaran kebijakan harus jelas dan terukur sehingga dapat
direalisir. Dengan sub indikator sebagai berikut:
a.1. Meningkatkan kualitas pelayanan publik
Menjadikan kualitas pelayanan publik yang diberikan menjadi lebih
baik lagi dan menjadi kepuasaan bagi masyarakat yang mendapatkan
pelayanan itu sendiri.
a.2. Meningkatkan pembangunan disuatu daerah
Menjadikan keadaan disuatu daerah tersebut lebih baik lagi dengan
adanya Implementasi Aplikasi LAPOR!, seperti jalan yang rusak
menjadi bagus karena pengaduan masyarakat melalui Aplikasi
LAPOR! Yang berdampak dan menjadikan keadaan didaerah

tersebut lebih baik.
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a.3. Meminimalisir penyalahgunaan sosial media
Menjadikan masyarakat untuk tidak melakukan aspirasi dan
pengaduan disosial media secara Cuma-Cuma, karena dengan
adanya Aplikasi LAPOR! Ini pengaduan masyarakat langsung
tersampaikan kepada pemerintah terkait.
b. Sumber daya
Implementasi kebijakan perlu dukungan sumber daya baik sumber daya
manusia (human resources) maupun sumberdaya non-manusia (non-human
resourse). Dengan sub indikator sebagai berikut:
b.1. Sumber daya manusia
Sebagai pelaksana dari sistem layanan Aplikasi LAPOR!.
b.2. Sumber daya finansial
Sebagai alat pendukung melakukan sosialisasi dan pelatihan.
b.3. Sarana/prasarana
Sebagai pelengkap dari sarana/prasana pelaksaanaan sistem layanan
LAPORL!.
¢. Hubungan anatar organisasi
Dalam banyak program, implementasi sebuah program perlu dukungan
dan koordinasi dengan intansi lain. Dengan sub indikator sebagai berikut:
c.1. Koordinasi
Sebagai salah satu upaya untuk menyingkronkan atau
menyesuaikan aspirasi dan pengaduan yang dilakukan oleh

masyarakat melalui sistem layanan LAPOR!.
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c.2. Sosialiasi
Sebagai salah satu upaya untuk menjalin hubungan antar OPD
menjadi lebih efektif dan efisien.
d. Karakteristik agen pelaksana
Karakteristik agen pelaksana adalah mencakup struktur birokrasi, norma-
norma, dan pola-pola hubungan yang terjadi dalam birokrasi, yang
semuanya itu akan memengaruhi implementasi suatu program. Dengan sub
indikator sebagai berikut:
d.1. Kompetensi
Kemampuan, wewenang, kecakapan.
d.2. Transparansi
Adanya kebebasan atau terbuka dalam mendapatkan informasi.
d.3. Akuntanbilitas
Bertanggung jawab yang nyata kepada publik.
d.4. Berpartisipasi
Mewujudkan kebebasan dalam berasosiasi, berbicara dan
berpartisipasi dengan konstruktif.
d.5. Responsivitas
Sikap cepat dan tanggap terhadap pelayanan publik.
e. Kondisi sosial, politik, dan ekonomi
Disposisi implementor ini mencakup tiga hal yang penting, yakni: respon
implementor terhadap kebijakan, yang akan memengaruhi kemaunnya untuk

melaksanakan kebijakan dan intensitas disposisi implementor, yakni



preferensi nilai yang dimiliki oleh implementor.

sebagai berikut:

e.1. Sosial
Tindakan atau perilaku individu.
e.2. Politik

Penyelenggaraan pemerintahan.

e.3. Ekonomi

Kegiatan dalam memenuhi kebutuhan hidup.

D. Operasioanl Variabel
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Dengan sub indikator

Operasioanl variabel dalam penelitian ini akan disajikan dalam bentuk tabel,

uraian konsep, variabel indikator, item penilaian dan skala yang direncanakan

untuk mendapatkan hasil penelitian yang baik dan akurat. Tujuan dari operasioanl

variabel ini adalah menjelaskan mengenai konsep-konsep utama dalam penelitian

ini dan mengelompokkan item penelitian yang sama sebagai variabel penelitian

adalah “Implementasi Aplikasi LAPOR! Pada Dinas Komunikasi, Informatika,

dan Statistik Provinsi Riau” yang dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 11.1:  Operasional Variabel Implementasi Aplikasi LAPOR! Pada
Keluhan Bantuan Sosial di Kota Pekanbaru.
Konsep Variabel Indikator (Sub Indikator) Ukuran skala
1 2 3 4 5

Menurut Donald S. Implemntasi 1. Standar dan a. Meningkatkan Terimplementasi
Van Meter dan Carl Aplikasi Sasaran kualiatas Cukup
E. Van Horn, LAPOR! Pada Kebijkan pelayanan pubik | Terimplementasi
implemntasi ini Dinas b. Pembangunan Kurang
merupakan sebuah Komunikasi, disuatu daerah Terimplementasi
abstraksi atau c. Meminimalisir
performasi suatu penyalahgunaan
implementasi sosial media
kebijakan yang pada

dasarnya secara
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1 2 3 4 5
sengaja dilakukan Informatika 2. Sumber Daya | a. Sumber daya Terimplementasi
untuk secara dan manusia Cukup
kebijakan yang pada Statistik b. Sumber daya Terimlementasi
dasarnya secara Provinsi Riau finansial Kuranng
sengaja (Studi c. Sarana/prasarana | Terimplementasi
dilakukan untuk Laporan 3. Hubungan a. Koordinasi Terimplementasi
secara sengaja Bantuan Antar b. Sosialisasi Cukup
dilakukan untuk Sosial di Kota Organisasi Terimplementasi
meraih kinerja Pekanbaru). Kurang
implementasi Terimplementasi
kebijakan public yang 4. Karakteristik | a. Kompentensi Terimplementasi
tinggi yang Agen b. Transparasi Cukup
berlangsung dalam Pelaksana c. Akuntanbilitas Terimplementasi
hubungan berbagai d. Berpartisipasi Kurang
variabel. Model ini e. Responsivitas Terimplementasi
mengandaikan bahwa
implementasi 5. Kondisi a. Sosial Terimplementasi
kebijakan berjalan Sosial, b. Politik Cukup
secara linier dari Politik, dan c. Ekonomi Terimplementasi
keputusan politik Ekonomi Kurang

yang tersedia,
pelaksana, dan
kebijkan Kinerja
publik

Dengan beberapa
variabel yang
mempengaruhi Kinerja
kebijakan publik,
yaitu: standar dan
sasaran kebijakan,
sumber daya,
hubungan antar
organisasi,
karakteristik agen
pelaksana, kondisi
sosial, politik, dan
ekonomi.

Terimplementasi

Sumber : Modifikasi Penulisan, 2020

E. Teknik Pengukuran

Teknik pengukuran yang dilakukan terhadap penelitian ini adalah dengan

menggunakan teknik pengukuran skala Likert. Menurut Sugiyono (2014 : 132)

skala Likert adalah skala pengukuran yang digunakan untuk mengatur sikap,

pendapat, dan presepsi seseorang atau sekolompok orang tentang fenomena sosial.

Maka penelitian membedakan keadalam kedalam 3 (tiga kategori) vyaitu:

Terimplementasi (3 skor). Cukup Terimpelementasi (2 skor), dan Kurang
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Terimplementaasi (1 Skor). Adapun kategori pengukuran indikator variabel

penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Standar dan Sasaran Kebjakan

Terimplementasi:

Cukup Terimplementasi:

Kurang Terimplementasi:

2. Sumber Daya

Terimplementasi:

Apabila hasil penelitian terhadap indikator
standar ~dan sasaran  kebijakan  telah
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan
jawaban responden berada dalam skala 67%-
100%

Apabila hasil penelitian terhadap indikator
standar dan sasaran  kebijakan  telah
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan
jawaban responden berada dalam skala 34%-
66%

Apabila hasil penelitian terhadap indikator
standar dan sasaran  kebijakan  telah
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan

jawaban responden berada dalam skala 0%-33%

Apabila hasil penelitian terhadap indikator
sumber daya telah dilaksanakan sesuai dengan
ketentuan dan jawaban responden berada dalam

skala 67%-100%



Cukup Terimplementasi:

Kurang Terimplementasi:
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Apabila hasil penelitian terhadap indikator
sumber daya telah dilaksanakan sesuai dengan
ketentuan dan jawaban responden berada dalam
skala 34%-66%

Apabila hasil penelitian terhadap indikator
sumber daya telah dilaksanakan sesuai dengan
ketentuan dan jawaban responden berada dalam

skala 0%-33%

. Hubungan Antar Organisasi

Terimplementasi:

Cukup Terimplementasi:

Kurang Terimplementasi:

Apabila hasil penelitian terhadap indikator
hubungan anatar organisasi telah dilaksanakan
sesuai dengan ketentuan dan jawaban responden
berada dalam skala 67%-100%

Apabila hasil penelitian terhadap indikator
hubungan antar organisasi telah dilaksanakan
sesuai dengan ketentuan dan jawaban responden
berada dalam skala 34%-66%

Apabila hasil penelitian terhadap indikator
hubungan antar organisasi telah dilaksanakan
sesuai dengan ketentuan dan jawaban responden

berada dalam skala 0%-33%
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4. Karakteristik Agen Pelaksana

Terimplementasi:

Cukup Terimplementasi:

Kurang Terimplementasi:

Apabila hasil penelitian terhadap indikator
karakteristik agen pelaksana telah dilaksanakan
sesuai dengan ketentuan dan jawaban responden
berada dalam skala 67%-100%

Apabila hasil penelitian terhadap indikator
karakteristik agen pelaksana telah dilaksanakan
sesuai dengan ketentuan dan jawaban responden
berada dalam skala 34%-66%

Apabila hasil penelitian terhadap indikator gen
pelaksana telah dilaksanakan sesuai dengan
ketentuan dan jawaban responden berada dalam

skala 0%-33%

5. Kondisi Sosial, Politik, dan Ekonomi

Terimplementasi:

Cukup Terimplementasi:

Apabila hasil penelitian terhadap indikator
kondisi soasial, politik, dan ekonomi telah
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan
jawaban responden berada dalam skala 67%-
100%

Apabila hasil penelitian terhadap indikator
kondisi , dan ekonomi telah dilaksanakan sesuai
dengan ketentuan dan jawaban responden

berada dalam skala 34%-66%
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Kurang Terimplementasi: Apabila hasil penelitian terhadap indikator
kondisi soasial, politik, dan ekonomi telah

dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan

dalam skala 0%-33



BAB Il1

METODE PENILITIAN

A. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah tipe survey
deskriptif dengan analisa kuantitatif. Tipe penelitian survey deskriptif bertujuan
untuk membuat deskripsi secara sistemstis, faktual, dan akurat mengenai fakta-
fakta, sifat-sifat serta hubungan antara fenomena yang diselidik dengan
menggunakan sejumlah sampel (responden) dan menggunakan kuesioner sebagai
alat pengumpulan data dan data yang terkumpul lebih akurat dan nyata.

Metode penelitian kuantitatif jenis penelitian yang melibatkan pengambilan
data secara statistik sehingga dapat dilakukan dengan cara perhitungan dan
interprestasi yang disajikan dalam bentuk diagram, grafik, tabel dan pengujian
hipotesis sehingga memberikan hasil penelitian aktual.

Oleh karena itu, penulis memilih tipe penelitian dengan tipe survey deskriptif
dengan analisa kuantitatif untuk mengukur tingkat keberhasilan dalam
Implementasi Aplikasi LAPOR! Pada Keluhan Bantuan Sosial di Kota Pekanbaru.
B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Dinas Komunikasi, Informatika, dan statistik
Provinsi Riau dan Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru. Alasan dari
pemilihan lokasi ini sebagai tempat penelitian karena penulis menemukan adanya
beberapa fenomena yang terjadi pada Implementasi Aplikasi LAPOR! Pada Dinas

Komunikasi, Informatika, dan Statistik Provinsi Riau: Dalam aplikasi LAPOR!
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Dinas Komunikasi, Informatika dan statistik Provinsi Riau Memiliki Hubungan
antar instansi lain untuk menyesuaikan proses aspirasi dan pengaduan online
rakyat, namun hubungan antar instansi ini belum adanya ikatan yang kuat, Pada
Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Riau masih banyaknya
masyarakat yang menyalurkan aspirasi dan pengaduannya mengenai Bantuan
Sosial, hal ini menunjukan bahwa belum maksimalya pemerintah dalam
memberikan bantuan sosial kepada masyarakat atau kurangnya kepekaan
pemerintah terhadap bantuan sosial yang dibutuhkan oleh masyarakat yang sangat
membutuhkan bantuan sosial, dan minimnya sosialisasi Dinas Komunikasi,
Informatika dan Statistik Provinsi Riau kepada OPD dan masyarakat
menimbulkan efek bahwa masih banyaknya OPD-OPD terekait dan masyarakat
yang belum mengetahui aplikasi LAPOR! Sebagai tempat aspirasi dan pengaduan
online rakyat yang resmi dari pemerintah, hal ini menyebabkan masih adanya
masyarakat yang menjadikan sosial media sebagai tempat utama melakukan
aspirasi dan pengaduan online rakyat yang cuma-cuma yang sudah pasti tidak
akan tersampaikan kepada instansi terkait.
C. Populasi dan Sampel

Populasi adalah jumlah keseluruhan unsur yang menjadi objek penelitian,
populasi dalam penelitian ini adalah sebgai berikut:

a. Seksi Jaringan Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi

b. Admin atau Pengelola aplikasi LAPOR!

c. Kepala Seksi Pemberdayaan Sosial Keluaraga Miskin

d. Masyarakat
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Sampel yaitu sebagian dari populasi yang digunakan untuk menjadi sumber

data dalam suatu penelitian. Pengambilan sampel dilakukan berdasarkan teknik

penarikan sampel.

Tabel 111.1: Populasi dan Sampel Penelitian

No Jabatan Responden Populasi Sampel Persentase
Seksi Jaringan Infrastruktur

1. | Teknologi Informasi dan 1 1 100%
Komunikasi
Admin atau Pengelola o

2| aplikasi LAPOR! ; . 100%
Kepala Seksi Pemberdayaan 0

3 Sosial Keluaraga Miskin ! : 100%

4. | Masyarakat = 40 0,25%

Jumlah 44

Sumber : Data Olahan Penulis, 2020

D. Teknik Penarikan Sampel

Teknik penarikan sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang

dimiliki oleh populasi. Teknik penarikan sampel dalam penelitian ini adalah

sebagai berikut:

1.

Menggunakan Teknik penarikan sampel sampling sensus, dalam hal ini

teknik sampel sampling sensus dilakukan bila jumlah populasinya relatif

kecil dan dapat dijangkau. Penarikan sampel sampling sensus ini dilakukan

pada kantor Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Provinsi Riau

dan Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru.

Selanjutnya menggunakan teknik penarikan sampel insidental sampling,

Penentuan teknik penarikan sampel insidental sampling ini digunakan

untuk masyarakat karena penentuan sampel berdasarkan kebetulan, siapa

saja yang secara kebetulan bertemu dengan peneliti dapat digunakan

sebagai sampel, bila orang yang kebetulan ditemui cocok sebagai sumber




47

data. Penarikan sampel insidental sampling dituju pada masyarakat yang
pernah menggunakan Aplikasi LAPOR! dan pernah melakukan aspirasi
dan pengaduan mengenai bantuan sosial.
E. Jenis dan Sumber Data
Adapun jenis dan sumber data yang akan digunakan untuk mendukung
penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Data primer
Sumber data penelitian yang didapatkan secara langsung dari sumber yang
asli dengan melakukan observasi, wawancara, dan memberikan angket kepada
responden atau objek penelitian yang berhubungan dengan Implementasi
Aplikasi Lapor.
2. Data sekunder
Sumber data penelitian yang didapatkan melalui media perantara. Data
yang diperoleh antara lain, standar operasioanl prosedur, data pengguna
aplikasi LAPOR! dan data pendukung lainnya yang diperoleh langsung dari
Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Riau dan Dinas Sosial
dan Pemakaman Kota Pekanbaru.
F. Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai
berikut:
1. Angket atau Kuesioner
Teknik pengumpulan data dengan memberikan daftar pertanyaan yang

dijawab langsung oleh responden, teknik ini ditujukan admin pengelola
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Aplikasi LAPOR!, Kepala Seksi Pemberdayaan Sosial Keluaraga Miskin dan
Masyarakat.
2. Wawancara

Teknik pengumpulan data dengan cara sesi tanya jawab lisan langsung
berhadapan fisik atau bertatap muka, teknik ini ditujukan kepada Seksi
Jaringan Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi, Admin atau
Pengelola aplikasi LAPOR! dan Kepala Seksi Pemberdayaan Sosial Keluaraga
Miskin
3. Observasi

Teknik pengumpulan data dengan cara mengunjungi tempat penelitian,
melakukan pengamatan dengan melihat kondisi dilapangan tempat peneleitian,
teknik ini ditujukan pada kantor Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
Provinsi Riau dan Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru.
4. Dokumentasi

Teknik pengumpulan data dengan cara menggunakan media perantara
bertujuan untuk mengabadikan sebuah momen baik dalam bentuk foto, vidio,
maupun dalam bentuk reakaman, teknik ini ditujukan kepada Seksi Jaringan
Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi, Admin atau Pengelola
aplikasi LAPOR!, Kepala Seksi Pemberdayaan Sosial Keluaraga Miskin,
Masyarakat dan Kantor Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi

Riau, Serta Kantor Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru.
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G. Teknik Analisis Data

Data yang berasal dari jawaban kuesioer dan jawaban wawancara responden di
Kantor Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Provinsi Riau dan Dinas
Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru akan diolah untuk selanjutnya disajikan
dalam bentuk tabel dan tulisan, yang mana akan dianalisis menggunakan metode
deskriptif, yaitu analisa yang memberikan gambaran berdasarkan kenyataan atau
fakta dilapangan dan hasilnya akan disajikan dan dilengkapi dengan uraian-uraian
serta keterangan yang mendukung untuk dapat ditarik kesimpulan.
H. Jadwal Kegiatan Penelitia

Jadwal dan Waktu kegiatan penelitian tentang Implementasi Aplikasi LAPOR!
Pada Dinas Komunikasi, Informatik, dan Statistim Provinsi Riau dan Dinas Sosial
Kota Pekanbaru adalah sebagai berikut :

Tabel 111.2: Jadwal Kegiatan Penelitian Implementasi Aplikasi LAPOR!
Pada Keluhan Bantuan Sosial di Kota Pekanbaru.

No | Jenis kegiatan Bulan dan minggu tahun 2020 | Bulan dan minggu 2021
Okt Nov Des Jan Feb Mar
11 2| 3| 4| 1| 2{ 3] 4|12 3] 4]1]2 3412 3 41234
1. Penyusnan UP
2. Seminar UP
3. Revisi UP
4. Revisi Kuesioner
5. Rekomendasi
Survey
6. Survey Lapangan
7. | Analisis Data
8. Penyusunan
Laporan Hasil
penelitian
9. Konsultasi revisi
Skripsi
10. | Ujian

Konfrehensif
11. | Revisi Skripsi
12. | Pengaduan Skripsi

Sumber: Olahan Penulis, 2020
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I. Rencama Sistematis Laporan Penelitian

Adapun sistematik penulisan usulan penelitian ini dibahas dalam 6 BAB,

dimana pembahasan-pembahasan BAB mempunyai kaitan antara satu dengan

yang lainnya yaitu:

BAB |

BAB |1

BAB Il

BAB IV

- PENDAHULUAN

Pada BAB ini dimulai dengan latar belakang masalah, dalam
uraian berikutnya dibahas mengenai rumusan masalah, serta
tujuan dan keginaan penelitian.

: STUDU KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR

Pada BAB ini merupakan landasan teoritis untuk dapat
melakukan pembahasan skripsi lebih lanjut yang mana berbagai
teori yang berhubungan dengan penelitian ini. Selanjutnya akan
diuraikan kerangka pikiran, hipotesis, konsep operasional,

operasional variabel, dan teknik pengukurang.

: METODE PENELITIAN

Pada BAB ini terdiri dari tipe penelitian, lokasi penelitian, poplasi
dan sampel, teknik penarikan sampel, jenis dan sumber data,
teknik pengumpulan data, teknik analisis data, jadwal kegiatan

penelitian dan sistematik penulisan usulan penelitian.

: DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN

Pada BAB ini memuat tentang gambaran umum tentang sejarah
ringkas Kantor Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik

Provinsi Riau, struktur organisasi, fungsi dan tugas organisasi,



BAB V

BAB VI
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sumber daya organisasi, dan informasi lain yang relevan dengan

judul penelitian.

: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada BAB ini terdiri dari hasil penelitian dan hasil pembahasan,
hasil penelitian terdiri dari identitas responden, seperti umur

produktif, dan lainnya.

- RENEN UP

Pada BAB ini meruapakan BAB penutup, yang terdiri dari

kesimpulan dan saran.



BAB IV
DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah Ringkas

1. Dinas Komunikasi, Informatik dan Statistik Provinsi Riau

Sesuai pada Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 4 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Riau 4 November 2016,
Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Riau.

Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Riau Mempunyai tugas
membantu Gubernur dalam melaksanakan urusan-urusan Pemerintahan yang
menjadi wewenang daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah.
Dalam pelaksanaan tugas-tugas tersebut, Dinas Komunikasi, Informatika dam
Statistik Provinsi Riau menyelenggarakan fungsi perumusan kebijkan pada :

1. Perumusan kebijakan pada Sekertariat, Bidang Informasi dan Komunikasi
publik, Bidang Pengelolaan dan infrastruktur E-Government, Bidang Layanan
E-Government, Bidang Statistik, Bidang Persandian;

2. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pada Sekertariat, Bidang Informasi dan
Komunikasi Publik, Bidang Pengelolaan dan Infrastruktur E-Government,
Bidang Layanan E-Government, Bidang Statistik, Bidang Persandian;

3. Pelaksanaan Administrasi pada Sekertariat, Bidang Informasi dan Komunikasi
Publik, Bidang Pengelolaan dan Infrastruktur E-Government, Bidang Layanan
E-Government, Bidang Statistik, Bidang Persandian;

4. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Gibernur terkait dengan tugas dan

fungsi.

52
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2. Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru.
Terbentuknya Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru berdasarkan

Peraturan Daerah Kota Nomor 7 Tahun 2001.

B. Visi dan Misi

1. Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Riau
Visi, terwujudnya layanan Komunikasi, Informatika dan Statistik yang handal
dan berdaya saing. Misi, mewujudkan manajemen penyelenggara pemerintah
yang baik (good governance), efektif dan efisien, profesional, transparan, dan
akuntabel.

2. Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru
Visi, terwujudnya kesejahteraan sosial bagi PMKS/PSKS dilandasi
kesetiakawanan sosial serta pemakaman yang indah dan tertib. Misi,
meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan sasaran kerja, meningkatkan
dan memberdayakan PMKS/PSKS agar tumbuh dan berkembang dalam sistem
masyarakat, meningkatkan keterampilan dan produktivitas tenaga kerja PMKS
dan PSKS, meningkatkan pelayanan sosial kepada masyarakat secara optimal
melalui Pekerjaan Sosial Masyarakat (PSM), menciptakan lapangan Kkerja
melalui kerjasama dengan dunia usaha.

C. Tugas, Fungsi dan Tata Kerja

1. Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Riau.
Dinas Komunikasi, Infornatika dan Statistik Provinsi Riau merupakan unsur

pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Dinas

Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Riau dipimpin oleh Kepala Dinas
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yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui
Sekertariat.

Berdasarkan peraturan Gubernur Riau Nomor 78 Tahun 2016, tentang uraian
tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Komunikasi, Informatik dan Statistik
Provinsi Riau adalah sebagai berikut :

a. Kepala Dinas

Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Riau mempunyai

tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan Pemerintahan yang menjadi

kewenangan Daerah pada bidang Komunikasi, Informatika dan Statistik.

Untuk melaksanakan tugas Kepala Dinas Komunikas, Informatik dan Statistik
Provinsi Riau menyelenggarakan fungsi rumusan kebijakan, pelaksanaan
kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, pelaksanaan administrasi dan
pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan
fungsi pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Riau.

b. Sekertaris

Sekertaris mempunyai tugas melakukan koordinasi, fasilitasi dan evaluasi pada

sub bagian perencanaan program, sub bagian keuangan, perlengkapan dan

pengelolaan barang milik daerah dan sub bagian kepegawaian dan umum.

Untuk melakukan tugas, Sekertaris menyelnggarakan fungsi :
b.1. Penyusunan program kerja dan rencana operasioanal pada sekertariat;
b.2. Penyelenggara koordinasi, fasilitas dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas

dilingkungan sekertariat;
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b.3. Penyelenggara pemantuan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas
sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan Kepala Dinas Komunikasi,
Informatika dan Statistik;

Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan
fungsinya. Susunan Organisasi Sekertariat, terdiri atas :

b.1. Sub bagian perencanaan program;

b.2. Sub bagian keuangan, perlengkapan dan pengelolaan barang milik daerah;

b.3. Sub bagian kepegawaian dan umum.

c. Bidang Informasi dan Komunikasi Publik

Bidang Informasi dan Komunikasi Publik memiliki tugas melakukan

koordinasi, fasilitasi dan evaluasi pada seksi komunikasi informasi, seksi

diseminesi informasi, seksi multimedia dan dokumentasi.

Untuk  melaksanakan  tugas bidang informasi dan  komunikasi

menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

c.1. Penyusunan program kerja dan rencana operasional pada bidang informasi
dan komunikasi publik;

c.2. Penyelenggara koordinasi, fasilitas dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas
dilingkungan bidang informasi dan komunikasi publik;

c.3. Penyelenggaraan pemantuan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas
sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan kepada keapala dinas
komunikasi, informatika dan statistik;

c.4. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang duberikan atasan sesuai tugas dan

fungsinya.



56

Bidang informasi dan komunikasi publik terdiri dari :
c.1. Seksi komunikasi informasi
c.2. Seksi diseminasi informasi
c.3. Seksi multimedia dan dokumentasi
d. Bidang Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi
Bidang infratruktur teknologi informasi dan komunikasi memiliki tugas
melakukan koordinasi dan komunikasi, seksi pemeliharaan infrastruktur teknologi
informasi dan komunikasi, dan seksi pengendalian infrastruktur teknologi dan
informasi.
Untuk melaksanakan tugas bidang infrastruktur teknologi informasi dan
komunikasi menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :
d.1. Perumusan kebijakan teknis infrastruktur teknologi informasi dan
komunikasi;
d.2. Pelaksanaan kebijakan infrastruktur teknologi informasi dan komunukasi;
d.3. Pengoordinasian, singkronisasi dan fasiitasi bidang infrastruktur teknologi
informasi dan komunikasi;
d.4. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan infrastruktur teknologi
informasi dan komunikasi;
d.5. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan.
Susunan organisasi bidang infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi
terdiri atas :
d.1. Seksi jaringan infrasturktur teknologi informasi dan komunikasi;

d.2. Seksi pemeliharaan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi;
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d.3. Seksi pengendalian infrastruktur teknologi dan informasi.
e. Bidang Aplikasi dan Informatika

Bidang aplikasi dan informatika memiliki tugas melakukan koordinasi,
fasilitasi dan evaluasi pada seksi standarisasi penyelenggaraan aplikasi dan
informatika, seksi integrasi dan interoperabilitas dan seksi pengelolaan dan
pengembangan aplikasi.

Untuk melaksankan tugas bidang aplikasi dan informatika menyelenggarakan
fungsi sebagai berikut :

e.1. Penyusunan program kerja dan rencana operasional pada bidang aplikasi dan
informatika;

e.2. Penyelenggara koordinasi, fasilitas dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas
dilingkungan bidang aplikasi dan informatika;

e.3. Penyelenggara pmeantuan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sesuai
dengan tugas yang telah dilaksanakan kepada kepala Dinas Komunikasi,
Informatika Dan Statistik Provinsi Riau;

e.4. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan
fungsinya.

Susunan organisasi bidang aplikasi dan informatika :
e.l. Seksi standarisasi penyelenggara aplikasi dan informatika;
e.2. Seksi intergrasi dan interoperabilitas;

e.3. Seksi pengelolaann dan pengembangan aplikasi
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f. Bidang Statistik

Bidang statistik memiliki tugas melakukan koordinasi, sinkronisasi, monitoring

fasilitas, perumusan kebijakan, pemantuan dan evaluasi pada seksi statistik sosial,

seksi statistik ekonomi dan sumber daya alam dan seksi statistik infrastruktur dan

kewilayahan.

Untuk melaksanakan tugas bidang statistik menyelenggarakan fungsi sebagai

berikut :

f.1.

f.2.

f.3.

f.4.

f.5.

f.6.

f.7.

Penyusunan perumusan bahan kebijakan, rencana program dan operasioanal
pada bidang ststistik;

Penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan program dan standarisasi
pengelolaan bidang statistik;

Pelaksanaan koordinasi dan integrasi data statistik sektoral dengan
Kabupaten/Kota Di Provinsi Riau Dan Pemerintah Pusat;

Penyelenggara kegiatan peningkatan sumber daya manusia atau sumber daya
aparatur;

Pelaksanaan kerjasama dengan Kementerian/Lembaga/Departemen/Instansi
(K/L/D/) terkait dalam pelaksanaan pendataan maupun pengelolaan data
statistik;

Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan hasil pengawasan dan pengendalian
pelaksanaan urusan statistik sektoral;

Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan

fungsinya.

Bidang statistik terdiri dari :
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f.1. Seksi statistik sosial;

f.2. Seksi statistik ekonomi dan sumber daya alam;

f.3. Seksi statistik infrastruktur dan kewilayahan.

g. Bidang Persandian

Bidang persandian memiliki tugas melakukan koordinasi, fasilitas dan evaluasi
pada seksi tata kelola persandian, skesi operasioanal pengamanan persandian.

Untuk melaksanakan tugas bidang persandian menyelenggarakan fungsi
sebagai berikut :

g.1. Penyusunan program kerja dan rencana operasioanl pada bidang persandian;

g.2. Penyelenggaraan koordinasi, fasilitas dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas
dilingkungan bidang persandian;

g.3. Penyelenggaraan pemantuan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sesuai
dengan tugas yang telah dilaksanakan kepada Kepala Dinas Komunikasi,
Informatika dan Statistik Provinsi Riau;

g.4. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan
fungsinya.

Bidang persandian terdiri dari :

g.1. Seksi tata kelola persandian;

g.2. Seksi operasional pengamanan persandian;

g.3. Seksi pengawasan dan evaluasi persandian.

2. Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru.

Struktur dan tata kerja Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru sesuai

dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008. Kedudukan Dinas Sosial dan
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Pemakaman Kota Pekanbaru yang pada saat ini dipimpin oleh seseorang kepala
dinas dan terdiri dari 1 sekertaris dan 4 kepala bidang (Kabid), 15 kepala seksi
(Kasi) dan tenaga jabatan fungsional dengan jumlah 59 orang yang
dilatarbelakangi dari berbagai disiplin ilmu yang berbeda dalam pelaksanaannya.
D. Struktur Organisasi
1. Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Riau

Dalam dunia administrasi tidak pernah terlepas dari yang namanya organisasi
dan manajemen. Untuk mempermudah proses administrasi dan manajemen dalam
berorganisasi, maka dibentuklah sebuah struktur organisasi dengan salah satu
program yaitu sistem layanan LAPOR! yang dikelola oleh Dinas Komunikasi,
Informatika dan Statistik Provinsi Riau sejak tahun 2016. Adapun struktur
organisasi Dinas Komunikasi, Informatik dan Statistik Provinsi Riau dapat dilihat

pada bagan berikut ini :



Gambar IV.1 : Struktur Organisasi Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik Provinsi Riau
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Komunikasi Publik

Ka. Komunikasi Informasi

Persandian

Ka. Bidang Persandian

Aplikasi dan Informasi

Ka. Bidang Aplikasi dan Informatika

Ka. Seksi Tata Kelola Persandian

Ka. Seksi Desiminasi Informasi

Ka. Seksi Operasional Pengamana
Persandian

Ka. Seksi Multimedia dan
Dokumentasi

Ka. Seksi Pengawasan dan
Evaluasi Persandian

Sumber: Dinas Komunikasi, Infornatika dan Statistik Provinsi Riau, 2021

Ka. Seksi Pengelolaan dan
Pengembangan Aplikasi

Ka. Seksi Integrasi dan
Interoperabilitas

Ka. Seksi Standariisasi
Penyeelenggaraan Aplikasi dan
Informatika

Infrastruktur Teknologi
Informasi dan Komunikasi

Ka. Bidang Infrastruktur
Teknologi Informasi dan
Komunikasi

Ka. Seksi Pemeliharaan
Infrastruktur Teknologi Informasi

dan Komunikasi

Ka. Seksi Jaringan Infrastruktur
Teknologi dan Komunikasi

Ka. Seksi Pengendalian Infrastruktur
Teknologi Informasi dan Komunikasi
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2. Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru

Dalam dunia administrasi tidak pernah terlepas dari yang namanya organisasi
dan manajemen. Untuk mempermudah proses administrasi dan manajemen dalam
berorganisasi, salah satunya memberikan kepuasan kepada masyarakat mengenai
bantuan sosial, Adapun struktur organisasi Dinas Komunikasi, Informatik dan
Statistik Provinsi Riau dapat dilihat pada bagan berikut ini :

Gambar IV.2 : Struktur Organisasi Dinas Sosial dan Pemakaman Kota

Pekanbaru
Kepala Dinas
Sekertari
|
Kelompok Jabatan [ |
Funasional [ -
Sub Bagian Sub Bagian
Umum Keuangan
| | |
Bidang Perlindungan Bidang Rehabilitasi Bidang Pemberdayaan Sosial
dan Jaminan Sosial sosial dan Penanganan Fakir Miskin
I | | T
Seksi Perlindungan Seksi Rehanilitas Seksi Pemberdayaan Sosial
— Sosial Korban — dan Perlindiungan | dan Keluarga Miskin
Bencana Anak
. . . Seksi Pemberdayaan Sosial
Seksi Pengawasan dan Seksi Rehabilitas —|  Kelembagaan Masyarakat
—| Pengendalian Sumber = Sosial dan
Dana Bantuan Sosial Pepyar]qang
Disabilitas Seksi Kepahlawanan,
Seksi Perlindungan L | Keperintisan, Kesetiakawanan
L dan Penyantunan Seksi Rehabilitasi dan Restorasi Sosial
Lanjut Usia Terlantar | L] Tuna Sosial, Korban
Tindak Kekerasan
dan Perdagangan
Orang

Sumber: Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru, 2021



BAB V
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Identitas Responden

Dalam penyusunan penelitian skripsi ini yang paling berperang penting adalah
responden, karena responden itu sendiri merupakan sebagaian besar data yang
diperoleh dalam penelitian. Dalam melakukan penelitian tentang Implementasi
Aplikasi LAPOR! Pada Keluhan Bantuan Sosial di Kota Pekanbaru, penulis
mengumpulkan data-data dan sekaligus menganalisa hasil data yang terdapat pada
kuesioner penelitian yang diawali dengan identitas responden dalam melakukan

penelitian ini.

Sehubungam dengan penelitian Implementasi Aplikasi LAPOR! Pada Keluhan
Bantuan Sosial di Kota Pekanbaru diperlukannya data atau identitas responden
agar penulis bisa membagikan perkelompoknya, adapun identitas responden yang
dianggap perlu untuk dipaparkan adalah sebagai berikut:

1. Tingkat Usia

Tingkat usia responden sangat mempengaruhi kematangan seseorang dalam
melakukan tindakan dan berfikir dalam melakukan sebuah pengambilan
keputusan. Biasanya yang lebih tua cendrung lebih jearah bekerja dan berfikir
lebih matang, karena telah memiliki kestabilan dalam mengendalikan emosi
terhadap suatu masalah dalam kegiatan yang dia lakukan sekaligus dalam
pekerjaannya. Untuk lebih jelasnya mengenai usia responden Pengguna Aplikasi

LAPOR! Dapat dilihat pada tabel berikut ini :
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Tabel V.1:  Identitas Responden Aparatur Dinas Terhadap Implementasi
Aplikasi LAPOR! Berdasarkan Tingkat Usia
No Tingkat Usia Responden Persentase
1. 20-30 2 66,7%
2. 31-40 0 0%
3. 41-50 1 33,3%
Jumlah 3 100%

Sumber: Data Olahan Hasil Penelitian Tahun 2021

Berdasarkan tabel V.1 diatas diketahui bahwa usia sangat mempengaruhi
tingkat kerja atau produktivitas kerja. Aparatur dinas yang produktif dalam
bekerja adalah usia 20-30 tahun dan 31-40 tahun dibandingkan dengan usia 41-50
tahun. Menurut Tanto (2012) dan Mahendra dan Woyanti (2014) dalam kutipan
Selvia Apriliyanti (2017 : 69) salah satu faktor yang mempunyai pengaruh
terhadap produktivitas karyawan adalah faktor usia. Usia yang masih dibawah
produktif biasanya mempunyai tingkat produktivitas lebih tinggi dibandingkan
dengan tenaga kerja yang sudah berusia tua sehingga fisik yang dimiliki menjadi
lebih lemah dan terbatas.

Tabel V.2: Identitas Reponden Masyarakat Terhadap Implementasi
Aplikasi LAPOR! Berdasarkan Tingkat Usia

No Tingkat Usia Responden Persentase

1. 20-30 39 97,5%

2. 31-40 ik 2,5%

3. 41-50 0 0%
Jumlah 40 100%

Sumber: Data Olahan Hasil Penelitian Tahun 2021

Berdasarkan tabel V.2 diatas dapat dilihat bahwa responden masyarakat
terhadap Implementasi Aplikasi LAPOR! Yang berada pada Usia 20-30 berjumlah
39 orang. Hal ini dikarenakan usia 20-30 lebih produktif dalam mencari informasi
publik dan update dalam kemajuan teknologi, sehingga lebih banyaknya usia 20-

30 yang mengetahui atau menggunakan aplikasi LAPOR!.
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2. Jenis kelamin

Pada identitas responden jenis kelamin terbagai menjadi dua jenis kelamin,
yaitu jenis kelamin Laki-Laki dan jenis kelamin Perempuan. Jenis kelamin juga
mempengaruhi tingkatan emosional responden yang bersangkutan didalam
melakukan kegiatan sekaligus didalam bekerja. Untuk lebih jelasnya mengenai
jenis kelamin responden Pengguna Aplikasi LAPOR! Dapat dilihat dari tabel

dibawah ini :

Tabel V.3:  ldentitas Responden Aparatur Dinas Terhadap Implementasi
Aplikasi LAPOR! Berdasarkan Jenis Kelamin

No Jenis Kelamin Responden Persentase

1. Laki-Laki 2 66,7%

2. Perempuan ! 33,3%
Jumlah < 100%

Sumber: Data Olahan Hasil Penelitian Tahun 2021

Berdasarkan tabel V.3 bahwa laki-laki lebih dominan, hal ini disebabkan
karena pengetahuan dan penguasaan dibidang digital atau teknologi lebih lebih
unggul dari pada perempuan.

Tabel V.4: Identitas Responden Masyarakat Terhadap Implementasi
Aplikasi LAPOR! Berdasarkan Jenis Kelamin

No Jenis Kelamin Jumlah Responden Persentase

1. Laki-Laki 15 37,5%

2. Perempuan 25 62,5%
Jumlah 40 100%

Sumber: Data Olahan Hasil Penelitian 2021

Berdasarkan tabel V.4 diatas bahwa diketahui responden terhadap
Implementasi Aplikasi LAPOR! Terdiri dari 15 orang dengan jenis kelamin laki-
laki dan 25 orang dengan jenis kelamin perempuan. Maka dapat disimpulkan

bahwa responden terhadap Impelemtasi Aplikasi LAPOR! Didominasikan oleh
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jenis kelamin perempuan, hal ini dikarenakan perempuan lebih aktif dalam
melakukan aspirasi dan pengaduan salah satunya bantuan sosial.
3. Tingkat Pendidikan

Selanjutnya dalam identitas responden pada penelitian ini terdapat juga
identitas tingkat pendidikan terakhir, maka tabel mengenai informasi
pengelompokkan pendidikan dapat dilihat pada tabel dinbawabh ini :

Tabel V.5:  ldentitas Responden Pegawai Terhadap Implementasi Aplikasi
LAPOR! berdasarkan Tingkat Pendidikan

No Tingkat Pendidikan Responden Persentase

1. SLTA 0 0%

2. Diploma 0 0%

3. Sarjana (S1/S2) 3 100%
Jumlah 3 100%

Sumber: Data Olahan Hasil Penelitian Tahun 2021

Berdasarkan tabel V.5 bahwa tingkat pendidikan dapat mempengaruhi
bagaimana dan cara kerja aparatur dinas. Semakin tinggi tingkat pendidikan yang
dimiliki pegawai dinas maka dapat memberikan pelayanan terbaik kepada
masyarakat, akan tetapi jika tingkat pendidikannya semakin rendah maka
kemampuan memberikan pelayanan kepada masyarakatnya juga semakin terbatas.

Tabel V.6: Identitas Responden Masyarakat Terhadap Aplikasi LAPOR!
Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No Tingkat Pendidikan Responden Persentase

1. SLTA 23 57,5%

2. Diploma 8 20%

3. Sarjana (S1/S2) 9 22,5%
Jumlah 40 100%

Sumber: Data Olahan Penelitian Tahun 2021
Berdasarkan tabel V.6 diatas dapat dilihat bahwa tingkat pendidikan sangat
mempengaruhi pola pikir seseorang dan tinggi rendahnya tingkat pendidikan

seseorang juga mempengaruhi sikap dan pola prilakunya. Dalam tabel diatas
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responden terhadap Implementasi Aplikasi LAPOR! lebih dominan tingkat
pendidikan SLTA yang berjumlah 23 orang. Hal ini dikarenakan yang melakukan
aspirasi dan pengaduan dan yang menerima bantuan sosial adalah masyarakat
yang kurang mampu dengan pendidikan terkahir SLTA.

B. Implementasi Aplikasi LAPOR! Pada Keluhan Bantuan Sosial di Kota

Pekanbaru.

Untuk mengetahui Implementasi Aplikasi LAPOR! Pada Keluhan bantuan
Sosial di Kota Pekanbaru dalam penelitian ini dapat dilihat dan dinilai dari lima
indikator yang meliputi Standar dan Sasaran Kebijakan, Sumber Daya, Hubungan
Antar Organisasi, Karakteristik Agen Pelaksana dan Kondisi Sosial, politik dan
Ekonomi, yang bertujuan untuk mengetahui Implementasi Aplikasi LAPOR! Pada
Keluhan Bantuan Sosial di Kota Pekanbaru.

1. Standar dan Sasaran Kebijakan

Standar dan sasaran kebijakan adalah apa yang hendak akan diraih oleh
program atau kebijakan, baik yang berwujud maupun tidak berwujud, jangka
pendek, menengah atau panjang. Kejelasan dari sasaran dan standar kebijakan
harus dilihat secara lebih spesifik sehingga diakhir program tersebut dapat
diketahui tingkat keberhasilan dan kegagalan dari program atau kebijakan yang
dilaksanakan.

Selanjutnya untuk mengetahui jawaban atau tanggapan dari responden
Pengguna Aplikasi LAPOR! Berjumlah 40 orang responden terhadap indikator
Standar dan Sasaran Kebijakan yang terdiri dari tiga item penilaian yaitu

meningkatkan kulitas pelayanan publik, pembangunan disuatu daerah,
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meminimalisir penggunaan sosial media tentang Implementasi aplikasi LAPOR!,
Untuk lebih jelas dapat dilihat dari tabel berikut :

Tabel V.7:  Distribusi Tanggapan Responden Aparatur Dinas Pengguna
Aplikasi LAPOR! Mengenai indikator Standar dan Sasaran
Kebijakan terhadap Implementasi Aplikasi LAPOR! Pada
Keluhan Bantuan Sosial di Kota Pekanbaru.

Kategori Penilain
Cukup Kurang Jumlah
Terimplementasi | Terimplementasi

Item Yang

No Dinilai Terimplementasi

Meningkatkan

1 Kualitas 0 2 1 3
Pelayanan (0%) (66,7%) (33,3%)
Publik

2 Pembangunan 0 2 1 3

" | Disuatu Daerah (0%) (66,7%) (33,3%)

Meminimalisir

3. | Penyalahgunaan ‘3 2 . A } 3
Sosial Media &y Lo (5 80)
Jumlah 0 6 8 9
Rata-rata 0 2 il 3
Persentasi 0% 66,7% 33,3% 100%

Sumber: Olahan Hasil Penelitian Tahun 2021

Berdasarkan tabel V.7 bahwa tanggpan respponden aparatur dinas mengenai
indikator Standar dan Sasaran Kebijakan berada pada kategori “Cukup
Terimplementasi”.

Meningkatkan kualitas pelayanan publik. Dari jawaban responden aparatur
dinas yang menjawab Cukup Terimplementasi, dikarenakan masih belum
sepenuhnya secara keseluruhan hasil yang didapat dalam meningkatkan kualitas
pelayanan publik. Dari jawaban responden aparatur dinas yang menjawab Kurang
Terimplementasi, dikarenakan fakta yang terjadi dilapangan masyarakat yang
masih melakukan aspirasi dan pengaduan secara manual harus melakukan antri,
padahal kenyataannya pemereintah sudah menyediakan Sistem Layanan LAPOR!
sejak tahun 2016 untuk mempermudah masyarakat dalam melakukan aspirasi dan

pengaduan tanpa perlu antri dan juah-jauh datang ke OPD.
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Pembangunan disuatu daerah. Dilihat dari jawaban responden aparatur dinas
mereka mencajawab Cukup Terimplementasi, hal ini dikarenakan mereka sudah
berusaha semaksimal mungkin untuk mewujudkan suatu pembangunan daerah
dengan menyediakan Sistem Layanan Aplikasi LAPOR! vyang dapat
meningkatkan pembangunan disuatu daerah. Dari jawaban responden aparatur
dinas yang menjawab Kurang Terimpelementasi, dikarenakan fakta dilapangan
masih adanya beberapa jalan yang rusak, memberikan pelayanan yang masih
manual.

Meminimalisir penyalahgunaan sosial. Dilihat dari jawaban aparatur dinas
yang menjawab Cukup Terimplementasi, dikarenakan tidak banyak masyarakat
yang menggunakan aplikasi LAPOR!. Dari jawaban responden aparatur dinas
yang menjawab Kurang Terimpelementasi, dikarenakan masih ada masyarakat
menaruh aspirasi dan pengaduannya disosial media disebabkan karena masih
banyaknya masyarakat yang belum mengetahui bahwa pemerintah sudah
menyediakan Sistem Layanan LAPOR! resmi khusus untuk menaruh aspirasi dan
pengaduannya.

Selanjutnya berdasarkan hasil wawancara dengan Seksi Jaringan Infrastruktur
Teknologi Informasi dan Komunikasi Dinas Komunikasi, Informatika dan
Statistik Provinsi Riau, Bapak Ir. Junaidi, M. Sc mengenai indikator Standar dan
Sasaran Kebijakan dengan pertanyaan Apa saja tujuan dari dibentuknya sistem
layanan LAPOR! Sesuai dengan standar dan sasaran kebijkan yang berlaku?

Beliau Menjawab :
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“Memberikan pealayan maksimum, secara prinsip pengaduan itu ada 2
kategori ada yabg langsung dab tidak langsung. Langsung itu datang ke OPD
keinstansi terkait, yang tidak langsung bisa menggunakan sistem media sosial
salah satunya Aplikasi LAPOR!. Yang jelas Aplikasi LAPOR! Memberikan
kemudahan dari segi waktu, efisiensi anggaran dan segala macam, sehingganya
orang bisa tidak perlu datang kesini lagi keOPD terkait, bisa lewat Aplikasi
LAPOR!, jelasnya memberikan pelayanan maksimumlah dari tujuan Aplikasi
LAPOR!, memberikan kepuasan kepada masyarakat bahwa setiap ada
permasalahan masyrakat, masyarakat bisa langsung menggunakangadget atau
handphone pribadi melakukan pengaduan secara online”

(Wawancara : Selasa 26 Januari 2021, 11.45 WIB).

Diketahui dari hasil wawancara bahwa Standar dam Sasaran Kebijakan
merupakan pedoman dalam menetapkann tujuan yang akurat dan jelas, salah
satunya tujuan dari menyediakannya Sistem Layanan LAPOR!. dengan
dibentuknya tujuan dari Sistem Layanan LAPOR! ini akan membentu secara
bertahap apa yang menjadi koreksi untuk kedepannya agar terbentuknya Sistem
Layananan yang efektif dan efisien.

Kemudian hasil wawancara dengan Bang Wahyu dan Bang Tatang mengenai
indikator Standar dan Sasaran Kebijakan dengan Pertanyaan “Apa saja tujuan dari
dibentuknya sistem layanan LAPOR! Sesuai dengan standar dan sasaran kebijkan
yang berlaku? Bang Wahyu menjawab :

“Supaya masyarakat itu ada tempat pengaduan, jadi kalau misalnya
masyarakat itu mau melapor kejadian sesuatu itu kalau ada yang untuk
dilaporkan mengadu kesiapa itulah gunanya Aplikasi LAPOR!. Jadi Aplikasi
LAPOR! Ini ibaratnya memang harus dipertahankan terus untuik masa-masa
yang akan datang Aplikasi LAPOR! Ini upgrade terus, terus masyarakat ini
berguna untuk pelaporan atas kejadian tersebut, jadi masyarakat itu ibaratnya
Aplikasi LAPOR! Ini bergunalah, yang tadinya masyarakat tidak bisa mengadu
kemana-mana jadi dengan Aplikasi LAPOR! Ini, masyarakat jadi bisa melapor”

Selanjutnya Bang Tatang menjawab :

“Intinya itu lebih ketransparansi informasin kita yaitu informasi publik,
contohnya apa sih,bagaimana sih. Jadi publik itu bisa tahu daerah lingkungan itu

bahwa jalannya buruk atau tidak, terus PLTA itu lagi penuh airnya atau tidak,
pas masa hujan seperti apa, kan begitu. Jadi disitu kita masyarakatnya lebih tahu



71

informasi nya lebih cepat dan tidak dari nedia sosial lain seperti facebook, twitter
atau yang lain-lainnya, ini memang dari punyamya pemerintah yaitu Aplikasi
LAPOR! Disitu bisa dapat informasi apapun yang dia butuhkan, itu tujuan dari
Aplikasi LAPOR!”

(Wawancara : Selasa 26 Januari 2021, 10.08 WIB)

Diketahui dari hasil wawancara diatas bahwa tujuan dari dibentuk Sistem
Layanan LAPOR! berdasarkan Standar dan Sasaran kebijakan sangat penting dan
mempengaruhi kemajuan dari Sistem Layanan LAPOR!. Karena jika memiliki
tujuan dan tidak didasari dengan Standar dan Sasaran kebijakan maka tujuan
tersebut tidak akan jelas dan malah suatu program yang dibentuk juga tidak
terlaksana dengan baik atau tidak berjalan dengan semestinya.

Kemudian hasil wawancara dengan Ibu Heryani mengenai indikator Standar
dan Sasaran Kebijakan dengan Pertanyaan ”Apakah Dinas Sosial dan Pemakaman
Kota Pekanbaru menggunakan Aplikasi LAPOR! untuk mengelola permasalahan

bantuan sosial di kota pekanbaru?” Bu heryani menjawab:

“Tidak memakai Aplikasi LAPOR! untuk mengani permasalahan bantuan
sosial, kami ada aplikasi semdiri dan masyarakat juga biasanya datang kesini
(secara manual) untuk melakukan aspirasi dan pengaduannya”

(Wawancara : Senin 29 Maret 2021, 11.10 WIB)

Diketahui dari hasil wawancara diatas bahwa tujuan dari dibenttuknya Sistem
Layanan LAPOR! belum terlaksana, karena tidak adanya digunakan Aplikasi
LAPOR! pada Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru bahkan Dinas Sosial
dan Pemakaman Kota pekanbaru memiliki aplikasi khusus untuk menangani
aspirasi dan pengaduan masyarakat, serta hingga saat ini sistem manual masih

terlaksana.
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Kemudian berdasarkan hasil observasi peneliti mengenai indikator Standar dan
Sasaran Kebijakan, berada pada kategori “Kurang Terimplementasi”. Hal ini
dikarenakan pertama, Meningkatkan kualitas pelayanan publik bahwa masih
adanya masyarakat yang mengadu secara manual dan melakukan antri saat
melakukan aspirasi dan pengaduan, ini merupakan bentuk bahwa kurang
terimplementasinya dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik. Kedua,
Pembangunan disuatu daerah bahwa hasil yang diperoleh dari aspirasi dan
pengaduan masyarakat belum terlihat jelas dalam pembanguanan disuatu daerah,
fakta dilapangan masih adanya beberapa jalan yang rusak, memberikan pelayanan
yang masih manual. Ketiga, Meminimalisir penyalahgunaan sosial media bahwa
masyarakat masih menjadikan sosial media sebagai tempat aspirasi dan
pengaduannya dan hal ini juga dikarenakan masyarakat masih banyak yang belum
mengetahui apa itu Aplikasi LAPOR!.

Berdasarkan hasil penyebaran kuesioner, wawancara, observasi diatas bahwa
untuk indikator Standar dan Sasaran kebijakan berada pada kategori “Kurang
Terimplementasi”. Hal ini dikarenakan tidak adanya standar dan sasaran
kebijakan mengenai pengelolaan aspirasi dan pengaduan masyarakat yang harus
diselesaikan perhari. Aspirasi dan pengaduan yang masuk sekaligus dikelola 1
hari 1 aspirasi dan pengaduan dan paling sedikit 5 hari 1 aspirasi dan pengaduan
yang masuk sekaligus dikelola pada sistem layanan LAPOR!, masih adanya
masyarakat yang melakukan aspirasi dan pengaduan secara manual hingga
melakukan antri,belum adanya perubahan dari pembangunan disuatu daerah dan

masih banyaknya masyarakat menjadi kan sosial media sebagai alat untuk
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melakukan aspirasi dan pengaduannya dan minimnya pengetahuan masyarakat
fungsi dari aplikasi LAPOR!. Padahal tujuan dari dibentuknya Sistem Layanan
LAPOR! adalah untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, pembangunan
disuatu daerah dan meminimalisir penggunaan sosial media dengan menciptakan
dan memberikan kemudahan dari segi waktu, efisiensi anggaran serta keterbukaan
dalam memberikan informasi.
Tabel V.8: Distribusi Tanggapan Responden Masyarakat Pengguna
Aplikasi LAPOR! Mengenai indikator Standar dan Sasaran

Kebijakan terhadap Implemntasi Aplikasi LAPOR! Pada
Keluhan Bantuan Sosial di Kota Pekanbaru.

Kategori Penilaian
Terimplementasi | Cukup Kurang Jumlah
Terimplementasi | Terimplementasi

Item Yang

No Dinilai

Meningkatkan

1 Kualitas 12 21 7 40
" | Pelayanan (30%) (52,5%) (17,5%)
Publik
2 Pembangunan 13 18 9 40
" | Disuatu Daerah (32,5%) (45%) (22,5%)
Meminimalisir
13 19 6
3 gggéﬁ'ﬁz‘gé‘igaa” (37.5%) (47,5%) (15%) 40
Jumlah 40 58 22 120
Rata-rata 13 19 8 40
Persentase 32,5% 47,5% 20% 100%

Sumber: Olahan Hasil Penelitian Tahun 2021

Berdasarkan tabel V.8 diatas dapat diketahui bahwa tanggapan responden
masyarakat bearada pada kategori “Cukup Terimplementasi”.

Meningkatkan kualitas pelayanan publik. Dilihat dari jawaban responden
masyarakat mereka menjawab Terimpelemtasi, dikarenakan 12 masyarakat
merasa puas saat melakukan aspirasi dan pengaduan pada aplikasi LAPOR!nya
ditindak lanjuti. Dari jawaban responden masyarakat yang menjawan Cukup
Terimpelemtasi, dikarenakan 21 masyarakat merasa bahwa aparatur dinas belum

maksimal dalam memberikan pelayanan publik. Selanjutnya dari jawaban
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responden masyarakat yang menjawab Kurang Terimplementasi, dikarenakan 7
masyarakat sudah melakukan aspirasi dan pengaduan tetapi tidak ditindak lanjuti
dan merasa lebih baik langsung melakukann aspirasi dan pengaduan ke OPD
terkait.

Pembangunan disuatu daerah. Dilihat dari jawaban responden yang menjawab
Terimplementasi, dikarenakan 13 masyarakat yang melakukan aspirasi dan
pengaduan pada sistem aplikasi LAPOR! merasakan dampak poistif dalam
pembanguna daerah. Dari jawaban responden yang menjawab Cukup
Terimplementasi, dikarenakan 18 masyarakat ini merasa aparatur dinas belum
maksimal dalam pembangunan disuatu daerah dengan sistem laynana IAPOR!.
selanjutnya jawaban responden yang menjawab Kurang Terimplementasi,
dikarenakan 9 masyarakat ini tidak mendapatkan hasil dari melakukan aspirasi

dan pengaduan pada sistem layanan LAPOR!.

Meminimalisir penggunaan sosial media. Dilihat dari jawaban responden
masyarakat menjawab Terimplementasi, dikarenakan 15 masyarakat ini menilai
bahwa melakukan pengaduan ditempat yang tepat menghasilkan hal yang baik
dan dapat menghindari hal yang tidak- tidak disosial media. Dari jawaban
responden masyarakat yang menjawab Cukup Terimpelemntasi, dikarenakan 19
masyarakat belum tahu banyak mengenai Sistem Layanan LAPOR!, bagaimana
cara menggunakannya. Selanjutnya dari jawaban responden yang menjawab
Kurang Terimpelemntasi, dikarenakan 6 masyarakat ini tidak mengetahui Aplikasi

LAPOR! sebagai tempat aspirasi dan pengaduan yang tepat.
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Kemudian berdasarkan observasi peneliti dilapangan mengenai indikator
Standar dan Sasaran Kebijakan berada pada kategori “Kurang Terimplementasi”.
Hal ini dikarenakan masih adanya masyarakat yang mengadu secara manual dan
melakukan antri saat melakukan aspirasi dan pengaduan, ini merupakan bentuk
bahwa kurang terimplementasinya dalam meningkatkan kualitas pelayanan
publik, bahwa hasil yang diperoleh dari aspirasi dan pengaduan masyarakat belum
terlihat jelas dalam pembanguanan disuatu daerah, fakta dilapangan masih adanya
beberapa jalan yang rusak, memberikan pelayanan yang masih manual,
meminimalisir penyalahgunaan sosial media bahwa masyarakat masih menjadikan
sosial media sebagai tempat aspirasi dan pengaduannya dan hal ini juga
dikarenakan masyarakat masih banyak yang belum mengetahui apa itu Aplikasi

LAPORL.

Dengan demikian dapat diketahui dari hasil penyebaran kuesioner, observasi
penulis menyimpulkan bahwa indikator Standar dan Sasaran Kebijakan berada
pada kategori “Kurang Terimplementasi’. Hal ini dikarenakan minimnya
pengetahuan masyarakat tentang Sistem Layanan LAPOR! yang mengakibatkan
masyarakat hingga saat ini melakukan aspirasi dan pengaduan masih secara
manual dengan datang kedinas terkait, belum adanya hasil atau efek dari
pembangunan disuatu daerah, dan semakin canggih teknologi masyarakat semakin
berfikir bahwa sosial media sebagai alat utama aspirasi dan pengaduan padahal
disamping itu pemerintah sudah menyediakan khusus Sistem Layanan LAPOR!

agar lebih mempermudah masyarakat
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2. Sumber Daya

Sumber daya menunjukan seberapa besar kah dukungan dari finansial dan
sumber daya manusia sekaligus sarana/prasarana untuk melaksanakan program
atau kebijakan. Sumber daya juga dapat dikatakan sebagai pelaksana atau
implementor yang diarahkan dengan memiliki keahlian atau kemampuan yang
memadai untuk mendukung implementasi kebijkan, baik dari sarana/prasarana
maupun wewenang yang dapat menunjang implementasi kebijakan, dalam hal ini
adalah implementasi Aplikasi LAPOR! Pada Dinas Komunikasi, Informatika dan
Statistik Provinsi Riau.

Selanjutnya untuk mengetahui jawaban atau tanggapan dari responden
Pengguna Aplikasi LAPOR! Yang berjumlah 40 orang responden terhadapt
indikator Sumber Daya yang terdiri dari tiga item penilaian yaitu sumeber daya
manusia, sumber daya finansial dan sarana/prasarana. Sebagai berikut:

Tabel V.9: Distribusi Tanggapan Responden Aparatur Dinas Pengguna
Aplikasi LAPOR! Mengenai indikator Sumber Daya terhadap

Implementasi Aplikasi LAPOR! Pada Keluhan Bantuan Sosial
di Kota Pekanbaru.

Kategori Penilaian
Item Yang
No oo : : Cukup Kurang Jumlah
Dinilai Terggagiene-! Terimplementasi | Terimplementasi
1 Sumber Daya 2 0 1 3
" | Manusia (66,7%) (0%) (33,3%)
2 Sumber Daya 2 0 1 3
" | Finansial (66,7%) (0%) (33,3%)
0 3 0
3. | Sarana/prasarana (0%) (66,7%) (0%) 3
Jumlah 4 3 2 9
Rata-rata 1,3 1 0,7 3
Persentase 43,4% 33,3% 23,3% 100%

Sumber: Olahan Hasil Penelitian Tahun 2021

Berdasarkan tabel V.9 diatas bahwa dapat dilihat untuk tanggapan aparatur dinas

untuk indikator Sumber Daya berada pada kategori “Terimplementasi”.
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Sumber daya manusia. Dilihat dari jawaban responden aparatur dinas mereka
menjawab  Terimplementasi, dikarenakan aparatur dinas sudah merasa
melaksanakan tugasnya sesuai dengan standar operasioanal prosedur (SOP) dalam
memproses sistem layanan LAPOR!. Dari jawaban responden aparatur dinas yang
menjawab Kurang Terimpelemntasi, dikarenakan aparatur dinas masih
memberikan pelayanan masyarakat diluar sistem layanan LAPOR!. Menurut
Hasibuan (2006 : 1) sumber daya manusia SDM adalah ilmu seni dan mengatur
hubungan dan peranan tenaga kerja agar efektif dan efisien membantu
terwujudnya tujuan perusahaan, karyawan dan masyarakat.

Sumber daya Finansial. Dilihat dari jawaban responden aparatur dinas mereka
menjawab Terimplementasi, dikarenakan mereka sudah mempergunakan sumber
daya finansial sebagai alat pendukung melakukan sosialisasi dan pelatihan dengan
semestinya. Dari jawaban responden aparatur dinas yang menjawab Kurang
Terimplementasi, dikarenakan pada saat ini aparatur dinas terkendala masalah
sumber daya finansial untuk melaksanakan sosial sosialisasi dan pelatihan setelah
terakahir melakukakan sosialiasi dan pelatihan pada tahun 2018.

Sarana/prasarana. Dilihat dari jawaban responden aparatur dinas mereka
menjawab Cukup Terimplementasi, dikarenakan sarana/prasarana secara
keseluruhan belum terpenuhi dan masih ada yang harus ditingkatkan lagi dan
dilengkapi.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Seksi Jaringan Infrastruktur Teknologi
Informasi dan Komunikasi Dinas komunikasi, Informatik dan Statistik Provinsi

Riau, Bapak Ir. Junaidi, M. Sc mengenai indikator Sumber Daya dengan
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perntanyaan Apakah bapak sudah melaksanakan tugas dalam proses pengelolaan
sistem layanan LAOR! Sesuai dengan standar operasional prosedur atau SOP
yang berlaku?. Beliau menjawab :

“Secara umum sudah, karena selama ini sejak tahun 2016 kita memang
pemerintah provinsi Riau sudah bekerjasama dengan kantor staff presiden
menggunakan Aplikasi LAPOR! Yang merupakan prodak dari yang waktu itu
masih kantor staff presiden kalau sekarang Mempan RDb, nah ini dipakai hampir
seluruh pemerintah provinsi untuk pengaduan secara online dan aplikasi ini
standar operasional prosedur atau SOP sudah diatur oleh mempan rb dan
Alhamdulillahnya dengan adanya aturan itu sudah gunakan, Cuma satu tahun
belakangan ini ada kendala Covid-19 ini kita tidak bisa memberikan pelatihan-
pelatihan pada kawan-kawan OPD bagiamana menggunakan Aplikasi LAPOR!
Karena dia Aplikasi itu kan ada beberapa upgrade versi, yang sekarang
digunakan adalah versi ketiga. Alhamdulillah masyarakat, yang artinya merasa
puaslah dengan adanya Aplikasi LAPOR! Ini, karena Aplikasi LAPOR! Ini secara
umum sudah dilihat dari sisi efektif dan efisiennya ini sangat membantu
masyarakat terutama tentang kebijakan dan kegiatan yang merupakan
berhubungan dengan pemerintah”

(Wawancara : Selasa 26 Januari 2021, 11.45 WIB)

Diketahui dari hasil wawancara diatas bahwa dari segi sumber daya, terutama
sumber daya manusia sudah terlaksana sesuai dengan Standar Operasioanal
Prosedur (SOP) pada Implementasi Aplikasi LAPOR!. Akan tetapi terdapat
kendala salah satunya karena covid-19 tidak bisa melakukan sosialisasi dan

pelatihan-pelathian pada OPD terkait.

Kemudian hasil wawancara dengan Bang Wahyu dan Bang Tatang mengenai
indikator Sumber Daya dengan pertanyaan Apakah bapak sudah melaksanakan
tugas dalam proses pengelolaan sistem layanan LAPOR! Sesuai dengan standar

operasional prosedur atau SOP yang berlaku?. Beliau menjawab :

"Kalau yang terjadi pada saat ini ya sesuai SOP sudah kita kerjakan.
Contohnya tetangga abang yang melapor tentang jalan didekat rumahnya itu
rusak berat terus abang sarankan coba untuk melapor diwebsitenya pemerintah
pusat, pemerintah pusat kan Aplikasi LAPOR!. Terus dia melapor, difotonya
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didaftarnya diwebsite lapor ternyata efek positifnya ada. Misalnya dia melapor
januari 2019 itu ditanggapi cepat sekitar seminggu selesai, pengerjaannya itu
biasanya dia melapor 2019 dan dilakukan pengerjaannya 2020 jadi dapatlah
jalannya itu bagus”

(Wawancara : Selasa 26 Januari 2021, 10.08 WIB)

Diketahui dari wawancara diatas bahwa dari segi sumber daya sangatlah
penting dalam melaksanakan suatu program, terlebih lagi melakukannya sesuai
dengan Standar Operasional Prosedur atau SOP. Maka jika pelaksanaan Sistem
Layanan LAPOR! tidak dijalan kan sesuai SOP maka akan terjadi penyimpangan

dan tidak terlaksananya dengan semestinya.

Kemudian hasil wawancara dengan lbu Heryani mengenai indikator Sumber
Daya dengan Pertanyaan “Apakah Ibu mengetahui bahwa Aplikasi LAPOR!
merupakan tempat aspirasi dan pengaduan masyaraiat salah satunya mengenai
permasalahan bantuan sosial di Kota Pekanbaru?” Bu heryani menjawab:

“Seharusnya iya, seharusnya memang aplikasi LAPOR! bagus, Cuma kayanya
kurang sosialiasi. Kalau di dinsos ada aplikasi juga tapi dari mendagri khusus
dinsos. Aplikasi LAPOR! dulunya itu ada tapi tidak tersambung lagi, dan
sebenarnya kalau Aplikasi LAPOR! ini berjalan dengan semestinya ya itu bagus
tidak perlu susah dan tidak perlu manual lagi. Sekaranag kalau di dinso ada
namanya SLRT (Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu) jadi setiap pengaduan
masalah bansos itu langsung masuk”™

(Wawancara : Senin 29 Marer 2021, 11.10 WIB)

Diketahui dari hasil wawancara diatas bahwa bahwa pelaksanaan sosialisasi
sesaama OPD terkait sangatlah penting, karena dapat mendukung sumber daya
manusia, sumber daya finansial dan sumber daya organisasi untuk meningkatkan
suatu program yang dilaksanakan yaitu Sitem Layanan LAPOR!. Jika tidak
terjalinnya sosialisasi sesama OPD maka seperti yang terjadi sekarang yang pada

awalnya Aplikasi LAPOR! tersambung dan seiring berjalannya waktu terhambat

dalam melakukan sosialiasi Aplikasi LAPOR todak tersambung lagi disalah satu
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OPD yaitu Dinas Sosial dan Pemakaman Kota pekanbaru. Oleh sebab itu perlu
sosialiasi rutin yang dilakukan oleh sumber daya manusia sebagai pelaksananya,
sumber daya finansial dan sarana/prasarana sebagai tambahan pendukung
terjadinya pelaksaan sosialiasi.

Berdasarkan observasi peneliti, indikator Sumber Daya berada pada kategori
“Kurang Terimplementasi”’. Hal ini dikarenakan fakta yang terjadi dilapangan
adalah kurangnya komitmen dari pimpinan bagiamana Sistem Layanan LAPOR!
ini terhubung dengan OPD lain. Jika Sistem Layanan LAPOR! ini tidak terhubung
dengan OPD lain maka aspirasi dan pengaduan yang masyarakat lampirkan pada
Sistem Layanan LAPOR! jadi tergantung atau tidak jelas.

Dari hasil penyebaran kuesioner, wawancara, observasi diatas penulis dapat
menyimpulkan bahwa indikator Sumber Daya berada pada kategori “Kurang
Terimplementasi”. Hal ini dikarenakan Sumber daya yang terkandung didalamnya
sebagai pelaksana atau implementor sangatlah mendukung dalam implementasi
kebijakan dalam suatu program yang sedang dijalankan untuk mencapai tujuan
dari program yang dilaksanakan itu sendiri tetapi masih adanya kekurangan yaitu
yang terjadi dilapangan adalah dari segi sumber daya manusia tidak adanya
komitmen dari atasan, tidak melakukan sosialiasi dan pelatihan rutin semenjak
tahun 2018 hingga saat ini, karena sosialiasi dan pelatihan sangatlah dibutuhkan
bagi sumber daya manusia, jika sumber daya manusianya sudah berjalan dengan
baik maka faktor pendukung seperti sumber daya finansial dan sarana/prasarana
juga dapat berjalan dengan baik untuk mencapai tujuan dari Sistem Layanan

LAPOR! sebagai mana mestinya.
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Tabel V.10: Distribusi Tanggapan Responden Masyarakat Pengguna
Aplikasi LAPOR! Mengenai indikator Sumber Daya terhadap
Implementasi Aplikasi LAPOR! Pada Keluhan Bantuan Sosial
di Kota Pekanbaru.

Item Yang Kategori Penilaian
No Dinilai Terimplmentasi Cukup Kurang Jumlah
Terimplementasi | Terimplementasi
1 Sumber Daya 10 21 9 40
" | Manusia (25%) (52,5%) (22,5%)
2 Sumber Daya 8 25 7 40
" | Finansial (20%) (62,5%) (17,5%)
3. | Sarana/prasarana o3 43 g 40
(32,5%) (52,5%) (15%)
Jumlah 31 67 22 120
Rata-rata 10 22 8 40
Persentase 25% 55% 20% 100%

Sumber: Olahan Hasil Penelitian Tahun 2021

Berdasarkan tabel V.10 diatas dapat diketahui bahwa tanggapan responden
masyarakat mengenai indikator Sumber Daya berada pada kategori “Cukup
Terimplementasi”.

Sumber daya manusia. Dilihat dari jawaban responden masyarakat mereka
menjawab Terimplementasi, karena 10 masyarakat ini menilai bahwa pengelola
sistem layanan LAPOR! sudah memproses aspirasi dan pengaduan dengan baik.
Dari jawaban responden masyrakat yang menjawab Cukup Terimplementasi,
dikarenakan 21 masyarakat ini tidak melihat adanya sumber daya manusaia yang
menjalankan pelayanan sesuai dengan Standar Operasioanal Prosedur atau SOP.
Selanjutnya jawaban responden masyarakat yang menjawab Kurang
Terimplementasi, dikarenakan 9 masyarakat ini saat aspirasi dan pengaduannya
pada sistem layanan LAPOR! tidak ditindak lanjuti oleh pengelola sistem layanan
LAPOR!.

Sumber daya finansial. Dilihat dari jawaban responden masyarakat mereka

menjawab Terimplementasi, dikarenakan 8 masyarakat ini menilai dari segi
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efisiensi finansial sudah membuat sistem layanan LAPOR! berjalan dengan baik.
Dari jawaban responden masyarakat yang menjawab Cukup Terimplementasi,
dikarenakan 25 masyarakat ini menilai dalam efisiensi finansial terhadap sistem
layanan LAPOR! kurang maksimal. Selanjutnya jawaban dari responden
masyarakat yang menjawab Kurang Terimplementasi, dikarenakan 7 masyarakat
menilai kurang maksimalnya efisiensi finansial yang membuat aspirasi dan
pengaduan masyarakat tidak ditindak lanjuti.

Sarana/prasarana. Dilihat dari responden masyarakat mereka menjawab
Terimplementasi, dikarenakan 13 masyarakat ini menilai sarana/prasarana sudah
berjalan dengan baik. Dari jawaban responden masyarakat menjawab Cukup
Terimplementasi, dikarenakan 21 masyarakat melihat masih kurangnya
sarana/prasaran dalam meciptakan Sistem Layanan LAPOR! yang baik.
Selanjutnya dari jawaban responden masyarakat yang menjawab Kurang
Terimplementasi, dikarenakan 6 masyarakat menilai dari sarana/prasaran belum
menunjang tujuan dari sistem layanan LAPOR!.

Kemudian berdasarkan hasil observasi peniliti dilapangan bahwa untuk
indikator Sumber Daya berada pada kategori “Kurang Terimplementasi”. Hal ini
dikarenakan terkhususnya pada sumber daya manusia fakta yang terjadi
dilapangan adalah kurangnya komitmen dari pimpinan, karena komitmen dari
pimpinan sangat diperlukan untuk keberhasilan Sistem layanan LAPOR!. Hasil
yang ditimbulkan dari kurangnya komitmen dari pimpinan salah satunya tidak ada

kejelsan bagaiaman ditindak lanjutinya aspirasi dan pengaduan masyarakat yang
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menggunkaan Aplikasi LAPOR! yang disebabkan tidak terhubungnya Sistem
Layanan LAPOR! dengan OPD-OPD terkait

Dengan demikian hasil penyebaran kueioner, observasi bahwa indikator
Sumber Daya berada pada Kategori “Kurang Terimplentasi”. Hal ini dikarenakan
tidak adanya keselarasan antara pengelola Sistem Layanan LAPOR! dengan
atasan yaitu kurangnya komitmen dari pimpinan, serta admin pengelola Sistem
Layanan LAPOR! sebenarnya tidak dibagian dalam mengurus atau mengelola
Aplikas LAPOR! karena admin ini merupakan bagian dibidang infrastruktur
Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistiki Provinsi Riau dan yang seharusnya
menjadi admin dan mengelola Aplikasi LAPOR! adalah sekertariat pada Dinas
Komunikasi, Informatika dan Statistiki Provinsi Riau, tetapi mereka melempar-
lempar tugasnya seakan itu bukanlah dibidangnya dan tidak adanya melakukan
sosialiasi dan pelatihan rutin semenjak tahun 2018 hingga saat ini. Maka indikator
Sumber Daya Kurang Terimplementasi.
3. Hubungan Antar Organisasi

Hubungan antar organisasi adalah sebuah usaha untuk menjalann suatu
program agar program itu berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan
sebelumnya dan hubungan antar organisasi ini bisa dikatakan juga sebagai salah
satu keberhasil dari suatu program dengan adanya dukungan kordinasi dan
sosialisasi.

Selanjutnya untuk mengetahui jawaban atau tanggapan dari responden
Pengguna Aplikasi LAPOR! Yang berjumlah 40 orang responden terhadap

indikator Hubungan Antar Organisasi yang terdiri dari dua item penilaian yaitu



84

yang pertama koordinasi dan yang kedua sosialisasi. Untuk lebih jelasnya dapat
dilihat pada tabel berikut :

Tabel V.11: Distribusi Tanggapan Responden Aparatur Dinas Pengguna
Aplikasi LAPOR! Mengenai indikator Hubungan Antar
Organisasi terhadap Implementasi Aplikasi LAPOR! Pada
Keluhan Bantuan Sosial di Kota Pekanbaru.

Kategori Penilaian

Item Yan
No Dinilai : Terimplemntasi ! (UKD 3 .Kurang ‘ Jumlah
Terimplementasi | Terimplementasi
. 0 0 3
1. | Koordinasi (0%) (0%) (66,7%) 3
2. | Sosialisasi g 2 y 3
(0%) (66,7%) (33,3%)
Jumlah 0 2 4 6
Rata-rata 0 1 2 3
Persentase 0% 33,3% 66,7% 100%

Sumber: Data Olahan Hasil Penelitian Tahun 2021

Berdasarkan Tabel V.11 jawaban responden aparatur dinas menegenai
indikator Hubungan Antar Organisasi berada pada kategori “Kurang
Terimplementasi”.

Koordinasi. Dilihat dari jawaban aparatur dinas menjawab Kurang
Terimplementasi, dikarenakan memang tidak ada koordinasi dibeberapa OPD-
OPD lain, kareana peniliti melihat dilapangan bahwa salah satu OPD vyaitu Dinas
Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru yang seharausnya berkoordinasi dalam
Sistem Layanan LAPOR! menangani masalah bantuan sosial mereka malah
mempunyai sistem sendiri yaitu SLRT, dan bahkan masyarakat pun langsung
datang ke OPD melakukan aspirasi dan pengaduan. Ini sangat menunjukan tidak
adanya koordinasi antar OPD. Richard L. Daft (2011 : 30) mengatakan bahwa
koordinasi mengacu pada kualitas kolaborasi di antara departemen.

Sosialisasi. Dilihat dari jawaban responden aparatur dinas menjawab Cukup

Terimplementasi, dikarenakan kurang maksimalnya sosialiasi yang dilakukan
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sehingga sosialiasi itu berjalan sejak tahun 2016 hingga 2018. Dari jawaban
responden aparatur dinas menjawab Kurang Terimplementasi, dikarenakan
sosialisasi yang dilakukan tidak bertahan hingga saat ini.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Seksi Jaringan Infrastruktur Teknologi
Informasi dan Komunikasi Dinas komunikasi, Informatik dan Statistik Provinsi
Riau, Bapak Ir. Junaidi, M. Sc mengenai indikator Hubungan Antar Organisasi
dengan pertanyaan Bagimana menurut bapak hubungan antar organisasi dalam
memproses aspirasi dan pengaduan masyarakat pada sistem layanan LAPOR!?
Apakah ada hambatan? Beliau menjawab :

“Kalau hubungannya secara berdasarkan SOP yang jelas kalau kita di Dinas
Kominfo adalah sebagai penghubung, jadi setiap aduan yang masuk itu masuk
dulu ke admin kominfo kemudian melihat posisi adilnya, kalau berkaitan dengan
jalan kita akan disposisikan ke Dinas PU, misalnya berkaitan dengan pendidikan
kita disposisikan ke Dinas Pendidikan, itu yang keterkaitannya. Dan secara
hambatan ya jelas ada yang pertama, tenaga-tenaga admin kita di OPD itu
sekarang sebagian besar sudah tidak disitu lagi dan banyak juga yang tidak
paham dengan tenga-tenaga yang baru karena belum sempat melakukan
pelatihan, yang kedua kurangnya komitmen pimpinan misalanya kadang-kadang
pimpinan itu berkata yaudahlah nantik saja ditindaklanjuti kemudian diabaikan
sajalah dulu. Sebenarnya secara ini ya permasalahan pertama adalah kurangnya
komitmen pimpinan, kalau sesuai aplikasi ya mungkin kalau memang sistem
secara infastrukturnya saja, kalau internet ada gangguan atau teknologi atau
mungkin  perangkat-perangkat pedukungnya tidak bagus yang otomatis
aplikasinya tidak berrjalan sesuai yang diinginkan”

(Wawancara : Selasa 26 Januari 2021, 11.45 WIB)

Berdasarkan jawaban hasil wawancara diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa
Hubungan Antar Organisasi secara keseluruhan belum optimal karena masih
adanya beberapa hambatan yang terjadi saat memperoses Aspirasi dan Pengaduan
masyarakat antara lain hambatanya tenaga-tenaga admin di OPD sebagian besar

sudah tidak disitu lagi dan banyak juga yang tidak paham dengan tenga-tenaga
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yang baru karena belum sempat melakukan pelatihan yang seharusnya didapatkan
oleh tenaga-tenaga pengelola Aplikasi LAPOR!.

Kemudian hasil wawancara dengan Bang Wahyu dan Bang Tatang mengenai
indikator Hubungan Antar Organisasi dengan pertanyaan Bagiamana menurut
bapak hubungan antar organisasi dalam memproses aspirasi dan pengaduan
masyarakat pada sistem layanan LAPOR!? Apakah ada hamabatan? Beliau
menjawab :

“Hubungan antar organisasi itu sebenarnya tidak ada hambatan Cuma ya
namanya jadi pegawal ini kan ganti-ganti itu yang menghambat kami, yang
menhambatnya itu misalnya dia memakai aplikasi LAPOR! Tahun ini, saya
misalnya wahyu terus lapornya tu terus berputar disitu terkoneksilah tiba-tiba
tahun depan dia pindah jadi tidak saya lagi disini, jadi ibaratnya ntah itu lupa
ntah apa kan jadi yang megang ini harus belajar lagi yang baru lagi, dan
kendalanya disitu. Jadi kita memang harus ada sosialisasi lagi, itu yang biasa
membuat terhambat harusnya kan kalau misalnya dia megang dibidang aplikasi
LAPOR! Seharusnya dan sebaiknya dikhususkan aja orang tersebut sampai dia
pensiun pun boleh juga tapi kan kalau diganti-ganti gitu membuat kami

terhambat. Sebenarnya kalau proses pengaduan masyarakat itu termasuk efektif,
semua masyarakat yang melapor dikerjakan”

(Wawancara : Selasa 26 Januari 2021, 10.08 WIB)

Dengan demikian dapat diketahui dari hasil wawancara hubungan antar
organisasi sangat penting adanya hal ini juga merupakan salah satu faktor
pendukung dimana aspirasi dan pengaduan dalam Sistem Layanan LAPOR! bisa
diproses dan dapat meningkatkan kualitas pelayann publik yang semestinya, serta
komitmen dari atasan sangat diperlukan demi keberhasilan dari Sistem Layanan

LAPORL.

Kemudian hasil wawancara dengan Ibu Heryani mengenai indikator Hubungan
Antar Organiasasi dengan Pertanyaan “Apakah Ibu ada menggunakan Sistem

Layanan khusus pada Dinas Sosial dan Pmekamakan Kota Pekanbaru untuk
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menangani masalah aspirasi dan pengaduan masyarakat soal bantuan sosial? Atau
masih secara manual yaitu masyarakat langsung mendatangi Dinas Sosial dan
Pemakaman Kota Pekanbaru?” Bu heryani menjawab:

"Sistem layanan khusus dinsos yaitu itu tadi SLRT (Sistem Layanan dan
Rujukan Terpadu) dan masyarakat juga masih ada setiap harinya yang datang ke

dinsos melakukan aspiras dan pengaduan”
(Wawancara : Senin 29 Maret 2021, 11.10 WIB)

Dengan demikian dapat diketahui dari hasil wawancara diatas faktanya yang
seharusnya OPD tersebut terhubung dalam Sistem Layanan LAPOR! karena tidak
adanya koordinasi dan sosialiasi mereka mempunyai Sistem Layanan khusus
salah satunya pada Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru yaitu Sistem
Layanan SLRT (Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu) dan masyarakat setiap
harinya masih datang langsung melakukan aspirasi dan pengaduan yaitu secara

manual.

Berdasarkan hasil observasi peneliti mengenai indikator Hubungan Antar
Organisasi berada pada kategori “Kurang Terimplementasi”. Hal ini dikarenakan
tidak ada koordinasi dibeberapa OPD-OPD lain, bahkan Dinas Sosial dan
Pemakan Kota Pekanbaru memiliki Sistem Layanan khusus yaitu SLRT, masih
adanya masyarakat yang datang ke OPD terkait untuk melakukan aspirasi dan
pengaduan hal ini disebabkan karena aspirasi dan pengaduan masyarakat pada
Sistem Layanan LAPOR! yang tidak diproses atau tergantung dan masyarakat

juga minim informasi akan pengetahuan tentang Sistem Layanan LAPOR!.

Dapat dilihat dari penyebaran kuesioner, wawancara dan observasi, penulis

menyimpulkan bahwa mengenai indikator Hubungan Antar Organisasi berada
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pada kategori “Kurang Terimplementasi”. Hal ini dikarenakan tidak ada
koordinasi dibeberapa OPD-OPD lain sehingga menghambat proses penyelesaian
aspirasi dan pengaduan masyarakat pada Sistem Layanan LAPOR! dan tidak
adanya sosialiasi yang dilakukan sejak tahun 2018 hal ini juga disebabkan karena

kurangnya komitmen atasan dan tidak adanya dilakukan sosialiasi karena

membutuhkan anggran dan terkendala dianggaran juga.

Tabel V.12: Distribusi Tanggapan Responden Masyarakat Pengguna
Aplikasi LAPOR! Mengenai indikator Hubungan Antar
Organisasi terhadap Implementasi Aplikasi LAPOR! Pada
Keluhan Bantuan Sosial di Kota Pekanbaru.

Item Yang Kategori Penilaian
No Dinilai Terimplementasi .Cukup ’ _Kurang . Jumiah
P Terimplementasi | Terimplementasi
. 12 20 8
1. | Koordinasi (30%) (50%) (20%) 40
. 9 22 9
2. | Sosialisasi (22.5%) (55%) (22.5%) 40
Jumlah 21 42 15 80
Rata-rata 11 21 8 40
Persetase 27,5% 52,5% 20% 100%

Sumber: Data Olahan Hasil Penelitian Tahun 2021

Dari tabel V.12 diatas dapat dilihat bahwa tanggapan responden masyarakat

mengenai indikator Hubungan Antar Organisasi berada pada kategori “Cukup
Terimplementasi”.

Koordinasi. Dilihat dari jawaban responden masyarakat mereka menjawab
Terimplementasi, dikarenakan 12 masyarakat ini aspirasi dan pengaduannya
sampai ke OPD terkait. Dari jawaban responden masyarakat menjawab Cukup
Terimplementasi, dikarenakan 20 masyarakat dalam melakukan aspirasi dan
pengaduan ditindak lanjuti tetapi tidak sampai ke OPD terkait. Selanjutnya
jawaban responden dikarenkan 8

masyarakat Kurang Terimplementasi,
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masyarakat aspirasi dan pengaduannya tidak ditindak lanjuti dan tidak sampai
juga ke OPD terkait.

Sosialisasi. Dilihat dari jawaban responden masyarakat mereka menjawab
Terimplementasi, dikarenakan 9 masyarakat ini mendapatkan sosialisasi dan
mendapatkan informasi publik terkait sistem layanan LAPOR!. Dari jawaban
responden masyarakat Cukup Terimplementasi, dikarenakan 22 masyarakat ini
menilai kurang konsisten sosialiasi yang dilaksanakan. Selanjutnya dari jawaban
respon masyarakat yang menjawab Kurang Terimpelemntasi, dikarenakan 9
masyarakat ini tidak mendapatkan sosialiasi untuk mendapatakan informasi publik
terkait sistem layanan LAPOR! sebagai tempat aspirasi dan pengaduan resmi

pemerintah, karena sosialiasi terkahir dilaksankan tahun 2018.

Kemudian berdasarkan observasi peneliti dilapangan bahwa mengenai
indikator Hubungan Antar Organisasi berada pada Kategori ‘“Kurang
Terimplementasi”. Hal ini dikarenakan masih belum maksimalnya koordinasi
sesama OPD-OPD terkait dalam menangani aspirasi dan pengaduan masyarakat
pada Sistem Layanan LAPOR!, Sosialiasi yang kurang dilaksanakan membuat
minimnya informasi yang diperoleh oleh aparatur dinas dan masyarakat itu

sendiri.

Dari hasil penyebaran kuesioner, obervasi penulis dapat menyimpulkan bahwa
indikator Hubungan Antar Organisasi berada pada kategori “kurang
Terimplementasi”. Hal ini dikarenakan pegawai-pegawai yang berada di OPD
tidak lagi bekerja di OPD tersebut, bahkan baru 6 bulan bekerja sudah pindah lagi

ke OPD lain itu yang membuat koordinasi dalam Sistem Layanan LAPOR!
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menjadi terhambat, dan masuknya tenaga-tenaga baru yang minim pengetahuan
atau yang tidak paham akan teknologi Sistem Layanan LAPOR! dan memerlukan
sosialisasi atau pelatihan, sedangkan untuk melakukan sosialisasi dan pelatihan
memerlukan anggara dan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi
Riau terhambat juga di anggara maka dari itu belum adanya melakukan sosialiasi
dari semenjak tahun 2018. Jika koordinasi dan sosialiasasi ini berjalan dengan
baik dan semestinya pasti aspirasi dan pengaduan masyarakat tidak ada yang
tergantung dan masyarakat juga tidak perlu jauh-jauh datang ke OPD untuk
melakukan aspirasi dan pengaduannya.

4. Karakteristik Agen Pelaksana

Karakteristik agen pelaksana adalah pelaksana mengeimplementasikan
kebijakan dan menunjukan seberapa besar daya dukung struktur organisasi
tersebut, nilai-nilai yang berkembang, serta hubungan-hubungan yang terjadi antar
birokrasi. Karakteristik agen pelaksana juga mencangkup pada norma-norma,
struktur birokrasi, dan hubungan yang terjadi dalam birokrasi, yang mencangkup

karakterstik agen pelaksana akan mempengaruhi implementasi suatu pogram.

Selanjutnya untuk mengetahui jawabana atau tanggapan dari responden
Pengguna Aplikasi LAPOR! Berjumlah 40 orang responden terhadap indikator
Karakteristik Agen Pelaksana yang terdiri dari lima item penilaian yaitu
Kopetensi, Transparansi, Akuntabilitas, Berpatisipasi, Responsivitas. Untuk lebih

jelasnya dapat dilihat pada atbel berikut ini :
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Tabel V.13: Distribusi Tanggapan Responden Aparatur Dinas Pengguna
Aplikasi LAPOR! Mengenai indikator Karakteristik Agen
Pelaksana terhadap Implementasi Aplikasi LAPOR! Pada
Keluhan Bantuan Sosial di Kota Pekanbaru.
Item Yang Kategori Penilaian
No Dinilai Ser ol . Cukup Kurang Jumlah
plementasi ’ . ) .
Terimplementasi | Terimplementasi
1. | Kompetensi L 3 . 3
(33,3%) (66,7%) (0%)
2. | Transparansi 2 ’ i 3
(66,7%) (0%) (33,3%)
o 0 2 il
3. | Akuntabilitas (0%) (66,7%) (33.3%) 3
4. | Berpartisipasi (10%%) (02/0) (02/0) 3
> 2 0 1
5. | Responsivitas (66,7%) (0%) (33.3%) 3
Jumlah 8 4 3 15
Rata-rata 1,6 0,8 0,6 3
Persentase 53,3% 26,7% 20% 100%

Sumber: Data Olahan Hasil Penelitian Tahun 2021

Berdasarkan tabel V.13 diatas jawaban responden aparataur dinas mengenai
indikator Karakteristik Agen Pelaksana berada pada kategori “Terimplementasi”.

Kompetensi. Dilihat dari jawaban responden aparatur dinas menjawab
Terimplementasi, dikarenakan aparatur dinas merasa sudah menjalankan tugasnya
sesuai dan sudah kompetensi. Dari jawaban responden aparatur dinas menjawab
Cukup Terimplementasi, dikarenakan sudah menjalankan tugas sesuai dan sudah
kompetensi tetapi hasil yang didapat belum maksimal.

Transparansi. Dilihat dari jawaban responden aparatur dinas menjawab
Terimplementasi, dikarenakan aparatur dinas menilai sudah terbuka dalam
memberikan informasi publik. Dari jawaban responden aparatur dinas menjawab

Kurang Terimpelementasi, dikarenakan informasi publik terkait sistem layanan

LPAOR! Tidak sampai ke OPD lain.
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Akuntabilitas. Dilihat dari jawaban responden aparatur dinas menjawab Cukup
Terimplementasi, dikarenakan aparatur dinas menilai belum sepeunuhnya mampu
dalam menangani aspirasi dan keluhan pada Sistem Layanan LAPOR!. Dari
jawaban responden aparatur dinas menjawab Kurang Terimpelemntasi,
dikarenakan aparatur dinas menilai pelaksana dari sistem layanan LAPOR! tidak
mampu menuruskan aspirasi dan pengaduan ke OPD terkait.

Berpartisipasi. Dilihat dari jawaban responden aparatur dinas menjawab
Terimplementasi, dikarenakan aparatur dinas menilai sudah memberikan peluang
kepada masyarakat untuk berasoisiasi, berbicara dan berpasrtispasi pada Sistem
Layanan LAPOR! dan menjadikan sistem layanan LAPOR! sebagai wadah untuk
mendapatkan solusi bagi masyarakat.

Responsivitas. Dilihat dari jawab responden aparatur dinas menjawab
Terimplementasi, dikarenakan aparatur dinas menilai sudah mengelola Sistem
Layanan LAPOR! secara cepat dan tanggap terhadap asipirasi dan pengaduan
masyarakat. Dari jawaban responden aparatur dinas menjawab Kurang
Terimplementasi, dikarenakan fakta dilapangan masih ada yang melakukan
aspirasi dan pengaduan secara manual ke OPD terkait.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Seksi Jaringan Infrastruktur Teknologi
Informasi dan Komunikasi Dinas komunikasi, Informatik dan Statistik Provinsi
Riau, Bapak Ir. Junaidi, M. Sc mengenai indikator Karakteristik Agen Pelaksana
dengan pertanyaan Bagaimana menurut bapak karakteristik agen pelaksana sistem
layanan LAPOR! Dalam mengelola aspirasi dan pengaduan masyarakat? Apakah

sudah terlaksana dengan baik? Beliu menjawab :
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“Secara umum di LAPOR! Ini sudah dijelaskan sebelumnya bahwa
karakteristik ini menyangkut beberapa kriteria yang pertama yang jelas LAPOR!
Itu adalah berhubungan dengan kebijakan dan kegiatan pemerintah, kalau yang
diluar itu menyangkut hal pribadi apakah fitnah atau segala macam itu tidak
akan diproses dan kita arsipkan. Kemudian kebanyakan aduan ini masyarakat itu
banyak berhubungan langsung dengan kebutuhan masyarakat terutama kawan-
kawan dikabupaten/kota dengan masalah kartu tanda penduduk, masalah
sampah, jalan, kemudian masalah tanah, nah ini laporan masyarakat yang
sebagian besarnya. Sifatnya kebutuhan umum masyarakat yang banyak diadukan
masyarakat, ini berkaitan dengan pelayanan publik”

(Wawancara Selasa 26 Januari 2021, 11.45 WIB)

Berdasarkan hasil wawancara diatas Karaktersitik Agen Pelaksana sangat
berperan penting dalam melaksanakan pelayanan publik. Dari komptensi,
transparansi, akuntablitias, berpartisipasi, dan responsivitas adalah karakateristik
yang memang harus dimiliki oleh aparatur dinas atau pelaksana pelayanan publik,
dengan ini dapat mewujudkan pelayanan publik yang baik dan sehat terutama
dalam mengelola aspirasi dan pengaduan masyarakat pada Sistem Layanan
LAPOR!.

Kemudian hasil wawancara dengan Bang Wahyu dan Bang Tatang mengenai
indikator Karakteristik Agen Pelaksana dengan pertanyaan Bagaimana menurut
bapak karakteristik agen pelaksana sistem layanan LAPOR! Dalam mengelola
aspirasi dan pengaduan masyarakat? Apakah sudah terlaksana dengan baik?
Beliau menjawab :

“Kami selalu melaksanakannya, baik tidak ada anggaran maupun ada
anggaran. Yang penting, dipemerintah ini harus royal kepada masyarakat, apa
yang diminta masyarakat ya mau itu ada anggaran atau tidak tahun ini tetep
dilaksanakan. Seperti tahun inilah tidak ada anggaran, dulu waktu ada anggaran
itu sekitar tahun 2016, kami bisa melaksanakan soisalisasi tapi kalau tidak ada
anggaran ya kami bisa menjalankan LAPOR! Cuma melalui aplikasi masyarakat
mengadu terus kita lemparkan ke OPD, kalau dulu kan kita sering sosialisasi, dan
kita pun memang membutuhkan anggaran untuk sosialisasi kalau sekarang ya

tidak ada, jadi ya kita bantu masyarakat lewat online saja kalau dulukan bisa
sosialisasi”.
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(Wawancara Selasa 26 Januari 2021, 10.08 WIB)

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa
Karakteristik Agen Pelaksana masih terhambatnya oleh anggaran yang seharusnya
anggaran itu untuk melaksanakan sosialiasi kepada masyarakat agar informasi
yang diberikan kemasyarakat juga lebih kompetensi, transparansi, akuntanbilitas
dan responsivitas, serta menjadikan kepuasan tersendiri terhadap pelakasana
pelayanan publik dan masyarakat.

Kemudian hasil wawancara dengan Ibu Heryani mengenai indikator
Karakteristik Agen Pelaksana dengan Pertanyaan ”Dalam sehari berapakah jumish
masyarakat yang mengadu secara langsung soal bantuan sosial?” Bu heryani
menjawab:

“Bantuan sosial macam-macam, bantuan sosial dalam arti kata kesehatan,
dan lainnya. Jumlah masyarakat yang mengadu secara langsung ada 60
pengaduan perhari, kalau awal-awal tahaun bisa sampai 100 lebih pengaduan”

(Wawancara : Senin 29 Maret 2021, 11.10 WIB)

Beradasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa lebih
banyaknya jumlah masyarakat yang mengadu secara manual dari pada melalui
Sistem Layanan LAPOR! hal ini dikatrenakan kurangnya konsistensi karakteristik
dari agen pelaksana Sistem Layanan LAPOR!.

Berdasarkan hasil observasi peneliti dilapangan mengenai indikator
Karakteristik Agen Pelaksana berada pada kategori “Kurang Terimplementasi”.
Hal ini dikarenakan kurang komptensinya dalam memproses aspirasi dan
pengaduan pada Sistem Layanan LAPOR!, miniminya informasi publik yang

diberikan atau kurang transparan dalam membrikan informasi publik, masih

belum sepenuhnya mampu menangani aspirasi dan pengaduan pada Sistem
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Layanan LAPOR!, masih kurang dalam pelaksana publik dalam berpatispasi
bagaimana cara memberikan peluang berasosiasi dan berbicara, dan masih kurang
cepat dan tanggapmya pengelola Sistem Layanan LAPOR! dalam mengelola
aspirasi dan pengaduan sehingga masyarakat memilih lebih baik secara manual
saja.

Berdasarkan hasil penyebaran kuesioner, wawancara dan observasi penulis
dapat menyimpulkan bahwa indikator Karateristik Agen Pelaksana berada pada
kategori “Kuarang Terimplemntasi”. Hal ini dikarenakan yang terjadi dilapangan
tidak sesuai dengan jabatan yang dimiliki dan aparatur dinas yang seharusnya
menjadi tugasnya dalam mengeloa Sistem Layanan Publik malah mengoper-oper
keaparatur dinas yang lain dengan alasan itu bukan tugasnya dan bukan
dibidangnya. Maka dari itu sangat perlunya komptensi, transparansi, akuntabilitas,
berpartisipasi dan responsivitas yang harus dimiliki oleh pelaksana pengelola
Sistem Layanan LAPOR! agar terbentuknya pelayanan publik yang baik dan
sehat.

Tabel V.14: Distribusi Tanggapan Responden Masyarakat Pengguna
Aplikasi LAPOR! Mengenai indikator Karakteristik Agen

Pelaksana terhadap Implementasi Aplikasi LAPOR! Pada
Keluhan Bantuan Sosial di Kota Pekanbaru.

No Item Yang Kategori Penilaian
Dinilai Terimplementasi Cukup Kurang Jumlah
Terimplementasi | Terimplementasi

1 2 3 4 5 6

1 Kompetensi 14 17 9 40
' (35%) (42,5%) (22,5%)

2 Transparansi 17 13 10 40
' (42,5%) (32,5%) (25%)

3 Akuntabilitas 13 21 6 40
' (32,5%) (52,5%) (15%)

4 Berpartisipasi 15 19 6 40
' (37,5%) (47,5%) (15%)

5 Responsivitas 12 18 10 40
' (30%) (45%) (25%)
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1 2 3 4 5 6
Jumlah 71 88 41 200
Rata-rata 14 18 8 40
Persentase 35% 45% 20% 100%

Sumber: Data Olahan Hasil Penelitian Tahun 2021

Dari Tabel V.14 diatas dapat diketahui tanggapan responden masyarakat
terhadap indikator Karakteristik Agen Pelaksana berada pada kategori “Cukup
Terimplementasi”.

Kompetensi. Dilihat dari jawaban responden masyarakat menjawab
Terimplementasi, dikarenakan 14 masyarakat menilai bahwa aparatur dinas sudah
kpmpetensi dalam mengelola aspirasi dan pengaduan pada sistem layanan
LAPOR!.  Dari jawaban responden masyarakat menjawab  Cukup
Terimplementasi, dikarenakan 17 masyarakat menilai pelayanan yang diberikan
terhadap aspirasi dan pengaduan pada Sistem Layanan LAPOR! belum
memuaskan. Selanjutnya jawaban dari responden masyarakat menjawab Kurang
Terimplementasi, dikarenakan 9 masyarakat menilai  aparatur dinas tidak
komptensi dalam menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat.

Transparansi. Dilihat dari jawaban responden masyarakat menjawab
Terimplementasi, dikarenakan 17 masyarakat menilai sitem layanan LAPOR!
sudah memberikan informasi publik secara terbuka. Dari jawaban responden
masyarakat Cukup Terimplementasi, dikarenakan 13 masyarakat menilai aparat
dinas belum konsisten dalam memberikan informasi publik terkait sistem layanan
LAPOR!. Selanjutnya jawaban responden masyarakat menjawab Kurang
Terimplementasi, dikarenakan 10 masyarakat menilai sistem layanan LAPOR!

belum terlaksana dengan baik.
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Akuntabilitas. Dilihat dari jawaban responden masyarakat menjawab
Terimplementasi, dikarenakan 13 masyarakat menilai aparatur dinas sudah
betanggungjawab dalam memproses aspirasi dan pengaduan dalam sistem layanan
LAPOR!. Dari jawaban responden masyarakat menjawab  Cukup
Terimplementasi, dikarenakan 21 masyarakat menilai pelaksana pengelola sistem
layanan LAPOR! sudah melakukan tanggung jawabnya tapi belum maksimal.
Selanjutnya jawaban dari responden masyarakat Kurang Terimplementasi,
dikarenakan 6 masyarakat menilai menilai pelaksana pengelola Aplikasi LAPOR!
belum bertanggung jawab dalam menyelesaikan aspirasi dan pengaduan pada
Sistem Layanan LAPOR!.

Berpartisipasi. Dilihat dari jawaban responden masyarakat menjawab
Terimplementasi, dikarenakan 15 masyarakat menilai aparatur dinas sudah
berpartisipasi dalam terlaksananya sistem layanan LAPOR!. Dari jawaban
responden masyarakat menjawaban Cukup Terimplementasi, dikarenakan 19
masyarakat menilai berpartisipasi dalam sistem layanan LAPOR! sudah terlaksan
tapi belum maksimal. Selanjutnya jawaban responden masyarakat Kurang
Terimplementasi, dikarenakan 10 masyarakat menilai tidak adanya berrpartisipasi
dalam sistem layanan LAPORL.

Responsivitas. Dilihat dari jawaban responden masyarakat menjawab
Terimplementasi, dikarenakan 12 masyarakat mendapat efek dari cepat dan
tanggapannya aspirasi dan pengaduan pada sistem layanan LAPOR!. dari jawaban
responden masyrakat yang menjawab Cukup Terimplementasi, dikarenakan 18

masyarakat menilai aparatur dinas belum cepat dan tanggpan dalam mengelola
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aspirasi dan pengaduan pada sistem LAPOR!. selanjutnya jawaban responden
masyarakat menjawab Kurang Terimplementasi, dikarenakan 10 masyarakat
menilai sistem layanan LAPOR! tidak cepat dan tanggap saat melakukan aspirasi
dan pengaduan.

Kemudaian berdasarkan observasi peniliti dilapangan mengenai indikator
Karaktersitik Agen Pelaksana berada pada kategori “Kureang Terimplementasi”.
Hal ini dikarenakan kurang komptensinya dalam memproses aspirasi dan
pengaduan pada Sistem Layanan LAPOR!, miniminya informasi publik yang
diberikan atau kurang transparan dalam membrikan informasi publik, masih
belum sepenuhnya mampu menangani aspirasi dan pengaduan pada Sistem
Layanan LAPOR!, masih kurang dalam pelaksana publik dalam berpatispasi
bagaimana cara memberikan peluang berasosiasi dan berbicara, dan masih kurang
cepat dan tanggapmya pengelola Sistem Layanan LAPOR! dalam mengelola
aspirasi dan pengaduan sehingga masyarakat memilih lebih baik secara manual
saja.

Dari hasil penyebaran kuesioner, observasi penulis dapat menyimpulkan bahwa
indikator Karakteristik Agen Pelakasana berada pada Kategori “Kurang
Terimplementasi”. Hal ini dikarenakan yang terjadi dilapangan tidak sesuai
dengan jabatan yang dimiliki dan aparatur dinas yang seharusnya menjadi
tugasnya dalam mengeloa Sistem Layanan Publik malah mengoper-oper
keaparatur dinas yang lain dengan alasan itu bukan tugasnya dan bukan
dibidangnya sehingga tidak terlihat kompetensi para pelaksana Sistem Layanan

LAPOR!. pada dasarnya dari tingkat pendidikan sangat mempengaruhi komptensi
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dan kehandalan dalam bekerja. Oleh sebab itu sangat diperlunya komptensi,
transparansi, akuntabilitas, berpartisipasi dan responsivitas yang harus dimiliki
setiap masing-masing individu pelaksana Sitem Layanan LAPOR! agar
terbentuknya pelayanan publik yang baik dan sehat.
5. Kondisi Sosial, Politik dan Ekoonomi
Kondisi Sosial, Politik dan Ekonomi adalah menjukan bahwa kondisi
lingkungan sosial, politik dan ekonomi dalam rana implementasi dapat
mempengaruhi kesuksesan program dalam implementasi, sejauh mana kelompok-
kelompok kepentingan memberikan dukungan bagi implementasi kebijakan.
Selanjutnya untuk mengetahui jawaban atau tanggapan dari responden
Pengguna Aplikasi LAPOR! Yang berjumlah 40 orang responden terhadap
indikator Kondisi Sosial, Politik dan Ekonomi yang terdiri dari tiga item
penilaiain yaitu Sosial, Politik dan Ekonomi. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat
pada tabel berikut ini :
Tabel V.15: Distribusi Tanggapan Responden Aparatur Dinas terahadap
Implementasi Aplikasi LAPOR! Mengenai indikator Kondisi

Sosial, Politik dan Ekonomi Terhadap Implementasi Aplikasi
LAPOR! Pada Keluhan Bantuan Sosial di Kota Pekanbaru.

Item Yang Kategori Penilaian
NO' Dinilai | Terimplementasi Cukup Kurang Jumlah
plementasi y . . .
Terimplementasi | Terimplementasi
1. | Sosial 2 0 1 3
(66,7%) (0%) (33,3%)
2. | Politik (0%) (66.7%) (33.3%) 3
. 0 3 0
3. | Ekonomi (0%) (100%) (%) 3
Jumlah 2 5 2 9
Rata-rata 0,7 1,6 07 3
Persentase 23,3% 53,4% 23,3% 100%

Sumber: Data Olahan Hasil Penelitian Tahun 2021
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Berdasarkan tabel V.15 dapat dilihat bahwa rata-rata tanggapan responden
aparatur dinas berada pada kategori “Cukup Terimplemntasi”

Sosial. Dilihat dari jawaban responden aparatur dinas Terimplementasi,
dikarenakan aparatur dinas menilai dengan adanya Sistem Layanan LAPOR!
dapat merubah keadaan sosial menjadi lebih baik dan lebih terarah. Dari jawaban
responden aparatur dinas menjawab Kurang Terimplemntasi, dikarenakan fakta
dilapangan keadaan sosial masih belum ada perubahan, dilihat dari masyarakat
yang rata- rata lebih banyak belum mengetahui Sistem Layanan LAPOR!.

Politik. Dilihat dari jawaban aparatur dinas Cukup Terimplementasi,
dikarenakan aparatur dinas menilai belum maksimal yang terjadi dalam perubhan
kondisi sosial yang lebih baik. Dari jawaban responden aparatur dinas menjawab
Kurang Terimplementasi, dikarenakan fakta kondisi sebenarnya aparatur dinas
masih saja melempar tugas dalam mengelola sistem layanan LAPOR! keaparatur
dinas lain karena merasa bahwa dia tidak bertugas dalam mengelola informasi
publik, ini membuktikan bahwa keadaan politik belum mampu pendukung dalam
penyelenggaraan program pemerintahan yaitu Sistem Layanan LAPOR!.

Ekonomi. Dilihat dari jawaban aparatur dinas Cukup Terimplementasi,
dikarenakan dilihat dari kondisi sebenarnya, Sistem Layanan LAPOR! belum
maksimal dalam membantu keadaan ekonimi masyarakat menjadi lebih baik lagi.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Seksi Jaringan Infrastruktur Teknologi
Informasi dan Komunikasi Dinas komunikasi, Informatik dan Statistik Provinsi
Riau, Bapak Ir. Junaidi, M. Sc mengenai indikator Kondisi Sosial, Politik dan

Ekonomi dengan pertanyaan Bagaimana menurut bapak kondisi Sosial, Politik
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dan Ekonomi dalam implementasi sistem layanan LAPOR! Kepada masyarakat?
Apakah dapat membantu kondisi sosial, politik dan ekonomi menjadi lebih baik
lagi? Beliau menjawab :

“Jelas, secara umum kalau dari segi ekonomi ya jelas memang dengan aduan
adanya sistem LAPOR! Ini, otomatis keinginan masyarakat, aspirasi masyarakat
tidak tersumbat lagi yang artinya misalnya contoh, ada jalan yang rusak masuk
ke LAPOR! Kemudian pihak terkait langsung merespon dan langsung ditindak
lanjuti dan jalan itu langsung diperbaiki, otomatis kondisi ekonomi dijalan yang
rusak itu akan membaik. Secara sosial masyarakat bisa mencari kebenaran
apakah misalnya aduannya apakah betul permasalahan ini kondisinya seperti ini,
dengan adanya seperti ini aplikasi LAPOR! Ini ototmatis informasi yang
disampaikan langsung dari pihak yang berwenang. Kemudian dari politik yang
jelas kita sebagai pengelola LAPOR! Kalau kita harus bisa memilah-milah mana
yang perlu di tindaklanjuti mana yang tidak, mana yang berhubungan dengan
pemerintah dan mana yang hoax dan mana yang tidak hoax. Dan itu memang
harus kita tentukan, jadi otomatis LAPOR! Ini dari beberapa efeknya itu lebih
banyak masih yang positifnya walaupun yang negatifnya ada, dalam artian
mungkin orang menggunakan sosial media atau kemampuan teknologi bisa
membolak balikan fakta yang sebenarnya, misalnya melalui vidio mereka
merekam vidio kejadiannya ditempat lain diprovinsi lain dan mereka mengirim
keLAPOR! Seolah-olah kejadian diRiau, itulah efek-efeknya tapi memang
inshaAllah selama ini tidak ada kami alami yang seperti itu menggunakan
LAPOR! Diprovinsi Riau™

(Wawancara Selasa 26 Januari 2021, 11.45 WIB)

Dari hasil wawancara diatas dapat dilihat bahwa jika Sistem Layanan LAPOR!
terlaksana dengan baik dan semestinya dapat membantu dalam perubahan kondisi
sosial, politik dan ekonomi. Hal ini dikarenakan jika tidak adanya terkendala pada
komitmen dari pimpinan dan komitmen itu diterapkan dari awal sejak pelaksanaan
Sistem Layanan LAPOR! maka hasil dari implementasi dari Sistem Layanan
LAPOR! sangat jelas dan nyata.

Kemudian hasil wawancara dengan Bang Wahyu dan Bang Tatang mengenai
indikator Kondisi Sosial, Politik dan ekonomi dengan pertanyaan Bagaimana

menurut bapak kondisi Sosial, Politik dan Ekonomi dalam implementasi sistem
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layanan LAPOR! Kepada masyarakat? Apakah dapat membantu kondisi sosial,
politik dan ekonomi menjadi lebih baik lagi? Beliau menjawab :

“Sangat membantu, karena LAPOR! Ini bukan hanya untuk memperbaiki
kehidupan masyarakat itu sendiri tapi efeknya itu kesemua. Misalnya 1 orang
yang melapor itu efeknya kesemua, contohnya jalan itu digunakan banyak orang
Jjadi misalnya 1 orang yang melapor semua dapat dampak positif™

(Wawancara Selasa 26 Januari 2021, 10.08 WIB)

Dari hasil wawancara diatas bahwa Sistem Layanan LAPOR! sangat
mempengaruhi perubahan kondisi sosial, politik dan ekonomi. Hal ini
dikarenakan 1 orang yang melapor pada Aplikasi LAPOR! hasil atau efek yang
didapat akan kesemua masyarakat. Contohnya 1 orang yang melapor soal jalan
dalam perbaikan jalan yang rusak, dan semua akan dapat dampak positifnya.

Kemudian hasil wawancara dengan Ibu Heryani mengenai indikator Kondisi
Sosial. Politik dan Ekonomi dengan Pertanyaan ”Berapa lama kah proses dalam
menangani aspirasi dan pengaduan masyarakat secara langsung? Apakah dapat
membantu kondisi sosial, politik dan ekonomi menjadi lebih baik lagi?” Bu
heryani menjawab:

“Kita liat dulu aksesnya ada tidak, kalau misalnya disini kan dipekanbaru
kebanyakan masalah bantuan sosial tentang PHK, kaya BSP dan terus kesehatan,
kebanyakan yang mengadunya soal itu. ltu bisa kita tangani saat itu juga.
Contohnya soal kesehatan, kita kan ada dana daerah kan kita langsung tangani
dengan dinas kesehatan, bisa selesai hari itu juga, ada juga yang butuh waktu 15
menit jika mereka share rekomendasi. Untuk membantu kondisi sosial, politik dan
ekonomi sejauh ini jika dilaksanakan sesuai dengan SOP ya pasti mebantu
menjadi lebih baik”

(Wawancara : Senin 29 Maret 2021, 11.10 WIB)

Dari hasil wawancara diatas jika aspirasi dan pengaduan masyarakat langsung

diproses sesuai dengan SOP pasti akan membantu kondisi sosial, politik dan
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ekonomi menjadi lebih baik lagi dan tidak ada aspirasi dan pengaduan masyarakat
yang tergantung atau tidak respon dari pihak pelaksana pelayanan publik.
Berdasarkan hasil observasi peniliti dilapangan mengenai indikator Kondisi
Soisal, Politik dan Ekonomi berada pada kategori “Kurang Terimplementasi”. Hal
ini dikarenakan terlihat bahwa pengelola Sistem Layanan LAPOR! belum
maksiamal dalam memberikan pelayanan, bisa dilihat dari masyarakat yang rata-
rata lebih banyak belum mengetahui masalah Sistem Layanan LAPOR! dan lebih
banyak melakukan aspirasi dan pengaduan secara manual atau langsung datang
OPD terkait, masyarakat masih minim akan informasi publik yang sebenarnya,
aparatur dinas masih saja melempar tugas atau tanggung jawabnya keaparatur
dinas lain karena merasa bahwa dia tidak bertugas dalam mengelola informasi

publik.

Berdasarkan hasil penyebaran kuesioner, wawancara dan observasi penulis
dapat menyimpulkan bahwa indikator Kondisi Sosial, Politik dan Ekonomi berada
pada kategori “Kurang Terimplementasi”. Hal ini dikarenakan bisa dilihat dari
aparatur dinas masih saja melempar tugas atau tanggung jawabnya keaparatur
dinas lain karena merasa bahwa dia tidak bertugas dalam mengelola informasi
publik dan ini juga dikarenakan kurang komitmen pemimpin dalam implementasi
Aplikasi LAPOR!.

Tabel V.16: Distribusi Tanggapan Responden Masyarakat Pengguna
Aplikasi LAPOR! Mengenai indikator Kondisi Sosial, Politik

dan Ekonomi Terhadap Implementasi Aplikasi LAPOR! Pada
Keluhan Bantuan Sosial di Kota Pekanbaru.

Kategori Penilaian
Cukup Kurang Jumlah
Terimplementasi | Terimplementasi

Item Yang

No Dinilai Terimplementasi

1 2 3 4 5 6
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1 2 3 4 > 0
_ 13 22 5

1. | Sosial (32,5%) (55%) (12,5%) 40
— 9 17 14

2. | Politik (22,5%) (42,5%) (35%) 40
: 12 17 11

3. | Ekonomi (30%) (42,5%) (27,5%) 40

Jumiah 34 56 30 120

Rata-rata 1 19 10 40

Persentase 27,5% 47,5% 25% 100%

Sumber: Data Olahan Hasil Penelitian Tahun 2021

Berdasarkan tabel V.16 diatas dapat diketahui tanggapan responden
masyarakat terhadap indikator Kondisi Sosial, Politik dan Ekonomi berada oada
kategori “Cukup Terimplementasi”.

Sosial.  Dilihat dari jawaban responden masyarakat menjawab
Terimplementasi, dikarenakan 13 masyarakat dengan adanya sistem layanan
LAPOR! kondisi sosial menjadi lebih baik. Dari jawaban responden masyrakat
menjawab Cukup Terimplemntasi, dikarenakan 22 masyarakat merasa belum
maksimalnya Sistem Layanan LAPOR! untuk membantu keeadaan sosial menjadi
lebih baik dan terarah. Selanjutnya dari jawaban responden masyarakat menjawab
Kurang Terimplementasi, dikarenakan 5 masyarakat menilai kondisi sosial belum
ada prubahan setelah melakukan aspirasi dan pengaduan pada sistem layanan
LAPOR!.

Politik. ~ Dilihat dari jawaban responden masyarakat menjawab
Terimplementasi, dikarenakan 9 masyarakat menilai sistem layanan LAPOR!
merubah kondisi politik menjadi membaik. Dari jawaban responden masyarakat
Cukup Terimplementasi, dikarenakan 17 masyarakat menilai sistem layanan
LAPOR! sudah berjalan tetapi belum maksimal dalam membantu kondisi politik

membaik. Selanjutnya jawaban responden masyrakat Kurang Terimplementasi,
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dikarenakan 14 masyarakat menilai tidak ada perubahan kondisi politik membaik
dengan adanya sistem layanan LAPOR!.

Ekonomi. Dilihat dari jawaban responden masyarakat menjawab
Terimplementasi, dikarenakan 12 masyarakat menilai setelah melakukan aspirasi
dan pengaduan pada sitem layanan LAPOR! kondisi ekonomi membaik. Dari
jawaban responden masyarakat Cukup Terimplementasi, dikarenakan 17
masyarakat menilai pengelola sistem layanan LAPOR! belum mampu membantu
kondisi ekonomi masyarakat. Selanjutnya jawaban responden masyarakat Kurang
Terimplementasi, dikarenakan masyrakat menilai dilihat dilapangan masih
banyaknya masyarakat yang mengadu masalah bantuan sosial secara manual
dengan langsung datang ke OPD terkait.

Berdasarkan obeservasi peniliti dilapangan bahwa untuk indikator Kondisi
Sosial, Politik dan Ekonomi berada pada kategori “Kurang Terimplementasi”. Hal
ini dikarenakan terlihat bahwa pengelola Sistem Layanan LAPOR! belum
maksiamal dalam memberikan pelayanan, bisa dilihat dari masyarakat yang rata-
rata lebih banyak belum mengetahui masalah Sistem Layanan LAPOR! dan lebih
banyak melakukan aspirasi dan pengaduan secara manual atau langsung datang
OPD terkait mengenai bantuan sosial, masyarakat masih minim akan informasi
publik yang sebenarnya, aparatur dinas masih saja melempar tugas atau tanggung
jawabnya keaparatur dinas lain karena merasa bahwa dia tidak bertugas dalam
mengelola informasi publik.

Berdasarkan hasil penyebaran kuesioner, observasi penulis dapat

menyimpulkan bahwa indikator Kondisi Sosial, Politik dan Ekonomi berada pada
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kategori “Kurang Terimpelemntasi”. Hal ini dikarenakan bisa dilihat dari aparatur
dinas masih saja melempar tugas atau tanggung jawabnya keaparatur dinas lain
karena merasa bahwa dia tidak bertugas dalam mengelola informasi publik, dalam
hal ini tanggung jawab aparatur dinas sangat diperlukan untuk keberlangsungan
berjalan Sistem Layanan LAPOR! dan memberikan hasil kepuasan kepada
masyarakat bahwa sebenarrnya Aplikasi LAPOR! ini memang sangat layak dan
bagus dipergunakan untuk dalam waktu jaka panjang dan ini juga dikarenakan
kurangnya komitmen pemimpin dalam implementasi Aplikasi LAPOR!.

C. Rekapitulasi Dari Indikator-Indikator Implementasi Aplikasi LAPOR!

Pada Keluhan Bantuan Sosial di Kota Pekanbaru.

Dari pembahasan masing-masing indikator diatas untuk mengetahui seluruh
tanggapan responden terhadap Implementasi Aplikasi LAPOR! Pada Keluhan
Bantuan Sosial di Kota Pekanbaru.

Rekapitulasi ini membantu peneliti dalam menilai keseluruhan indikator yaitu:
Standar dan Sasaran Kebijakan, Sumber Daya, Hubungan Antar Organisasi,
Karakteristik Agen Pelaksana, dan Kondisi Sosial, Politik dan Ekonimi. Apakah
Implementasi Aplikasi LAPOR! sudah terlaksana dengan baik atau tidak.

Untuk mengetahui bagaimana Implementasi Aplikasi LAPOR! Paada Keluhan
Bantuan Sosial di Kota Pekanbaru dapat dilihat dari tabel rekapitulasi berikut:
V.17: Rekapitulasi Tanggapan Responden Aparatur Dinas Pengguna

Aplikasi LAPOR! Mengenai Implementasi Aplikasi LAPOR! Pada
Keluhan Bantuan Sosial di Kota Pekanbaru.

Kategori Penilaian

No Indikator . . Cukup Kurang Jumlah
Terimplementasi . : . .
Terimplementasi | Terimplementasi

1 2 3 4 5 6
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1 2 3 4 5 6
1. | Standar dan 0 2 1
ifg‘i;:ﬂan (0%) (66,7%) (33.3%) 3
2. | Sumber Daya 1,3 1 0,7 3
(43,4%) (33,3%) (23,3%)
3. | Hubungan
Antar g 1 5 2 0 3
Organisasi (0%) (33,3%) (66,7%)
4, 'l:agarl]kterlstlk 16 0.8 0.6 5
Peglaksana (53,3%) (26,7%) (20%)
5. Kondisi
Sosial, Politik & 1,6 Oy 3
dan Ekonomi (23,3%) (53,4%) (23,3%)
Jumlah 3,6 6,4 5 15
Rata-rata 0,72 1,28 l, 3
Persentase 24% 42, 7% 33,3% 100%

Sumber: Data Olahan Hasil Penelitian 2021

Dari hasil tabel V.17 diatas rekapitulasi yang penulis dapatakan dari hasil
penyebaran kuesioner pada aparatur dinas, mereka menjawab rata- rata berada
pada kategori “Cukup Terimplementasi’.

Indikator Standar dan Sasaran kebijakan, mereka menjawab Cukup
Terimplementasi. Hal ini dikarenakan Sistem Layanan LAPOR! belum berjalan
dengan makmsimal, belum sesuai dengan tujuan dari dilaksankan Sistem Layanan
LAPOR!

Indikator Sumber Daya, mereka menjawab Terimplementasi. Hal ini
dikarenakan mereka menilai sudah menjalankan dalam memproses aspirasi dan
pengaduan masyarakat pada Sistem Layanan LAPOR! sesuai dengan Standar
Operasional Prosedur atau SOP. Sehingga secara proses mereka sudah tepat
sasaran.

Indikator Hubungan Antar Organisasi, mereka menjawab Kurang
Terimplementasi. Hal ini dikarenakan masih adanya hambatan untuk menjalin

hubungan antar organiasi dalam memproses aspirasi dan pengaduan masyarakat
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pada Sistem Layanan LAPOR!. Salah satu contohnhya, aparatur dinas yang
mengelola Aplikasi LAPOR! tidak lagi bertugas didinas tersebut dan digantikan
oleh tenanga baru, dan tenaga baru ini membutuhkan sosialisasi atau pelatihan
yang membutuhkan anggaran, dan aparatur juga terhambat dianggaran untuk
melakukan sosialisai dan pelatihan.

Indikator Karakteristik Agen Pelaksana, mereka menjawab Terimplementasi.
Hal ini dikarenakan aparatur dinas menilai sudah melakukan tanggung jawab
dengan kompetensi, transparansi, akuntabilitas, berpartisipasi dan responsivitas.
Maka mereka menilai karakteristik agen pelaksana sudah memenuhi syarat atau
sudah terlaksana.

Indikator Kondisi Sosial, Politik dan Ekonomi, mereka menjawab Cukup
Terimplementasi. Hal ini dikarenakan aparatur menilai belum ada hasil yang
maksimal dalam Sistem Layanan LAPOR! yang membantu kondisi sosial, politik
dan ekonomi menjadi lebih baik lagi dan ini juga disebabkan karena pelayanan
yang diberikan belum sepenuhnya maksimal.

Berdasarkan jawabana yang telah dihasilkan pada kesimpulkan diatas, penulis
dapat mengambil jawaban pada penelitian ini dari sisi aparatur dinas bahwa
Implementasi Aplikasi LAPOR! Pada Keluhan Bantuan Sosial di Kota Pekanbaru
yaitu “Kurang Terimplementasi”. Hal ini dikarenakan dilihat sudut pandang
internal yaitu aparatur dinas bahwa, Dinas Komunikasi, Informatika dan Statsitik
Provinsi Riau sebagai penghubung Sistem Layanan LAPOR! ke Dinas Sosial dan
Pemkamana Kota Pekanabaru mengenai keluhan bantuan sosial tidak terlaksana

dengan semestinya, karena Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru
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memiliki Sistem Layanan khusus yaitu SLRT (Sistem Layanan dan Rujukan
Terpadu) dan masih banyaknya masyarakat yang langsung melakukan aspirasi dan
pengaduan dengan datang langsung atau masih dengan secara manual ke Dinas
Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru.

V.18: Rekapitulasi Tanggapan Responden Masyarakat Pengguna Aplikasi

LAPOR! Mengenai Implementasi Aplikasi LAPOR! Pada Keluhan
Bantuan Sosial di Kota Pekanbaru.

Ittt al Kategori Penilaian
No | Lalg - . Cukup Kurang Jumlah
Dinilai Terimplementasi . Y . .
Terimplementasi | Terimplementasi
1 | Sl ra 19 B 40
' Kebijakan (32,5%) (47,5%) (17,5%)
10 22 8
2. | Sumber Daya (25%) (55%) (20%) 40
H
s | Ao i 21 8 4
' Organiasi (27,5%) (52,5%) (20%)
. iggarl]ktenstlk 14 18 8 "
' 0, 0, 0,
Pelaksana (35%) e & L
Kondisi
. I 11 19 10
5. | Sosial, Politik . . 3 40
dan Ekonomi (27,5%) (47,5%) (25%)
Jumlah 59 99 42 202
Rata-rata 11,8 19,8 8,4 40
Persentase 29,5% 49,5% 21% 100%

Sumber: Data Olahan Hasil Penelitian Tahun 2021

Dari hasil tabel V.18 diatas tentang rekapitulasi tanggapan responden

masyarakat, yang penulis dapatkan bahwa rata- rata jawaban responden

masyarakat berada pada kategori “Cukup Terimplementasi”.

Indikator Standar dan Sasaran Kebijkan, dari hasil penyebaran kuesioner

masyarakat,

menjawab

“Cukup Terimplementasi”.

Hal ini

dikarenakan

masyarakat belum mendapatkan hasil yang maksimal setelah melakukan
pengaduan pada Sistem Layanan LAPOR!. Aspirasi dan pengaduan masyarakat

yang tergantung membuat masyarakat menilai bahwa lebih baik langsung datang
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ke OPD terkait untuk melakukan aspirasi dan pengaduannya. inilah yang
membuat Standar dan Sasaran kebijakan belum sepenuhnya terimplementasi.

Indikator Sumber Daya dari hasil penyebaran kuesioner masyarakat, menjawab
”Cukup Terimplementasi”’. Hal ini dikarenakan masyarakat merasa bahwa
aparatur dinas atau pengelola dari Sistem Layanan LAPOR! belum memproses
aspirasi dan pengaduannya secara maksimal atau tidak sesuai dengan yang
diharapkan. Karena Aplikasi LAPOR! seharusnya memberikan kemudahan dari
segi waktu, efisiensi anggaran.

Indikator Hubungan Antar Organisasi dari hasil penyebaran kuesioner
masyarakat, menjawab “Cukup Terimplementasi”. Hal ini dikarenakan aspirasi
dan pengaduan masyarakat pada Sistem Layanan LAPOR! masih ada yang
tergantung disebabkan hubungan antar organisasi yang kurang terlaksana,
membuat masyarakat melakukan aspirasi dan pengaduan langsung ke OPD
terkait.

Indikator Karakteristik Agen Pelaksana dari hasil penyebaran kuesioner
masyarakat, menjawab “Cukup Terimpelemntasi”. Hal ini dikarenakan aparatur
dinas yang belum maksiamal dalam memberikian pelayanan pada Sistem Layanan
LAPOR!. hal ini terlihat lebih banyaknya masyarakat yang mengadu secara
manual dari pada melalui Sistem Layanan LAPOR!

Indikator Kondisi Sosial, Politik dan Ekonomi dari hasil penyebaran kuesioner
masyarakat, menjawab “Cukup Terimpelementasi”. Hal ini dikarenakan
masyarakat melihat kurang maksimalnya perubahan pada kondisi sosial, politik

dan ekonomi dalam implementasi Sistem Layanan LAPOR!, aparatur dinas belum
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sepenuhnya mampu menyelesaikan aspirasi dan pengaduan pada Sistem Layanan
LAPOR! dan membuat masyarakat masih melakukan aspirasi dan pengaduannya
lansgung datang ke OPD terkait dan dilihat dilapangan masih banyaknya
masyarakat yang mengadu masalah bantuan sosial baik pada Sistem Layanan
LAPOR! atau pun secara manual dengan langsung datang ke OPD.

Berdasarkan jawaban yang telah dihasilkan pada kesimpulan diatas, penulis
dapat mengambil jawaban pada penelitian ini dari sisi masyarakat bahwa
Implementasi Aplikasi LAPOR! Pada Keluhan Bantuan Sosial di Kota Pekanbaru
yaitu “Kurang Terimplementasi”. Karena dilihat dari sudut pandang masyarakat
sebagai pihak eksternal bahwa, untuk mewujudkan pelayanan yang baik dalam
sistem Layanan LAPOR! memang sangat penting dilaksanakannya sosialiasi
kepada masyarakat, hal ini juga agar dapat membantu masyarakat menjadi lebih
tahu bahwa pemerintah sudah menyediakan Sistem Layanan LAPOR! dan
masyarakat juga tidak minim akan informasi publik.

D. Faktor penghambat Implementasi Aplikasi LAPOR! Pada Keluhan

Bantuan Sosial di Kota Pekanbaru.

Adapun yang menjadi hambatan dalam proses Implementasi Aplikasi LAPOR!
Pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Riau sebagai berikut:
1. Tidak adanya komitmen dari pimpinan yang mengakibatkan implementasi dari

Aplikasi LAPOR! terhambat dan tidak terlaksana dengan baik.

2. Dalam pelaksanaan implementasi Aplikasi LAPOR! yang sudah berjalan sejak
tahun 2016 mengalami hambatan, tidak adanya anggaran untuk melakukan

sosialisasi sesama OPD dan masyarakat.
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3. Tidak adanya struktur birokrasi, yang mengakibatkan tidak ada hubungannya
admin-admin yang berda pada bidang infrastruktur mengelola Aplikasi
LAPOR! dan yang harusnya mengelola informasi publik seperti Aplikasi
LAPOR! adalah sekertariat.

4. Tidak terlaksananya koordinasi dan sosialiasi pada sistem layanan LAPOR!
dengan OPD-OPD terkait untuk memproses aspirasi dan pengaduan
masyarakat dalam sistem layanan LAPOR!. Hal ini dikarenakan sebagian besar
aparatur dinas sudah tidak lagi beada di OPD tersebut, dikarenakan sudah
pindah atau berganti bahkan sampai 6 bulan sekali.

5. Masih banyaknya masyarakat yang belum mengetahui akan Aplikasi LAPOR!

sebagai tempat asprasi dan pengaduan resmi dari pemerintah.



BAB VI
PENUTUP

A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil penliti dan analisis yang penulis lakukan, banyak yang

peneliti temui berdasarkan lima indikator yaitu, Standar dan Sasaran Kebijakan,

Sumber Daya, Hubungan Antar Organisasi, Karakteristik Agen Pelaksana,

Kondisi Sosial, Politik dan Ekonomi. Maka dari itu penulis menarik beberapa

kesimpulan mengenai Implementasi Aplikasi LAPOR! Pada Keluhan Bantuan

Sosial di Kota Pekanbaru diantaranya yaitu sebagai berikut:

1. Indikator Standar dan Sasaran kebijakan berada pada kategori Kurang
Terimplementasi. Hal ini dikarenakan pertama, belum tercapainya dalam
meningkatkan kualitas pelayanan publik, bisa dilihat dari masyarakat masih
ada yang melakukan aspirasi dan pengaduan secara manual dan harus
mengantri. Kedua, pembangunan disuatu daerah dapat dilihat masih belum
tercapai, masih adanya aspirasi dan pengaduan yang belum ditindak lanjuti.
Ketiga, minimnya informasi yang didapat oleh masyarakat mengenai Aplikasi
LAPOR! yang membuat masyarakat masih menjadikan sosial nedia alat utama
untuk melakukan aspirasi dan pengaduan.

2. Indikator Sumber Daya yang berada pada kategori Kurang Terimplementasi.
Hal ini dikarenakan pertama, sumber daya tidak memadai. Terutama sumber
daya manusia yaitu aparatur dinas. Tidak adanya komitmen dari pimpinan,
munculnya tenaga baru yang minim akan pengetahuan dibidang teknologi

karean tidak mendapatkan sosialiasi tau pelatihan. Kedua, tidak adanya
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anggara untuk melakukan sosialiasi sehingga sosialiasai terakhir dilakukan
pada tahun 2018. Ketiga, masih kurangnya terutama pada man dan money
sebagai pendukung berjalanannya Sistem Layanan LAPOR!.

. Indikator Hubungan Antar Organisasi yang berada pada kategori Kurang
Terimplementasi. Hal ini dikarenakan karena pertama, memang tidak adanya
koordinasi antara Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Riau
dengan Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru dalam mengelola
Aplikasi LAPOR!, bahkan Dinas Sosial dan Pemakaman Kota pekanbaru
memiliki Sistem Layanan sendiri yaitu SLRT. Kedua, tidak adanya sosialisasi
yang terjadi sejak tahun 2018 karena masalah anggaran dan tidak adanya
komitmen dari pimpinan.

. Indikator Karakteristik Agen Pelaksana yang berada pada kategori Kurang
Terimplementasi. Hal ini dikarenakan pertama, yang terjadi dilapangan tidak
sesuai dengan jabatan yang dimiliki ini mempengaruhi kompetensi kerja.
Kedua, masih banyaknya masyarakat yang minim informasi akan Sistam
Layanan LAPOR! ini membutikan informasi publik yang diberikan belum
transparansi. Ketiga, belum sepenuhnya mampu dalam menangani aspirasi dan
pengaduan masyarakat pada Sistem Layanan LAPOR!. Keempat, belum
terlihatnya berpastispasi aparatur dinas kepada masyarakat untuk mendapatkan
peluang berasosiasi, berbicara dan berpartisipsi secara maksimal salah satu
contohnya tidak adanya sosialisasi yang dilakukan. Kelima, kurangnya
kepekaan aparatur dinas dalam penyelenggaran sosialisasi kepada sesam OPD

dan masyarakat dalam memberikan informas mengenai Sistem Layanan
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LAPOR!, sehingga masyarakat berfikir bahwa Aplikasi LAPOR! tidak cepat

dan tanggap.

5. Indikator Kondisi Sosial, Politik dan Ekonomi yang berada pada kategori
Kurang Terimplementasi. Hal ini dikarenakan pertama, bisa dilihat faktanya
Sistem Layanan LAPOR! belum membantu keeadaan sosial menjadi lebih baik
dan terarah. Kedua, aparatur dinas belum sepenuhnya mampu dalam
memproses aspirasi dan pengaduan pada Sistem Layanan LAPOR! karena
tidak adanya komitmen pemimpin. Ketiga, dilihat dari kondisi sebenarnya,
Sistem Layanan LAPOR! belum membantu dalam meningkatkan keadaan
ekonomi menjadi lebih baik jadi masyarakat tidak puas dalam hal ini.

Dengan demikian bahwa Implementasi Aplikasi LAPOR! Pada Keluhan
Bantuan Sosial di Kota Pekanbaru Kurang Terimplementasi. Dikarenakan dalam
pelaksanaan Implementasi Aplikasi LAPOR! Yang sudah berjalan sejak tahun
2016 vyaitu tidak adanya melakukan sosialiasi baik sesama OPD maupun
masyarakat. Sosialiasi terakhir dilakukan pada tahun 2018, sebagian besar sudah
tidak lagi berada di OPD tersebut, karena sudah pindah atau berganti bahkan
sampai 6 bulan sekali dan banyak juga yang tidak paham karena adanya tenaga-
tenaga yang baru dan belum mendapatkan sosialisasi atau pelatihan, tidak adanya
struktur birokrasi yang seharusnya ada pada saat penyelenggaraan program seperti
Sistem Layanan LAPOR! karena struktur birokrasi sangat diperlukan sebagai
tatanan organisasi atau pembagian kerja dan hierarki untuk menjalankan tugas-
tugas agar kebih terartur, tidak adanya komitmen dari pimpinan. Sehingga hasil

dan temuan penilitian ini bahwa tidak adanya komitmen pemimpin yang mebuat
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Sistem Layanan LAPOR! ini tidak berjalan sesuai dengan standar operasional
prosedur, sehingga banyak munculnya hambat dari tidak adanya anggaran yang
jelas untuk melakukan sosialiasi, sehingga tidak bisa melakukan sosialisasi sejak
tahun 2018, tidak adanya struktur birokrasi yang jelas yang membuat aparatur
dinas melempar-lempar tugas keaparatur lain dengan alasan itu bukan
dibidangnya, hal ini juga membuat aparatur dinas dengan gampang pindah atau
tidak bekerja lagi didinas tersebut dalam jangkah waktu paling cepat 6 bulan
sekali, dan membuat masyarakat lebih banyak melakukan aspirasi dan pengaduan
secara manual dengan datang langsung ke OPD dan tidak melalui Sistem Layanan

LAPOR! karena masyarakat juga menilai aparatur dinas tidak cepat dan tanggap

dalam memposes aspirasi dan pengaduan masyarakat.

B. Saran
Adapun saran penulis dalam penelitian ini adalah:

1. Sebaiknya Kepala Dinas Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi
Riau menetapkan dan memastikan komitmen-komitmen yang akurat dalam
melaksanakan sistem layanan LAPOR!, apa saja yang harus menjadi
perencanaan pencapaian tujuan dan menjadikan sistem layanan LAPOR!
menjadi kualitas pelayanan publik dan informasi publik yang baik.

2. Sebaiknya Kepala Dinas Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi
Riau Sebelum melakukan suatu kegiatan dalam suatu program pemerintah
salah satunya sistem layanan LAPOR!, sebaiknya dilakukan perencanaan

seoptimal mungkin dan anggaran tersebut diperjelas, agar dana tersebut dapat
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terealisasikan dengan baik dan kegiatan dalam melakukan sosialisasi tidak ada
hambatan.

. Sebaiknya dalam melaksanakan program pemerintah yaitu sistem layanan
LAPOR!, harus memiliki struktur birokrasi yang jelas dan akurat, karena
struktur birokrasi merupakan salah satu bagian untuk menjalankan tugas-tugas
agar lebih teratur termasuk dalam pelaksanaan sistem layanan LAPOR!.

. Sebaiknya dalam melaksanakan sistem layanan LAPOR! agar aspirasi dan
pengaduan masyarakat dapat ditindak lanjuti seharusnya pihak Dinas
Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsin Riau melaksanakan
koordinasi dan sosialisasi secara teratur atau pun terjadwal yang bisa dilakukan
setiap bulan, agar masyarakat dapat merasa puas sudah melakukan aspirasi dan
pengaduan pada sistem layanan LAPOR!.

. Sebaiknya pihak Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Riau
melakukan sosialiasi terjadwal yang bisa dilakukan setiap bulan kepada
masyarakat, agar masyarakat tahu banyak mengenai sistem layanan LAPOR!
yang disediakan pemerintah, masyarakat pun bisa melakukan aspirasi dan
pengaduannya pada aplikasi LAPOR! dan tidak melakukan aspirasi dan

pengaduan pada sosial media secara cuma-cuma.
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